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SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN PELAKSANAAN PERATURAN AKADEMIK DAN KURIKULUM
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dr. Jamil, S. Pd, M. AP

Jabatan : Koordinator/Ketua-*) pilih salah satu
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman

dengan ini menyatakan bahwa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas
Mulawarman berkomitmen untuk melaksanakan peraturan akademik dan kurikulum yang
menjadi luaran dari Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka
Belajar-Kampus Merdeka pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari
ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain,
saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta
bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan
Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke Kas Negara.

Mengetahui, Samarinda, 22 Maret 2021
i Koord Program Studi,

e A

ProfDr,/H. Masjaya, M.Si _Jamil, S. Pd, M. AP
SoNIP-196212311991031024 NIP 197303142002121002
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SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN
KERJA SAMA KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
TAHUN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
Jabatan : Rektor/ketua/Direlctur *) pilih salah satu
Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman

dengan ini menyatakan bahwa Universitas Mulawarman sanggup untuk memenuhi
semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan
menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari Kerja Sama Kurikulum dan
Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari
ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain,
saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta
bersedia engembalikan seluruh dana dari Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke Kas Negara.

ﬁ_/ Samarinda, 22 Maret 2021
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Perihal : Usulan Proposal Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka

Belajar-Kampus Merdeka

Yth.

Direktur Pembelejaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus
Merdeka yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jendral
Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Bersama ini kami sampaikan usulan proposal
untuk mengikuti rogram tersebut dengan informasi sebagai berikut :

Jumlah Program Studi : 10 (Sepuluh) Program Studi

Yang Diajukan

Nama Program Studi dan : 1. Program Studi Pendidikan Matematika “Model Kerjasama Program
Judul Proposal Studi Pendidikan Matematika dengan Mitra pada Implementasi

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”.

2. Program Studi-Pendidikan Geografi “Pepgembangan Instrumen
Kurikulum MBKM Berbasis Hutan Tropis Lembab pada Program Studi
Pendidikan Geografi FKIP Universitas Mulawarman”.

3. Program Studi Pendidikan Kimia “Pengembangan Model Kerja Sama
Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi
Pendidikan Kimia Universitas Mulawarman”.

4. Program Studi Bimbingan Konseling “Pengembangan Kurikulum
dan Implementasi Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program
Studi Bimbingan dan Konseling”.

5. Program Studi Pendidikan Ekonomi “Pengembangan dan
Implementasi Kurikulum MBKM Berbasis Outcome Base Education
dan PIP UNMLL (Hutan Tropis Lembab.dan Lingkungannya) pada
Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Mulawarman”.

6. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris “Pengembangan Kurikulum
MBKM Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas
Mulawarman”.

7. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
“Pengembangan dan Implementasi kurikulum Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia Jenjang 51”.

8. Program Studi Pendidikan Jasmani “Pengembangan Kurikulum

MBKM Pendidikan Jasmani”.

9. Program StudiPendidikan-Gury Sekolah Dasar “Program

Transformasi Kurikulum Merdeka Belajar”.




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KFBIIDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : hitp www unmul ac 1d Surel : rektorat@unmul ac.id

10. Program Studi Pendidikan Sejarah “Pengembangan Instrumen
Kurikulum MBKM pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Mulawarman”.

Samarinda. 24 Maret 2021
§ S

B.ektor Universitas Mulawarman
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BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan di era modern, dunia pendidikan, tidak terkecuali
pendidikan tinggi dituntut untuk selalu berinovasi dalam berbagai aspek. Inovasi tersebut
seyogyanya dilandasi pada pemikiran bahwa setiap aspek kehidupan akan mengalami
perubahan sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi. Di era
revolusi industry 4.0, pendidikan tinggi tentunya memiliki tantangan untuk mempersiapakan
lulusan yang siap untuk menghadapi segala perubahan di masa yang akan datang.

Perguruan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan.
Institusi pendidikan tinggi dituntut untuk memenuhi indeks kinerja sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja
Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini mendorong perguruan tinggi untuk
Menyusun program kegiatan berorientasi pencapai Indeks Kinerja Utama (IKU), antara lain
kinerja pelaksanaan MBKM.

Pada dasarnya, perencanaan dan implementasi kurikulum program studi tidak lepas dari
pencapaian IKU tersebut. Pengembangan kurikulum seyogyanya berorientasi pada target
capaian yang telah ditetapkan guna menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui
implementasi program MBKM. Pengembangan kurikulum di program studi sudah seharunya
melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Di pihak internal, kerjasama
sinergis sivitas akademika menjadi kunci utama dalam merumuskan pondasi dasar
kurikulum. Di sisi lain, dalam pengembangan kurikulum seyogyanya juga melibatkan pihak
eksternal guna mendapatkan informasi mutakhir terkait kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan implementasi MBKM di program studi tidak luput dari adanya perubahan
pola pikir dari kurikulum yang bersifat kaku menjadi kurikulum adaptif dan fleksibel sesuai
dengan perkembangan zaman. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Program
Studi Pendidikan untuk mengembangkan kurikulum adaptif, mutakhir, dan fleksibel sesuai
dengan perkembangan zaman yang mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Oleh karena itu, melalui proposal “Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan
Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” ini diharapkan dapat memberikan
gambaran terkait visi Program Studi dalam mempersiapkan implementasi MBKM yang
sejalan dengan pencapaian IKU Universitas Mulawaraman.



B. Tujuan Pengusulan
Tujuan pengusulan proposal ini adalah agar program studi dapat:

1.
2.
3.

Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan MBKM;

Melaksanakan kerjasama dalam implementasi MBKM dengan mitra;

Membangun model kerjasama antara program studi dan mitra dalam impelementasi
MBKM,;

Mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan program MBKM yang memiliki capaian
pembelajaran lulusan sesuai KKNI dan SN-Dikti, dan

Berkontribusi dalam pencapaian IKU Univesitas Mulawarmana melalui implementasi
program MBKM.

C. Ruang Lingkup
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada kerjasama dengan berbagai mitra terkait
pelaksanaan MBKM di bidang Pendidikan Sejarah
D. Target
Target capaian dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:
1. Terlaksananya program MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah sesuai dengan
pedoman pelaksanaan MBKM;
2. Dihasilkannya kurikulum program studi pendidikan sejarah yang sesuai dengan program
MBKM;
3. Terjalinnya kerjasama dengan mitra melalui model kerjasama tridharma perguruan tinggi
dalam implementasi MBKM dengan 5 mitra;
4. Memberikan kontribusi dalam pencapaian IKU Universitas Mulawarman pada 3
indikator Kinerja
E. Sasaran
Sasaran dalam kegiatan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Internal, yaitu para mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan program
studi Pendidikan Sejarah
2. Eksternal, yaitu mitra kerjasama yang mendukung pelaksanaan MBKM, seperti

narasumber ahli dari BPCB, BALAR dan pihak universitas mitra seperti UNS, UNM,
ULM dan UNRI.



BAB Il RANCANGAN KEGIATAN

Rasional

Pelaksanaan MBKM di tingkat program studi seyogyanya memiliki landasan yang telah
disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, landasan yang dimaksud adalah
kurikulum program studi yang merupakan dasar dalam pelaksanaan proses perkuliahan. Dasar
dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8
Tahun 2012 tentang KKNI dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kedua
landasan tersebut merupakan acuan dalam pengembangan kurikulum.

Tantangan utama dalam pengembangan kurikulum di era industri 4.0 adalah
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru (data, teknologi dan manusia) dan
berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Pada kenyataannya, kurikulum yang
sekarang digunakan dirasa masih belum mencapai hasil optimal dalam menghadapi tantangan
tersebut. Hal inilah yang mendorong perlunya reorientasi pengembangan kurikulum di perguruan
tinggi guna menjawab tantangan tersebut. Dengan demikian, program pengembangan kurikulum
dirasa sangat penting guna mendukung terlaksananya Program MBKM di Program Studi
Pendidikan Sejarah.

Tujuan

Tujuan utama dari program ini adalah
1. dihasilkannya dokumen kurikulum MBKM Program Studi Pendidikan Sejarah.
2. Terlaksananya MBKM di luar program studi pendidikan sejarah

Mekanisme dan Rancangan
Mekanisme pelaksanaan program ini sebagai berikut:
1. Pembentukan tim pelaksana kegiatan

2. Koordinasi tim pelaksana kegiatan dengan pemangku kebijakan
3. Penyusunan jadwal kegiatan
4. Pelaksanaan kegiatan
5. Evaluasi kegiatan
6. Penyusunan laporan kegiatan
Adapun rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
No Kegiatan Output Kegiatan
1 | Pembentukan tim pengembang kurikulum SK Tim Pengembang Kurikulum
Workshop Perumusan CPL Program Studi Dokumen CPL Program Studi
Workshop Penyusunan Kurikulum MBKM Dokumen Kurikulum Program

Pendidikan Sejarah Studi




4 | Workshop Penyusunan Panduan Kerjasama Pedoman Kerjasama Kurikulum
Kurikulum MBKM MBKM

5 | Lokakarya Pengembangan Model Kerjasama Mou dan PKS Implementasi
Kurikulum Kurikulum MBKM

6 | Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan | Pedoman Pelaksanaan MBKM di
MBKM di Luar Program Studi Pendidikan Sejarah Luar Prodi

7 | Implementasi MBKM di Luar Program Studi | Bukti Pelaksanaan MBKM

Pendidikan Sejarah

mahasiswa luar kampus,
kemitraan akademik dan
pembelajaran kelas

Jadwal Pelaksanaan

) Bulan

No Kegiatan 2757617181910
1 | Pembentukan tim pengembang kurikulum
2 | Workshop Perumusan CPL Program Studi
3 | Workshop Penyusunan Kurikulum MBKM Pendidikan Sejarah
4 | Workshop Penyusunan Panduan Kerjasama Kurikulum MBKM
5 | Lokakarya Pengembangan Model Kerjasama Kurikulum
6 | Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan MBKM di Luar

Program Studi Pendidikan Sejarah
7 | Implementasi MBKM di Luar Program Studi Pendidikan Sejarah

Target Luaran
Luaran yang ditargetkan dalam pelaksanaan program ini adalah:

1.

ok wn

Sumber daya yang dibutuhkan
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, yaitu mahasiswa, dosen, tenaga
kependidikan, stakeholder dan mitra.

Strategi Keberlanjutan
Strategi keberlanjutan yang diterapkan guna tercapainya tujuan dari kegiatan ini adalah:
1. Melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan untuk mendukung implementasi

MBKM di lingkungan Universitas Mulawarman

Dokumen Kurikulum MBKM Program Studi Pendidikan Sejarah

Panduan Kerjasama Kurikulum MBKM Program Studi Pendidikan Sejarah
Kerjasama Implementasi Kurikulum MBKM dengan minimal 3 mitra universitas
Pedoman Pelaksanaan MBKM di Luar Program Studi Pendidikan Sejarah

Bukti Implementasi MBKM di luar program studi pendidikan sejarah




2. Menjalin kerjasama dengan stakeholder untuk mendukung pengembangan kurikulum
MBKM

3. Melakukan koordinasi dengan mitra untuk implementasi MBKM di luar program studi

4. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum MBKM secara berkala.

Unit Kerja Terkait

Unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Program Studi Pendidikan Sejarah

Jurusan Pendidikan IPS

Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan

Universitas

Howbde

Penanggung Jawab Kegiatan
Penanggung jawab kegiatan ini adalah koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah



BAB 111 JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN

A. Jadwal Pelaksanaan
Pelaksanaan dari April sampai November 2021 dengan detail sebagai berikut:

Bulan

No Kegiatan

415/6|7|8|9|10 |11

1 | Pembentukan tim pelaksana kegiatan

2 | Workshop Perumusan CPL Program Studi

3 | Workshop Penyusunan Kurikulum MBKM Pendidikan
Sejarah

4 | Workshop Penyusunan Panduan Kerjasama Kurikulum
MBKM

5 | Lokakarya Pengembangan Model Kerjasama Kurikulum

6 | Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan MBKM di
Luar Program Studi Pendidikan Sejarah

7 | Implementasi MBKM di Luar Program Studi Pendidikan
Sejarah

8 | Pelaporan Kegiatan

B. Anggaran
Total anggaran yamg diusulkan sebanyak Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

No Kegiatan Rincian Biaya | Jumlah
(satuan x harga)
1 | Workshop Perumusan CPL Program
Studi
Honorarium Narasumber 10K x| 3 |x
1,000,000 | 3,000,000
Biaya Fotokopi dan Penjilidan 10 | OK | x
75,000 750,000
Biaya Cetak Panduan 10 | OK | x
50,000 500,000
Konsumsi Rapat 10 | OK | x |10 | x
30,000 | 3,000,000
Bahan Habis Pakai 10 | OK | x
50,000 500,000
Biaya Koneksi Internet/Komunikasi 10 | OK | x
100,000 | 1,000,000
Sub Total |




8,750,000

Workshop Penyusunan Kurikulum MBKM Pendidikan Sejarah

Honorarium Narasumber 2|0K [x]| 3 [Xx
1,000,000 | 6,000,000
Biaya Fotokopi dan Penjilidan 10 |OK [ x| 5 [ X
75,000 | 3,750,000
Biaya Cetak Dokumen 10 |OK [ x| 5 [ X
100,000 | 5,000,000
Konsumsi Rapat 10| OK | x|[25|x
30,000 | 7,500,000
Bahan Habis Pakai 10| OK x| 5 [x
100,000 | 5,000,000
Biaya Koneksi Internet/Komunikasi 10|OK | x| 2 | x
100,000 | 2,000,000
Sub Total Il
29,250,000
Workshop Penyusunan Panduan Kerjasama Kurikulum MBKM
Honorarium Narasumber 10K x| 3 |x
1,000,000 | 3,000,000
Biaya Fotokopi dan Penjilidan 10 | OK | x
50,000 500,000
Biaya Cetak Panduan 10 | OK | x
75,000 750,000
Konsumsi Rapat 10|OK | x| 5 |x
30,000 | 1,500,000
Bahan Habis Pakai 10 | PK | x
75,000 750,000
Biaya Koneksi Internet/Komunikasi 10 | OK | x
100,000 | 1,000,000
Sub Total I
7,500,000
Lokakarya Pengembangan Model Kerjasama Kurikulum
Honorarium Narasumber 10K x| 3 |x
1,000,000 | 3,000,000
Biaya Fotokopi dan Penjilidan 10 | OK | x
35,000 350,000
Biaya Cetak Panduan 10 | OK | x
50,000 500,000
Konsumsi Rapat 10 | OK | x |10 | x
30,000 | 3,000,000
Bahan Habis Pakai 10 | OK | x
80,000 800,000
Biaya Koneksi Internet/Komunikasi 10| OK | x| 2|X
100,000 | 2,000,000




Sub Total 1V

9,650,000
Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan MBKM di Luar Program Studi
Honorarium Narasumber 10K x| 3 |Xx
1,000,000 | 3,000,000
Biaya Fotokopi dan Penjilidan 10 | OK | x
40,000 400,000
Biaya Cetak Panduan 30 | OK | x
65,000 | 1,950,000
Konsumsi Rapat 10| OK | x |10 | x
30,000 | 3,000,000
Bahan Habis Pakai 10 | OK | x
50,000 500,000
Biaya Koneksi Internet/Komunikasi 10 | OK | x
100,000 | 1,000,000
Sub Total IV
9,850,000

Total Keseluruhan

65,000,000




BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN

A. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi (monev) program akan dilaksanakan oleh Tim Penjamin Mutu FKIP
Universitas Mulawarman. Pelaksanaan monitoring akan dilaksanakan selama pelaksanaan
kegiatan. Adapun evaluasi kegiatan akan dilaksanakan terhadap capaian target sesuai dengan
rencana program pada setiap akhir kegiatan. Hasil monev tersebut akan dijadikan sebagai
bahan perbaikan dalam menentukan perbaikan kegiatan di masa depan.

B. Keberlanjutan Program
Adapun strategi keberlanjutan program sebagai berikut:

1.

Mengimplementasikan Kurikulum MBKM Program Studi Pendidikan Sejarah secara
konsisten sesuai pedoman;

Melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan untuk mendukung implementasi
MBKM di lingkungan Universitas Mulawarman melalui berbagai kebijakan;
Melaksanakan MBKM sesuai dengan pedoman kampus merdeka Universitas
Mulawarman dan Peraturan Akademik MBKM Universitas Mulawarman;

Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra untuk implementasi MBKM di luar program
studi;

Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum MBKM secara berkala;
Meminta masukan dari mahasiswa, dosen dan mitra terkait implementasi MBKM di
Program Studi Pendidikan Sejarah, dan

Mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan MBKM di luar program studi
dengan melakukan sosialisasi pada setiap tahun ajaran.
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)
Nomor : (PIHAK KEDUA....) (NOMOR FKIP ULM)

Pada hari ini, Selasa , Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu(24-5-2021) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

Prof. Dr. H.
Masruhim, M.Kes

Muh.

Amir

Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019
tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan
Fakultas Keguruan dan [llmu Pendidikan  Universitas
Mulawarman periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas
Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut
“PIHAK PERTAMA”, dan

Dekan FKIP ULM, yang diangkat berdasarkan Keputusan ....
Nomor  ............. Tahun....... Tanggal  ............
Tentang ........cceevnene. , dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama FKIP Univ. Lambung Mangkurat yang berkedudukan dan
berkantor di Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disebut
“PIHAK KEDUA.”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri
disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK?”, kedua belah pihak
dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

1.

Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan

PARA PIHAK berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan
bagi PARA PIHAK dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP
Universitas Mulawarman.




Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar
program studi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah
dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak
ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

3. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman

4. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian
Kerja Sama (selanjutnya disebut ‘“Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

(1) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3
semester di luar program studinya.

(2) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak),
mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi,
dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan
20 sks)

(3) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam
bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas
keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.

(4) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar
dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan
mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.

(5) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan
mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada
di lokasi kota maupun tepencil.

(6) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di
bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2

OBJEK
Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan
merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program
Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pertukaran Mahasiswa Prodi
Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil
tahun ajaran berjalan.

(2) PIHAK PERTAMA mendapatkan izin mengimplementasikan program Pengembangan Kurikulum
kampus merdeka dan merdeka belajar, serta Pertukaran Mahasiswa di FKIP Universitas Lambung
Mangkurat, yang dilaksanakan secara rutin.
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PIHAK PERTAMA menetapkan Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang akan
mengikuti program implementasi program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas
Mulawarman.

PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan
PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.

PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.

PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil
dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari
PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam
implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:

a. Pengembangan Kurukilum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
b. Pertukaran Pelajar/Mahasiswa

PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap
kegiatan yang diikuti.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana
Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal
Dua Puluh Empat Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-5-2021), dengan ketentuan akan dilakukan
evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK;

Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan rancangan
perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian
ini;

Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7
KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi
lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada
alamat masing-masing “PIHAK” sebagaimana tercantum dalam identitas “PARA PIHAK?” pada
lembar pertama Perjanjian ini.

Komunikasi PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang
Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email
wd1@fkip.unmul.ac.id

Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas
PARA PIHAK yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili
dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.
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Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat,
maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat
dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan
berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya
surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada
pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

Peristiwa yang digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana
alam seperti gempa bumi, angin taufan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi
pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter
yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang
dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa
Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal
untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah
peristiwa Force Majeure berakhir.

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam
memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar
kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.

Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh
Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,
maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa
Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9
EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu)
tahun sekali;

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai
hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELISIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan
Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk
mufakat.

Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;

Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman
hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin

Pasal 11
ADENDUM



Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan
perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN

(1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan PARA
PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

(2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
(3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;

(4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan
Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;

(5) Salah satu PIHAK dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila PIHAK
lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk
memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender.
Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran
Perjanjian ini dari PIHAK vyang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib
mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini
merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh PIHAK yang bersangkutan
sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13
PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak
menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum
diselesaikannya Hak dan Kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup
dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh PARA PIHAK
dan/atau yang mewakili dari masing-masing PIHAK oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Dekan FKIP Universitas

PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM. M.KES

Lambung Mangkurat
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T PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL
TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA

BELAJAR

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)
Nomor : (PTHAK KEDUA....) (NOMOR FIS UNM)

Pada hari ini, Selasa , Tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu(4-5-2021)

bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini :

Prof. Dr. H. Muh. Amir |: | Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan

Masruhim, M.Kes Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019

tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Mulawarman
periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan
dan llmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2019-2023
untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”, dan

Dekan Fakultas IImu Sosial Universitas Negeri Makassar, yang
diangkat berdasarkan Keputusan .... Nomor .............
Tahun....... Tanggal ............ Tentang .................. , dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas llmu Sosial
Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan dan berkantor di
Kota Makassar untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA.”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri
disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, kedua belah pihak
dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Menimbang :

1.

Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan

PARA PIHAK berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan
bagi PARA PIHAK dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP
Universitas Mulawarman.

Mengingat :

5.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar
program studi.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah
dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak
ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.




7. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman
8. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian
Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian’) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

(7) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3
semester di luar program studinya.

(8) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak),
mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi,
dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan
20 sks)

(9) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam
bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas
keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.

(10) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar
dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan
mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.

(11) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan
mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada
di lokasi kota maupun tepencil.

(12) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di
bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2

OBJEK
Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan
merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(9) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program
Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pertukaran Mahasiswa Prodi
Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil
tahun ajaran berjalan.

(10) PIHAK PERTAMA mendapatkan izin mengimplementasikan program Pengembangan Kurikulum
kampus merdeka dan merdeka belajar, serta Pertukaran Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar, yang dilaksanakan secara rutin.

(11)PIHAK PERTAMA menetapkan Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang akan
mengikuti program implementasi program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas
Mulawarman.

(12) PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan
PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.

(13) PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.

(14)PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil
dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari
PIHAK PERTAMA.



(15)PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam
implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:

c. Pengembangan Kurukilum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
d. Pertukaran Pelajar/Mahasiswa

(16) PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap
kegiatan yang diikuti.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(2) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana
Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(4) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal
Empat Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu (4-5-2021), dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan
dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;

(5) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan rancangan
perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian
ini;

(6) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7
KOMUNIKASI

(5) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi
lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada
alamat masing-masing “PIHAK” sebagaimana tercantum dalam identitas “PARA PIHAK?” pada
lembar pertama Perjanjian ini.

(6) Komunikasi PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang
Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email
wd1@fkip.unmul.ac.id

(7) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas
PARA PIHAK vyang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili
dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.

(8) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat,
maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat
dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan
berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya
surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada
pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

(6) Peristiwa yang digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana
alam seperti gempa bumi, angin taufan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi



pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter
yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(7) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang
dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa
Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal
untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah
peristiwa Force Majeure berakhir.

(8) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam
memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar
kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.

(9) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh
Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,
maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

(10) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa
Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9
EVALUASI

(3) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu)
tahun sekali;

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai
hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELISIAN PERSELISIHAN

(4) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan
Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk
mufakat.

(5) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;

(6) Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman
hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Makassar

Pasal 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan
perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.
Pasal 12
PENGAKHIRAN
(6) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan PARA
PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
(7) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
(8) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;

(9) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan
Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;



(10) Salah satu PIHAK dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila PIHAK
lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk
memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender.
Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran
Perjanjian ini dari PIHAK vyang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib
mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini
merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh PIHAK yang bersangkutan
sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13
PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak
menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum
diselesaikannya Hak dan Kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup
dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh PARA PIHAK
dan/atau yang mewakili dari masing-masing PIHAK oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK
KEDUA., PIHAK PERTAMA,
Dekan FIS Universitas Negeri Makassar PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM.
M.KES




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)
Nomor : (PIHAK KEDUA....) (NOMOR FKIP UNS)

Pada hari ini, Selasa , Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu(22-6-2021) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

I. | Prof. Dr. H. Muh. Amir|: | Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Masruhim, M.Kes Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019
tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan
Fakultas Keguruan dan Illmu Pendidikan  Universitas
Mulawarman periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut
“PIHAK PERTAMA”, dan

1. : | Dekan FKIP UNS, yang diangkat berdasarkan Keputusan ....
Nomor  ............. Tahun....... Tanggal  ............
Tentang ........ceeevnene. , dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama FKIP Univ. Lambung Mangkurat yang berkedudukan dan
berkantor di Kota Surakarta untuk selanjutnya disebut “PIHAK
KEDUA.”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri
disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK?”, kedua belah pihak
dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Menimbang :

1. Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan

2. PARA PIHAK berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan
bagi PARA PIHAK dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP
Universitas Mulawarman.

Mengingat :




9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar
program studi.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah
dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak
ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman

12. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian
Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

(13) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3
semester di luar program studinya.

(14) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak),
mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi,
dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan
20 sks)

(15) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam
bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas
keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.

(16) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar
dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan
mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.

(17) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan
mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada
di lokasi kota maupun tepencil.

(18) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di
bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2

OBJEK
Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan
merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(17)PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program
Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pertukaran Mahasiswa Prodi
Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil
tahun ajaran berjalan.

(18) PIHAK PERTAMA mendapatkan izin mengimplementasikan program Pengembangan Kurikulum
kampus merdeka dan merdeka belajar, serta Pertukaran Mahasiswa di FKIP Universitas Lambung
Mangkurat, yang dilaksanakan secara rutin.



(19)PIHAK PERTAMA menetapkan Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang akan
mengikuti program implementasi program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas
Mulawarman.

(20)PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan
PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.

(21) PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.

(22) PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil
dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari
PIHAK PERTAMA.

(23)PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam
implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:

e. Pengembangan Kurukilum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
f. Pertukaran Pelajar/Mahasiswa

(24) PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap
kegiatan yang diikuti.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(3) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana
Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(7) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal
Dua Puluh Dua Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-6-2021), dengan ketentuan akan dilakukan
evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK;

(8) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan rancangan
perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian
ini;

(9) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7
KOMUNIKASI

(9) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi
lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada
alamat masing-masing “PIHAK” sebagaimana tercantum dalam identitas “PARA PIHAK?” pada
lembar pertama Perjanjian ini.

(10) Komunikasi PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang
Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email
wd1@fkip.unmul.ac.id

(11) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas
PARA PIHAK yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili
dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.

(12) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat,
maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK selambat-



lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat
dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan
berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya
surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada
pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

(11) Peristiwa yang digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana
alam seperti gempa bumi, angin taufan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi
pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter
yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(12) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang
dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa
Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal
untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah
peristiwa Force Majeure berakhir.

(13) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam
memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar
kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.

(14) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh
Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,
maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

(15) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa
Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9
EVALUASI

(5) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu)
tahun sekali;

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai
hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELISIAN PERSELISIHAN

(7) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan
Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk
mufakat.

(8) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;

(9) Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman
hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta

Pasal 11
ADENDUM



Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan
perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN

(11) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan PARA
PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

(12) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
(13) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;

(14) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan
Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;

(15) Salah satu PIHAK dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila PIHAK
lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk
memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender.
Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran
Perjanjian ini dari PIHAK vyang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib
mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini
merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh PIHAK yang bersangkutan
sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13
PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak
menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum
diselesaikannya Hak dan Kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup
dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh PARA PIHAK
dan/atau yang mewakili dari masing-masing PIHAK oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Dekan FKIP Universitas PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM. M.KES
Lambung Mangkurat




Voo PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA
BELAJAR

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)
Nomor : (PIHAK KEDUA....) (NOMOR FKIP UNRI)

Pada hari ini, Rabu , Tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (9-6-
2021) bertempat di Riau, yang bertandatangan di bawabh ini:

I. | Prof. Dr. H. Muh. Amir|: | Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Masruhim, M.Kes Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019
tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan
Fakultas Keguruan dan Illmu Pendidikan  Universitas
Mulawarman periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas
Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut
“PIHAK PERTAMA”, dan

1. : | Dekan FKIP UNRI, yang diangkat berdasarkan Keputusan ....
Nomor  ............. Tahun....... Tanggal  ............
Tentang ........cceevnene. , dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama FKIP Univ. Riau yang berkedudukan dan berkantor di Riau
untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA.”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri
disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK?”, kedua belah pihak
dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Menimbang :

1. Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan




2. PARA PIHAK berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan
bagi PARA PIHAK dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP
Universitas Mulawarman.

Mengingat :

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar
program studi.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah
dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak
ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman

16. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian
Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian’’) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

(19) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3
semester di luar program studinya.

(20) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak),
mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi,
dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan
20 sks)

(21) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam
bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas
keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.

(22) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar
dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan
mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.

(23) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan
mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada
di lokasi kota maupun tepencil.

(24) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di
bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2

OBJEK
Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan
merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(25) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program
Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pertukaran Mahasiswa Prodi
Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil
tahun ajaran berjalan.

(26) PIHAK PERTAMA mendapatkan izin mengimplementasikan program Pengembangan Kurikulum
kampus merdeka dan merdeka belajar, serta Pertukaran Mahasiswa di FKIP Universitas Lambung
Mangkurat, yang dilaksanakan secara rutin.



(27)PIHAK PERTAMA menetapkan Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang akan
mengikuti program implementasi program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas
Mulawarman.

(28) PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan
PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.

(29) PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.

(30)PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil
dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari
PIHAK PERTAMA.

(31)PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam
implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:

g. Pengembangan Kurukilum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
h. Pertukaran Pelajar/Mahasiswa

(32) PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap
kegiatan yang diikuti.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(4) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana
Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(10) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal
Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (9-6-2021), dengan ketentuan akan
dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK;

(11) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan rancangan
perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian
ini;

(12)Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7
KOMUNIKASI

(13) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi
lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada
alamat masing-masing “PIHAK” sebagaimana tercantum dalam identitas “PARA PIHAK?” pada
lembar pertama Perjanjian ini.

(14) Komunikasi PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang
Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email
wd1@fkip.unmul.ac.id

(15) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas
PARA PIHAK yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili
dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.



(16) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat,
maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat
dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan
berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya
surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada
pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

(16) Peristiwa yang digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana
alam seperti gempa bumi, angin taufan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi
pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter
yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(17) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang
dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa
Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal
untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah
peristiwa Force Majeure berakhir.

(18) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam
memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar
kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.

(19) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh
Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,
maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

(20) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa
Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9
EVALUASI

(7) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu)
tahun sekali;

(8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai
hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELISIAN PERSELISIHAN

(10) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan
Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk
mufakat.

(11) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;

(12) Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman
hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Riau

Pasal 11
ADENDUM



Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan
perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN

(16) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan PARA
PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

(17) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
(18) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;

(19) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan
Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;

(20) Salah satu PIHAK dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila PIHAK
lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk
memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender.
Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran
Perjanjian ini dari PIHAK vyang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib
mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini
merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh PIHAK yang bersangkutan
sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13
PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak
menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum
diselesaikannya Hak dan Kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup
dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh PARA PIHAK
dan/atau yang mewakili dari masing-masing PIHAK oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Dekan FKIP Universitas Riau

PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM. M.KES
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN
BPCB KALIMANTAN TIMUR
TENTANG

IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA

BELAJAR

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)
Nomor : (PIHAK KEDUA....) (NOMOR BPCB KALTIM)

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-5-2021)
bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawabh ini:

Prof. Dr. H.
Masruhim, M.Kes

Muh.

Amir

Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019
tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan  Universitas
Mulawarman periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas
Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut
“PIHAK PERTAMA”, dan

Kepala BPCB Kaltim, yang diangkat berdasarkan Keputusan ....
Nomor  ............. Tahun....... Tanggal ............
Tentang ..........oenenee. , dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama BPCB Kaltim yang berkedudukan dan berkantor di
Samarinda untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA.”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri
disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK?”, kedua belah pihak
dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

1.

Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan

PARA PIHAK berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan
bagi PARA PIHAK dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP
Universitas Mulawarman.




Mengingat :

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar
program studi.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah
dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak
ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

19. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman

20. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian
Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

(25) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3
semester di luar program studinya.

(26) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak),
mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi,
dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan
20 sks)

(27) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam
bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas
keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.

(28) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar
dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan
mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.

(29) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan
mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada
di lokasi kota maupun tepencil.

(30) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di
bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2

OBJEK
Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan
merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(33) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program
Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dengan Menjadi Dosen Tamu
selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil tahun ajaran berjalan.

(34)PIHAK PERTAMA mendapatkan narasumber/tenaga ahli yang telah ditugaskan oleh BPCB
Kaltim.

(35)PIHAK PERTAMA menetapkan jadwal dosen tamu untuk mengikuti program implementasi
program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas Mulawarman.



(36) PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan
PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.

(37)PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.

(38) PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil
dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari
PIHAK PERTAMA.

(39)PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam
implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:

i. Pemberian materi kuliah dari tenaga ahli yang disiapkan oleh BPCB Kaltim
j.  Dosen dan mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dan atau studi lapangan yang
dilaksanakan BPCB Kaltim

(40) PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap
kegiatan yang diikuti.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(5) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana
Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(13) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal
Sebelas Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-5-2021), dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi
dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;

(14) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan rancangan
perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian
ini;

(15)Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7
KOMUNIKASI

(17) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi
lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada
alamat masing-masing “PIHAK” sebagaimana tercantum dalam identitas “PARA PIHAK” pada
lembar pertama Perjanjian ini.

(18) Komunikasi PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang
Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email
wd1@fkip.unmul.ac.id

(19) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas
PARA PIHAK yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili
dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.

(20) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat,
maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat
dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan



berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya
surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada
pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

(21) Peristiwa yang digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana
alam seperti gempa bumi, angin taufan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi
pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter
yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(22) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang
dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa
Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal
untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah
peristiwa Force Majeure berakhir.

(23) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam
memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar
kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.

(24) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh
Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,
maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

(25) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa
Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9
EVALUASI

(9) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu)
tahun sekali;

(10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai
hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELISIAN PERSELISIHAN

(13) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan
Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk
mufakat.

(14) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;

(15) Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman
hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan
perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.



Pasal 12
PENGAKHIRAN

(21) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan PARA
PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

(22) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
(23) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;

(24) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan
Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;

(25) Salah satu PIHAK dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila PIHAK
lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk
memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender.
Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran
Perjanjian ini dari PIHAK vyang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib
mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini
merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki olen PIHAK yang bersangkutan
sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13
PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak
menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum
diselesaikannya Hak dan Kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup
dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh PARA PIHAK
dan/atau yang mewakili dari masing-masing PIHAK oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Kepala BPCB Kaltim

PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM. M.KES




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
BALAR KALSEL
TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA
BELAJAR

Nomor : (PIHAK PERTAMA)(NOMOR FKIP UNMUL)
Nomor : (PIHAK KEDUA....) (NOMOR BALAR KALSEL)

Pada hari ini, Jumat , Tanggal Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (4-6-2021)
bertempat di Banjarmasin, yang bertandatangan di bawah ini:

I. | Prof. Dr. H. Muh. Amir|: | Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Masruhim, M.Kes Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019
tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas
Mulawarman periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas
Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut
“PIHAK PERTAMA”, dan

1. . | Kepala BALAR KALSEL, yang diangkat berdasarkan Keputusan ....
Nomor  ............. Tahun....... Tanggal  ............
Tentang ........ceeevnene. , dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama BALAR KALSEL yang berkedudukan dan berkantor di
Banjarmasin untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA.”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri
disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK?”, kedua belah pihak
dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Menimbang :

1. Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan




2. PARA PIHAK berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan
bagi PARA PIHAK dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP
Universitas Mulawarman.

Mengingat :

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar
program studi.

22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah
dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak
ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

23. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman

24. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian
Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian’’) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

(31) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3
semester di luar program studinya.

(32) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak),
mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi,
dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan
20 sks)

(33) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam
bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas
keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.

(34) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar
dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan
mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.

(35) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan
mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada
di lokasi kota maupun tepencil.

(36) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di
bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2

OBJEK
Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan
merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(41) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk Mengimplementasikan Program
Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah dengan Menjadi Dosen Tamu
selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil tahun ajaran berjalan.



(42) PIHAK PERTAMA mendapatkan narasumber/tenaga ahli yang telah ditugaskan oleh BALAR
KALSEL.

(43)PIHAK PERTAMA menetapkan jadwal dosen tamu untuk mengikuti program implementasi
program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas Mulawarman.

(44)PIHAK KEDUA menerima Tim Pengembangan Kurikulum dan mahasiswa yang telah ditetapkan
PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.

(45)PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.

(46) PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil
dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari
PIHAK PERTAMA.

(47)PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam
implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:

k. Pemberian materi kuliah dari tenaga ahli yang disiapkan oleh BALAR KALSEL
I.  Dosen dan mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dan atau studi lapangan yang
dilaksanakan BALAR KALSEL

(48) PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk pemateri, 3) SK Rektor untuk setiap
kegiatan yang diikuti.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(6) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana
Bisnis Anggaran (RBA) MBKM

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(16) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bula terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal
Empat Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu (4-5-2021), dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan
dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;

(17) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan rancangan
perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian
ini;

(18)Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7
KOMUNIKASI

(21) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi
lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada
alamat masing-masing “PITHAK” sebagaimana tercantum dalam identitas “PARA PIHAK” pada
lembar pertama Perjanjian ini.

(22) Komunikasi PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang
Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email
wd1l@fkip.unmul.ac.id

(23) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas
PARA PIHAK yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili
dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.

(24) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat,
maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK selambat-



lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat
dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan
berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya
surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada
pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

(26) Peristiwa yang digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana
alam seperti gempa bumi, angin taufan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi
pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter
yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(27)Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang
dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa
Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal
untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah
peristiwa Force Majeure berakhir.

(28) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam
memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar
kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.

(29) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh
Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,
maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

(30) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa
Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9
EVALUASI

(11) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu)
tahun sekali;

(12) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai
hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELISIAN PERSELISIHAN

(16) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan
Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk
mufakat.

(17) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;

(18)Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman
hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pasal 11
ADENDUM



Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan
perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN

(26) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 telah berakhir dan PARA
PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

(27) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
(28) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;

(29) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan
Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;

(30) Salah satu PIHAK dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila PIHAK
lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk
memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender.
Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran
Perjanjian ini dari PIHAK vyang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib
mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini
merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh PIHAK yang bersangkutan
sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13
PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakiri sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 tidak
menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum
diselesaikannya Hak dan Kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup
dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh PARA PIHAK
dan/atau yang mewakili dari masing-masing PIHAK oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Kepala BALAR KALSEL PROF. DR. H. MUH. AMIR MASRUHIM. M.KES
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Universitas Mulawanmsn
Pendidikan Sejarah

;32
Dosen Tetap
1T54/KP2018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UMMI HAFILDA HAKIM
0010119201

Universitas Mulawarman
Pendidikan Sejarah

S2 | |
. Dosen Tetap :
1754/KP12018



SERTIFIKAT

DOSEN PRODI
PENDIDIKAN SEJARAH



SERTIFIKAT
DR. JAMIL, S. Pd, M. AP
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SERTIFIKAT

Nomor 2'%/P3SI/SN-RT/2019

Sertifikat ini diberikan kepado
Dr. Jamil, S.Pd..M.AP.

Atos partisipasinyo sebogai PEMAKALAH dolom Seminar Nasional
Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejorah se-Indonesic (P3SI)
Padang, 23 April 2019

“PARADIGMA BARU PENDIDIKAN SEJARAH
DI PERGURUAN TINGGI PADA ERA MILENIAL"

Ketua P35] Wilayah Sumatera Barat

-




% Nomor : 14677/H.H5/KB/2019
> »

o
G

DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Memberikan penghargaan dan terimakasih

kepada

or. Jami, M8,

Sebagai
PEMAKALAH
SEMINAR SEJARAH NASIONAL DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SEJARAH 2019

Jakarta; 4-6 Desember 2019
DIREKTUR ..mzﬁmxz. KEBUDAYAAN




Sertifikat

05 | /NGOP/HMTSFTUNMUL/XXII/V/2019

Diberikan kepada

Dr. Jamil, S.Pd., M.Si

Sebagai

Pemateri

Pada kegiatan,
.ﬂ..» NGOP! (Ngobrol Perkara Isu Terkini) Bedah film Reformasi dengan tema "Menilik Kemb
| Peran Pergerakan Mahasiswa di Era Reformasi dan Saat ini"

Samarinda, 22 Mei 2019 %

F n\w 1 Ketua Umum HMTS Kepala Departemen
v " o A A e Waiian A.E:.hgwsrb.nq



[AL4® HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
N UNIVERSITAS MULAWARMAN

SERTIFIKAT

omw‘cz: 52019
Diberikan Kepada

Dr. M. Jamil, M.Ap
SEBAGAI

JURI LOMBA CERDAS OHES>H

@2

Dalam Agenda Gebyar Civic Education 8

22 o
Dekan Fakultas Keguruan Samarinda 22 April 2019 xmem, Panitia
dm: limu Pendidikan Gebyar Civic Education 8
ol
3 wW Ketua Progam Studi PPKn % .
! = - | e \ S\ —— 2
Prof Dr.H Muh AmirMasruhim M.Kes 7 A Dimas Selriyanto
z;u 19601027 168503 1 003 \ Ketua Umum NIM: 1805055004
J  Ketua Jurusan IPS “Dr.SuryaningeiMH— " Himpynan Mahasiswa PPKn

e o

Nr lawatir Parrngi M Si

NIP: 19711211 200604 2 001

=

Y

Etirthz Khnairani -




DIBERIKAN KEPADA

PDr. Jamil $.P3, M AP

= AL —— =

Sebagai Pemateri Seminar Pendidikan
dengan Tema
“Peningkatan Kompetensi Pedagogi Guru di Era
Revolusi Industri 4.0°
Yang dilaksanakan oleh
PLP - KKN 45 SMK Medika
FKIP Unmul
Samarinda Square, 08 Agustus 2019



N/

SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN 1PS
FEKIP UNMUL

SERTIFIKA

NO : 025/UN 17.5/SemNas/lIII/JUR-PIPS/2019
di berikan kepada

Dr. M. Jamil, M.AP

sebagai Panelis

Dalam Seminar Nasional Pendidikan limu Pengetahuan Sosial
Fakuitas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Mulawarman
dengan Tema "Penguatan Social Studies (IPS) Bagi Kalangan Pendidik”

dilaksanakan di Dekanat Lantal 3 FKIP Universitas Mulawarman
Samarinda, pada tanggal 7 Oktober 2019 (8 1P)

O¢kah FKIP Unmul, Penanggung Jawab, Ketua Panitia,
.

Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes Dr. Jawatir Pardosi, M.Si . M. Jamil, S.Pd., M.AP
NIP. 19607027 198503 1 003 NIP, 19640319 199103 1 002 NIP. 1973034 200121 002
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ir. Jamil BS, S.Pd., M.AP

Kotuas Polaksar.a

Prof. De. 1. Muh. Amir Masruhim, M. Kes Moh, Fitrah Viahyudi Muhammad tham N,




CERTIFICATE @ T Avearcy
OF APPRECIATION

NO.: 113/UN17.5/SE/2019

Proudly
presents to

JAMIL

As the speaker of
Model of Superior School Management in High School Samarinda City

in the 2nd ESIC (EDUCATIONAL SCIENCES INTERNATIONAL CONFERENCE) organized by
Faculty of Teachers Training & Education of Mulawarman University on 14-15 September 2019
in Samarinda, East Kalimantan - Indonesia

y
L -

g

»

Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes.
Dean Conference Chair

OBOUNMG ¥ uwi=a@ ¢ & ° B #4u




The Cultural Studies Doctoral Program (S3) Udayana University
in collaboration with Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali

No. 247 /UN14.2.2V.22/PB /2019

This certificate awarded to:

Jamdt

as a ﬁ resenler

in the International Seminar on

THE 5™ INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURAL STUDIES, UDAYANA UNIVERSITY

“TOWARDS THE DEVELOPMENT DF TRANS-DISCIPLINARY
RESEARCH COLLABORATION IN THE ERA OF GLOBAL DISRUPTION"

Thursday, August 2gth, 2019

&ogtoral Program of Cultural Studies ;‘:'culty of Arts, Udayana University
ad, n,

Prof. ﬁn“ ah Anom Kumbara, M.A
NIP. 195702343983031001

Doctoral Program of Cultural Studies - Facuity of Arts - Udayana University
JI. Pulau Nias No. 13 Denpasar Bali, Telp./Fax. (0361) 246 653
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Nowsor: 644 PAREN-LT/HIMAPCSD Tumd T 2014

Diberikan Kepada

PEMATERI
LT 2019
(Leadership Training)
“Membangun Generasi Berjiwa Tangguh, Menjadi Pendidik yang
Bertanggung Jawab, Kreatif, Inovatif, dan Produkrif"

HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



MENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

QBertifkat

No : 6373/UN17/DL/2019
Diberikan Kepada:
Dr. M. Jamil, M.Ap.

Sebagai PANITIA dalam kegiatan
“Workshop Penyelarasan Kurikulum Matakuliah Wajib Umum berbasis Pola limiah Pokok*

Diselenggarakan oleh Pusat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian -
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
Universitas Mulawarman,




mmwgﬂ

DiberikanKepada
Dr. Jamil, 5.Pd., Sum

Sebagai:

INSTRUKTUR PLP-KKN TERINTEGRASI 2019
“ MengahasilkanTenagaPendidikProfesioanal,

xna) UPT.PPL

DRA.HJ. TRI WAHYUNINGSIH, M.5I,

_//._.. 19630128 198703 2 002







E-SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Sebagai Peserta Serial Webinar yang bertema:
“ International Scholarship Forum: Australia "
yang di selenggarakan oleh
UPT. Layanan Internasional, Universitas Mulawarman, pada tanggal 19 Juni 2020

Kepala UPT. Layanan Internasional
< Unjyersitas Mulawarman

ﬁ.\\uqo SP.MSi, PhD
z_—u 19730402 199903 1 002
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Sertifikat

NO : £22 panpel/ HMPS 16/fkip-unmul 1V/2019
Diberikan Kepada :

Dr. JAMIL BS, S.Pd., M.AP

Sebagai
Penanggung Jawab

ze..w..usa Senunar Sejarah Lokal Refleksi Hari Kartini 2019 “Kiprah Teladan Perempuan Kaltim
Tempo Docloe™
Kamis, I8 Apnil 2019

(RSN VRN &\ )~

NIP. 19601027 1985 031 003 NIM. 1705165004

- DEK KETUA UMUM HMPS KETUA PANITIA
[ M : s N
[os P2 @IWW,
N

Prof, Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes Anastasia Nadila

i
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No R:S\:zzmx:, UNMUL/VIIL2019
Diberikan Kepada :

Dr. JAMIL BS, S.Pd., M. AP
sebagai :
Penanggung Jawab
Dalam Kegiatan History Leadership Training (HLT) 4 dengan tema :

“Mecnyiapkan Generasi yang Berkarakter dalam Mengisi Kepemimpinan Masa Depan™
Samarinda, 8 September 2019

EKAN FKIP KETUA PANITIA
HISTORY LEADERSHIP TRAINING 4

NIP. Wﬂdduoﬁ 1985 031 003 G NIM. 1705165030




PIAGAM PENGHARGAAN

Kepada :  py, M. Jamil, S.Pd,M.Ap

Tema :

“Melalui History Leadership Training Membentuk Insan Akademis Yang
Berwawasan, Berjiwa Kepemimpinan Dan Kreatif”

Samarinda 05 November 2016

Ketua Umum HMPS Ketua Panitia Pelaksana




~ sertifikat

Di Berikan Hepada :
Dr. M. Jamil, S.Pd, M.Ap ok~
TJerima Kasih Qtas Peran dan é Sebagai : fsy
Pemateri

DISKUSI PENDIDIKAN 2016

Dengan Jema :

* PENDIDIKAN HAK SELURUH ANAK BANGSA TANPA TERKECUALI. ITU, TERMASUK ANAK JALANAN *

HKamis, 25 Qguatus 2016
Sedung Dekanat FHIP Lantai 3

KEPALA DEPARTEMEN
DIKSTRAT




Sebagai Penanggung Jawab Pelatihan Desain Grafis
“fema
“Melalui Pelatihan Desain Grafis
kita tingkatkan Kredtifvitas Mahasiswa FKIP Unmul”

\ A Samarinda, 01 Maret 2017

’ \ Ob.,):«.:o::...‘m.S:Cu?a:_C<\Q~3,u:
W\" W) g
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- A \ Prof.Dr. 4, Muh. Amir M. M. Kes
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Sebagai Pengarah Workshop Snoo vo:.uo_n_a.n:
Jeéma:

“Meraih Kreativitas di Workshop Video
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah”

Samarinda, 27 April 2017

EKIR Universitas Mulawarman
\lv

Y eV
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f lert §

Diberikan Kepado
Dr. Jamil, §.Pd., M.Ap
farotparspes nyaketagal
PESERTA
WWORKSHO P
BEMBUATANIPRO RO SAIAPENGABD AN
IKEPADAYMA'S YA RAKIAT:

T AT SR R AT R TR S —T

Susiloy S.Pd. M.Pd
NIP. 19711205 200212 1 002
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Diberikan Kepada:

Dr. M. Jamil, $.Pd, W.{p

o -@®

Alas Peran dan Partisipasinya Sebagai

Moderator

Diskusi Publik Pendidikan’””
Pandu Mulawarman 2017

fipa Kabar Pendidikan di Perbatasan?




L&)

|

s

Diberikan Kepada

Dr. jamil, S.Pd., M.Ap.
afas partisipasinya sebagai

PESERTA

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2011

Samarinda, 05 Mei 2017

IP. 19711205 200212 1 002




ISLAMIC DEVELOPMENT, BANK PROJEC

T

JAMIL

atas partisipasinya sebagai PESERTA
dalam kegiatan:

Workshop Standar Kurikulum
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Hotel Bumi Senyiur,
Samarinda, 3 Mei 2018

Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyo Budi, M.Agr Dr. Se. M Staid Yusuf, M.Si

Ketua LPPPM Universitas Mulawarman Direktur mexS: PIU 1IDB Unmul




Sertifikat

Nomor ; 1281/E24/MI/2017
Diberikan Kepada :

Dr. Jamil, S.Pd. M.AP

Atas Partisipasinya Sebagai :

Narasumber

Dalam Rangka :

PAMERAN LAHIRNYA PANCASILA

/4 -m-n..ﬂn:nu. 19 Juni 2017

N5 0. ;onao Kusumajaya, M.Si
“NIP 195907031985031001



ISLAMIC DEVELOPMENT, BANK PROJEC

T

JAMIL

atas partisipasinya sebagai PESERTA
dalam kegiatan:

Workshop Standar Kurikulum
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Hotel Bumi Senyiur,
Samarinda, 3 Mei 2018

Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyo Budi, M.Agr Dr. Se. M Staid Yusuf, M.Si

Ketua LPPPM Universitas Mulawarman Direktur mexS: PIU 1IDB Unmul




sertifikat

! %ﬁ%ﬁ!&.

sertifikat ini diberikan kepada

Dr, M, Jamil, M. Ap

Alas partisipasinya sebagai Panitia dalam Pelatihan Penguatan Ideologi
Pancasila diselenggarakan oleh Pusat Matakuliah Pengembangan
Kepribadian-Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Universitas Mulawarman, Samarinda 5 Desember 2017

?g.§-ca_ Mohammad Ridwan, M.Si

Ketua LP3M Kepala Pusat MPK




Project Implementation Unit (PIU}
Mulawarman University
ISLAMIC DEVELOPMENT Es%_s.—,

atas partisipasinya sebagai Peserta
dalam kegiatan:

Workshop Penyusunan RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
pada Kurikulum Program Studi Berorientasi PIP Universitas M

Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan

Samarinda, 06 Desember 2017

..,) o (... E ..,n,\v. -
“Prof. Dr. Muh. Amir M., M. Kes
Dekan Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan

~ = N\

Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si
Direktur Eksekutif PIU IDB Unmul




w&@&\

Nowor: _94B/UN17.41/KLA2018.

JAMIL
yang telah berpartisipasi aktif pada:
Kegiatan Workshop Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018
yang diselenggarakan oleh -

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universilas Mutawarman
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, dan PENDIDIKAN TINGGI.

Tanggal 29 Agustus 2018 di Hotel Grand Victonia Samarinda
sebagal . Peserta

Samarinda, 29 Agustus 2018

-E-__ NIP. 19711205 300213 1 002 & e
MSTEXDNTI .
Sttt ¥

_




®UUM

=g Universiti Utara Malaysia

Number: 82 /17.53.15/TU/2018

Certificate of P urticgpation

\ This Certificate is awarded to

Dr. Jamil, M.AP
IN RECOGNITION OF HIS PARTICIPATION AT
INTERNATIONAL GENERAL LECTURE

LEADERSHIR AND CHANGE MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS”
&

SAMARINDA, FEBRUARY, 15, 2018

™ e,
AGUEST LECTURER "ol The Head of Education Mani
NORTHERN UNIVERTSEY OF M J Doctoral Program FKIRL

Prof. Y. Don, Ph.D.



Diberikan Kepada :

Dr. M. Jamil., M.Ap
Sebagai :
PEMATERI

xc_._>_._ UMUM POLITIK ::xcz

PLT Koordinator Penghubung
KY Wilayah Kaltim




OEE sy
SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA
025/PH/HMPS/FKIP-UM/I11/2018

Dr. Jamil, S.Pd., M.AP

Sebagai Penanggung Jawab

PELUNCURAN & DISKUS| BUKU

Dari Jaitan Layar sampai Tepian Pandan

SEJARAH TUJUH ABAD KERAJAAN KUTAI KERTANEGARA
(Penulis : Muhammad Sarip)

Aula Kampus Banggris FKIP Universitas Mulawarman
Samarinda, 3 Maret 2018

Dekan FKIP igrsitas Mulawarman

o

Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes
19601027 198503 1 003
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. 4030

“Hasil UKG (Uji xo..:uo.o:«. 055 moooa Umum Masih Rendah”

NIM, 1505055006 ga\s 1985031003 W




SERTIFIKAT

MUHAMMAD AZMI, M. Pd



(Pendidikan dan Pembelajaran
IImu Pengetahuan Sosial)

Nomor: 053/UN8.4.15/5P/2020

Awarted March, 2020 to

Muahammad Azmi, M.Pd

Diberikan Kepada |

Muhammad Azmi
Atas Partisipasinya Sebagai

PESERTA

‘ Dalam Kegiatan Webinar
Payment service for Journal publication

yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia
Wilayah Sumatera Utara selama 120 menit
Sabtu, 16 Mei 2020

¥
Ketuafengurus Daerah RJI Wilayah Sumatera Utara ’

Jis .f:?;/ .- I

¢

o
Dodi Siregar, SE;,-'M).Kom.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN @

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
@ LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

SERTIFIKAT

Nomor: 21855/UN38.10/DL.01.02/2020
Diberikan kepada :

Muhammad Azmi, M.Pd.
Sebagai:
PESERTA

Webinar "Penjaminan Muty Perkuliahan Daring Pada Masa Pandemi COVID-19"

yang diselenggarakan tanggal 14 Mei 2020
% % ‘Baad Sy

s
s NS

Sl.Rlll Il\Al

0. 220/UN3

Sertdikat in diberikan kepada

Muhammad Azmi. M.Pd.

atas parbsipasings sebagai PESERTA delsm webinis Jurusan Sejarsh Fakuftas Bmu Sosial
Universitas Negeri Padang pada har Kamis, 21 Mei 2020 dengan tema

Menumbuhkan Kembali Nilai-nilai Pendidikan Kebangsaan
di Tengah Ancaman COVID 19

Keotua Jc usan Sejarah_

L/__ = __)_,‘

-

L
‘

TMPd, M Hum & om& M Hum

mrwuoz\a 198403 2 001 NEP 19440315 199203 1 002

t3a Pelaksana

Fikos, SPd, MPd
NIDN 0018029201




o M T
.?PAAPA onﬂnisnt!mém PANDEMI COVID-19 G?G /fé" : jIBElAWAN
TANTANGAN, SOLUSI & PENGEMBANGANNYA OIS o~

No: 020/GEGSulbar/2020

-3 o

Diberikan kepada
Muhammad Azmi
Universitas Mulawarman

atas partisipasi dan peran aktifnya dalam pelaksanaan Sulbar Webinar 2020
kerjasama Relawan Jurnal Indonesia, Relawan TIK Indonesia dan
Google Educator Group (GEG) Sulawesi Barat
pada Sesi Suibar #2 Webinar = Ramadhan Spesiak: Upayas Peringkatan Kapasitas Pendidsk
tanggal 16 Meid 2020 secara Webinar pada fink http./bit lvsulbar lwebinar

Relawan Jurnal Indonesia
rl u
g 1 V!

ANDRI PUTRA KESMAWAN

A Mentimeter

Certificate of participation

18 hereby owarde ]H ) certif te by porticipating in Mentimeter weblinor

“Improve Remoto Toochlng with guests from The So\‘u School”



SERTIFIKAT

Diberikan kepada
Muhammad 7izmi, M.Pd.
Sebagai

’ Peserta

Pemodelan Data COVID-19. Teorl, Komputasi dan Aplikasi >
disefengqgarakan oleh Program Studi Statistika 4
FMIPA Universitos Mulawarman ;./
Samarinda, 2 Juni 2 :
Menagetahut Ketua
nDekian FMIPA an Matematika Ketua Panit
5 \(W\ E I
5 Mandang, M5 o, Suyitng, 5. Pd.. M.¢
xlﬂ. 189802 1 01 NIP 15641115 1889010 1 0 'm Nr‘

(RRELAWAN
JURNAL INDONESIA
Sertifikat

Nomor - 7/ Webinar-RJI-NTT/V/2020

Diberikan Kepada :
Muhammad Azmi, M.Pd,

sebagai
PESERTA
Dalam pelaksanaan Webinar
“0JS untuk Permula®
yang deselenggarakan oleh Pengurus Daerah Relawan jurnal Indonesia
wilayah Nusa Tenggara Timur selama 180 menit
Selasa, 19 Mei 2020

Ketua Pengurus Daerah RJi Nusa Tenggara Timur
®

J ;
L

Muh, Ardian Kurniawan, M.A.




Nomer: 12/1616/03/07/2020

mmmnn
JURNAL MDOWLSIA

SERTIFIKAT

diberikan kepada

Muhammad Azmi

Universitas Mulawarman

Mengikuti ©
Program Belajar 0OJS secara daring: Teknik Penelusuran Jurnal Internasiconal
Durasi seiama 90 menit
Tanggal 07 Maret 2020

Diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia
bt //relawaniurnal,id/

Pengurus Pusat
Relawan Jurnal Indonesia

\-_v"}s' i
Andri Putra Kesmawan
Ketua

Nomor: 178/Webinar-RJI-Sumsel/V/2020
JURNAL INDONESIA S H /H

Diberikan Kepada
Muhammad Azmi

Atas Partisipasinya Sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan Webinar
Tips dan Trik Mengelola Jurnal Terakreditasi & Pelatihan Mendeley

yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia
Wilayah Sumatera Selatan selama 120 menit
Sabtu, 16 Mei 2020

Ketua Pengurus Daerah R4T\Wilayah Sumatera Selatan

00
J[J‘Jlﬂ‘.l INDD

Padlrin, M.Pd.

‘l| |
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SULBAR WEBINA = A Y

APA APA ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID-19 G?G \e v !
L

TANTANGAN, SOLUSI & PENGEMBANGANNYA
o No: 020/GEGSulbar/2020

Diberikan kepada

Muhammad Azmi, M.Pd.

Universitas Mulawarman

aas partisipast dan peran aktifnya dalam pelaksanaan Sulbar Webinar 2020
kerjasama Relawan Jurnal Indonesia, Relawan TIK Indonesia dan
Google Educator Group (GEG) Sulawesi Barat
pada Sesi Sulbar #4 Webinar ~ Tantangan Civitas Akademika di Masa Pandemi COVID-19 Cerdas
Menulis, Riset dan Publikasi
tanggal 18 Mei 2020 secara Webinar pada link

Relawan Jurnal Indonesia G Sulawesi Barat
yi$ - Vil .77:_- -
YAQ A BELAWAN WELEF
ANDR! PUTRA KESMAWAN MIHRAM
— ’.q #

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT PUSAT PENGKAJIAN PANCASILA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

SERTIFIKAT

Nomor 27.5.1/UN32.21/TU/2020

dibenkan kepada

Muhammad Azmi

DLAS pALISpasIny R Sebaga peserta webinar dalam kegatan
Kajlan Rutin Pancasda ke-1 (2020)
dengan tema “Kemanusisan Anti Diskriminasi Dalam Menghadapi COVID-19"

oieh Prof. Dr, Harlyono, M.Pd (Wakil Ketua BPIP)

yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mel 2020
Hepala UPT PaP UM, Ketua Pelaksana,
u) s
!
’ Y
wt SUjud, 2.1, M Hum Mifda! Zusronm A, S Pd, M.5¢

NIP. 19660517189263100 NITP, 6e0303 739577
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oL @ i KahOO't' schools

—~

wsil=-.. Webinars

Muhammad Azmi

has successfully completed the
“Kahoot! in higher ed” webinar with Alf Inge Wang

April 8,2020 - 2pm-3pm CT

2R MENDELEY

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

ISAWARDED TO

FOR TAKING PART IN
A MENDELEY PRESENTATION

|

|

|

|

| MUHAMMAD AZMI
|

|

| HOSTED BY MENDELEY ADVISOR
|

|

ARBAIN

| ox JANUARY 18, 2020

We hereby recognize that the holder actively participated in a Mendeley
presentation session organized by the named Mendeley Advisor. This has
enabled the holder to better understand Mendeley and therefore improve

their research workflow.
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SULBAR WEBINAR

APA APA ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID-19
TANTANGAN, SOLUS| & PENGEMBANGANNYA

Diberikan kepada

oD Muhammad Azmi, M.Pd.
S w Universitas Mulawarman
atas partisipasi dan peran aktifnya dalam pelaksanaan Sulbar Webinar 2020
No: 022/GEGSulbar/2020 kerjasama Rel 1 Jurnal Ind ia, Rel. TIK Ind ta dan

Google Educator Group (GEG) Sulawesi Barat
pada Sesi Sulbar #5 Webinar = Beh;arOrilmelmemet
tanggal 19 Mel 2020 secara Webinar pada link 180/ bit iy sulbarbwel

Rehwan Jurnal Indonesia

P

AND PUTRAKESMAWAN

KahOOt' :‘:;wols
Webinars

Muhammad Azmi

has successfully completed the
“Kahoot! in higher ed” webinar with Alf Inge Wang

April 8,2020 - 2pm-3pm CT
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Sertifikat

Nomor: 64/UN.16.17.WBUA/PT/2020
Diberikan Kepada:

Muhammad Azmi, M.Pd.
Sebagai:
Peserta

Dalam Kegiatan Webinar Nasional Universitas Andalas

Tema:
Riset, Inovasi dan Aplikasi untuk Menanggulangi
Wabah dan Dampak Covid-19

Jum'at 15 Mei 2020 Pukul: 14.00 - 17.30 WIB

Zoom Meeting ID: 879 8965 2354
Universitas Andalas

Mengetahui:
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SERTIFIKAT

diberikan kepada

Muhammad Azmi

Universitas Mulawarman

Mengikuti :
Program Belajar OJS secara daring: Migrasi dan Setup 0JS 3
Durasi selama 90 menit
Tanggal 11 April 2020

Diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia
http//relawaniurnal,id/

Pengurus Pusat
Relawan Jumnal Indonesia

Q7 TV

\ LA ‘ <8

Andri Putra Kesmawan
Ketua

Nomor: 831/1616/04/1 /2000
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@ fPAAPA onﬂn‘t’t!n"i‘r’ém PANDEMI COVID-19 G?G /\L?; rj'BElAWMI
B TANTANGAN, SOLUSI & PENGEMBANGANNYA W= ~- JURNAL INDBKESIA
No: 020/GEGSulbar/2020

Diberikan kepada

Muhammad Azmi, M.Pd.

Universitas Mulawarman

atas partisipast dan peran aktifya dalam pelaksanaan Sulbar Webinar 2020
kerjasama Relawan Jurnal Indonesia, Relawan TIK Indonesia dan
Google Educator Group (GEG) Sulawesi Barat
pada Sesi Sultbar #1 Webinar ~ Belajar Online dengan Google Suite, implementasi Mengenal,
Kecanggihan Google Classroom
tanggal 15 Mei 2020 secara Webinar pada link bt /Bt vsulbar baebinar

9:020RN0000%s -7 Y



SERTIFIKAT
SAINAL. A, M. Pd



Vo,
- Program Studi S3 Manajemen Pendidikan UNJ dan {. QE hY
Ikatan Alumni S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta @ ; i

Nomor; 03 - 240 /IKAS3MPUNJ/CERT-WS/06/2020
Sebagai Peserta
WEBINAR SERIES MANAJEMEN PENDIDIKAN
Afinmasi Pendidikan Masyanakat Daenah 37 di Ena Kenonmalan Banu

Sabtu, 6 Juni 2020

Narasumber:
1. Dr. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. (Wakil Ketua Komnisi X DPR RI)
2. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si (Rektor Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur)

Direktur Pascasarjana Korprodi S3 Manajemen Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta Universitas Negeri Jakarta

Prof Dr. Nadiroh, M.Pd
NiP.1961050419870332002

Dr. Suryadi
P1 966073“992001_(!11

&
B )

SE Rlllll\\l

No., 220/UN35.6 2/7PP/

Sertdikat ini diberikan kepada

Sainal A.

atas partisipasings sebagai PESERTA dalam webinas Jurusan Sejarsh Fakufias Bmu Sosial
Universitas Negeri Padang pada har Kamis, 21 Mei 2020 dengan tema

Menumbuhkan Kembali Nilai-nilai Pendidikan Kebangsaan
di Tengah Ancaman COVID 19

Kotua Jurusan Sejsrah_ t3a Polaksana

TMPd, M Hum DeAMGsdi, M Hom
NIP 19610218 1984032001 NP 19640315 199203 1 002

Fikgs, SPd, MPd
NIDN 0018029201
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SERTIFIKAT

Kepola
Balai Pelestarion Cogor Budayo Kobkmantan Timur

i rgan ok Qora pekstonan
cogor bedoya di wilkayoh Kalimantan melaiul kanal
Youlube SPCE Kaltim

mmmm © O rrcreonin #StayHome




Diberikan Kepada .
Sainal A

Atas Partisipasinya Sebagal
Peserta

datam Diskusi Danng yang diselenggarakan

pleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalmantan Timur \ 5 g.__ -
“GOTONG ROYONG MENJAGA ASA PEKERJA BUDAYA SN e 11
DI MASA PANDEMI"
Senin, 18 Mel 2020 (D10.00 - 12.00 WITA O Aplikasi Zoom Mesting
#StayHome Kepets
gar Budaya Kalimantan Timur

E E fouti perkembangan informas: mengenal pelestarian
0y ™ cagar budaya di wiayah Kalimantan melsiui kanal
" Youtube BPCB Kaltm

Drowet ke (eaey

[_()mmwv—u B O srcomaw ]
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No:009/0029/AGSI~ / -

Diberikan Kej ’ R “

Sainall, 8. Pd, M. Pe M

y : . : b ' B
Prodi Pendidikan Sgjarah Univ. Maldwas M

: ZBAGAI PESERTA DALAM WEB SEMINAR (WEBINAR) " N ’
a di Dunia "Sangkulirang Mangkalinat” Menuju Warisan Dunia ~~~ *

bt 0 i 2020 yangdiakanakan ol A KakTim -

<. Melaui Aplikasi Zoom Cloud eetings M
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WEBINAR
KMP UNM

SERTIFIKAT

Nomor: 006/ HW/KMP-UNM/V1/2020
Diberikan Kepada

Sainal. A

Sebagai
Peserta Webinar Series KMP UNM dengan Tema
“Optimalisasi Fungsi dan Peran KMP UNM di Era Kekinian”

Pinrang, 02 Juni 2020

- Prggidens KMP UNM
Folnpih KNP, Peripde 20192020
NN / ‘ n
N, L8 ()
A Pt J S =
Dr. H. Bassi, M\PL Surianto Dr. H, M. Ridwan Tasa, MM,

Kepala Dinas Pengdidikan Prov. Sulsel Kepaka Dinas Sosial Kota Samarinda




PEMATERI JUDUL MATERI
(Dosen FSRD ITB, Peneliti dan Penemu Kreativitas Manusia
Gambar Cadas Sangkulirang)
2 Drs. Budi Setiawan Program Kerja dan Rencana Aksi Kawasan Karst
(Peneliti Utama Sangkulirang Mangkalihat Sangkulirang Mangkalihat
BPCB Kalimantan Timur)

3 Jonl. MLPd  Pengalaman Lawatan Situs Karst Sangkulirang
(Ketua AGSI Kalimantan Timur) Mangkalibat (Goa Tewet. Goa Pindie dan Goa
Karim)

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)

LIPI PUSAT DATA DAN DOKUMENTASI ILMIAH

z:_) Sertifikat

Diberikan kepada:
Muhammad Azmi

Atas partisipasi sebagai Peserta
Webinar dan Knowledge Sharing Pustakawan LPNK
Jakarta, 5 Mei 2020

Jakarta, § Med 2020
Pl Kepala,

Ldag T ot

Hesdro Subogyo, M Eag,
NIP. 3750123 1994021 oen




R MENDELEY

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

ISAWARDED TO

SAINAL A.

FOR TAKING PART IN
A MENDELEY PRESENTATION

HOSTED BY MENDELEY ADVISOR

ARBAIN

ox JANUARY 23, 2020

We hereby recognize that the holder actively participated in a Mendeley
presentation session organized by the named Mendeley Advisor. This has
enabled the holder to better understand Mendeley and therefore improve

their research workflow.

flos

Jan Reichelt
Co-founder & President

WWW MENDELRY COM
Mendeiey 134, yrd Floor, Alphaiiets Buling. 5458 Finsbary Sgeare. Loodon, ECaA 1R Laied Klngdoos
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SERTIFIKAT

diberikan kepada

SAINAL. A. M.Pd

Atas partisipasinya sebagal Narasumber WEBINAR NASIONAL MEMPERINGAT! HARI PAHLAWAN

Tema :
“ Menguatkan Keind iaan dalam krisis reputasi Pemerintah
dari Rakyat melalul semangat Hari Pahlawan *

Selasa, 10 November 2020

Kerja Sama Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Universitas Tadulako,
dan Universitas UIN ALAUDDIN Makassar

Narasumber :
*4* HALIADIL, SS5. M, Hum, Ph. D (Akademisi/Dosen UNTAD) ***
*+= SAINAL. A. M.Pd (Akademisi/Dosen UNMUL KALTIM) **+
*** AKSAN Al Bimawi, M.Pd (Akademisi/Dosen UIN ALAUDDIN MAKASSAR **+

KEPALA DESA JAYABAKTI KETUA UMUM IMPB)

NATIONAL WEBINAR CERTIFICATE

NURLAN DURING, S.1P RONALDI TIMPOLA




e\h MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA
_/.“‘A. CABANG KALIMANTAN TIMUR ¢

'
fj‘

:' Diberikan 4_

Atos Partisipasinya Sebagats ,
Vo Narasumber

N dakam Diskusi Danng yang diselenggan
oloh Masyarakat Selarawan Indonsia Cabang Kl

-. ; “KALIMANTAN TIMUR DALAM SEJARAH
i, : KEBANGKITAN NASIONAL"

[ Kamis, 21 Moi 2020 (510.00 - 12.00 WITA  © Aplikasi Zoom Meeting

A
Woderarer Ny
L w
[y ———rte
W Savermds ‘

tertlimin AR Effendy, M Hum

Memajukan Pengetahuan Sejarah dan
Aprosiasi 'ubmt techadap Sefarah Indonesis
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CERTIFICATE

No. 2020/NGAMPOOZ/0059/01/28/0050/0165

THE CISTWICATE /S APPREICIATION TD
Sainal. A

A PARTICIDATING

NGOTAK (NGAMPOOZ TALKS)
"MODEL PENDIDIKAN KEDAMAIAN BERBASIS NILAI PANCASILA"

WiTw,
Candra Cuga
{Dosen Universilas Negeri Gorontala)

Jakarta, Jume 6th 2020

B
[Y’T?f{-?_yf“_’;:

Muhammad Ainur Rony
Chlet Eaecutive Officer a2 Ngampost
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SERTIFIKAT

No. 002/KAPPS/X/2020
c‘llrboﬁkanv kepada:
Sainal A, S. Pd, M. Pd

atas partisipasinya sebagai:

Peserta

Diskusi Sejarah #1
“Pentingkah Guru Sejarah Memahami Historiografi?"

Diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Prodi Pendidikan
Sejarah (KAPPS) Universitas Negeri Yogyakarta
Kamis,. 15 Oktober 2020

live: (Qroom E8tedde

Mengetahui. Yogyakana 15 Oktober 2020
Wakil Dekan Bidang Ketua KAPPS UNY

Pd A A
520035121001 NIP, 197410152003127001

SERTIFIKAT

Sainal A, M. Pd,,

Sebagai Peserta

TELAH MENGIXUT! KECIATAN WEBINAR JURUSAN PENDIDIKAN 1P5 FKIP UNMUL
“PEMAUATAN MODUL PRAKTIKUM DI LINGKUNGAN JURUSAN IPS*
RASUY, 7 OKTOBER 2020
VIA ZOOM CLOUD MEETING

BERSINERG! #1010 wiadw



L & /)

l

—————— | am—

Serlefehal
: MM
SAINAL. A

PESERTA
--------------------------------------------- B T R T

’ me o 7
\
\y

Telah Berpartisipasi s»m“‘mm Webinar Nasional Satu Tahun
Situs Dunia UNESCO
WBTBOS dengan Tema “Pengelolaan
Koleksi Museum Sawahlunto™
Tanggal 26 Juni 2020.

3

HALOMOAN, S8H
NIP, 19660814 199403 1 007

(")J

o 0 JHe

¥ I ¥
RISTEN -ORN

LEMBAGA PEMELITIAM AN PENGABBIAN

" UNIVERSTTAS SAHID JAKARY

SERTTRTIAT

Nomor : 52/USJ-11/1.17/2020
Diberikan Kepada :
Sainal A
sebagai
Peserta
Dalam kegiatan Webinar Sektor Pariwisata

“The Era of NEW NORMAL” Pasca Pandemi Covid - 19
Diselenggarakan pada tanggal 131 Juni 2020 dengan host
' prsitas Sahid Jakarta

LPPM Ux
LPrM
Ir. (’-‘b)k:nﬂf 5

@ KEPADA MASYARBKAT
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Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan

Universitas Mulawarman

erlifikad

Na

Diberikan Kepada :

‘ Sebagal : k

Dalam Kegiatan Diskusi Online

“Menguatkan Sikap Naslonlisme Melalui Hari Pahlawan"

Samarinda, 11 November 2020

M, Kos

T
L SERTIFIKAT
B} ‘-1 o Redar

% Sainal A, M. Pd

Atos Portisposinge Sebogei

Peseria

clah Balai Polestarian Cogar Budayo Ko Tienar s

|

"KEMITRAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA”
3 Komi, 14 Mai 2020 10.00 - 1200 WITA @ Aplikasi Zoom Masting

Kepoia
Bolai Pelestarion Cogor Budaya Kobmaonton Timur

Do H. . Amir M,
NIP. 19601027 198503 1 003 NIM. 1608115012

Lavmeint o8 ea har Gnn Setedman
Trvtmmest wadere) b odoymen

Bas Py feia o Cage beddoye
formprns [\me

o

&uo.n-_qqnl | Dra Para Arda MmO Mk A, . Ehasddy, M Hem

Narasumber .

hti par gan \nfonoce Q9 polsiorian
coger bedoya di wilayoh Kalimantan melalul kanat
Youtube SPCE Kaltim

P e

O crcscimontontinee @) wrcosonim

#StayHome



UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

SERTIFIKAT

- NO.3356/UN36.3/KP/2020
> DIBERIKAN KEPADA
=

Sainal. A

= : SEBAGAI
e PESERTA

KULIAH UMUM DENGAN TEMA
“ DINAMIKA KURIKULUM SEJARAH DI INDONESIA *

Makassar, 19 Oktober 2020

| UV EEHT MG MAAKAR




SERTIFIKAT

MUHAMAD SOPYAN, M. Pd
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BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ‘ULUM LAMONGAN

SERTIFIKAT

Nomor : 40/U/BUI/AY/V/2020

Sertifikat ini diberikan kepada:

Muhamad Sopyan, S.Pd.,M.Pd.

Sebagai Peserta Webinar yang disdakan oleh Badan Penjamin Mutu Universitas Islam Darul ‘Uluim Lamongan
dengan tema: “Teknologl Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19" yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2020.

Dr._Nisaul Barokati Seliro Wangi, M.Pd
Ketua Badan Penjamin Mutu Unisda Lamangan

UNIVERSITY WITH GLOBAL VISION
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SERTIFIKAT
DiberikanKepada:
Muhamad Sopyan, S.Pd., M.Pd
| Sebagai:

INSTRUKTUR PLP-KKN TERINTEGRASI 2019
| “ MengahasilkanTenagaPendidikProfesioanal, BerkarakterdanBerwawasaaLingkungan”

KETUA. UPT.PPL DERAN PRI <.

DRA.HJ. TRI WAHYUNINGSIH, M.SL. PROF DR H, MIH AMIR M., M.KES =
NIP. 19630128 198703 2 002 NIP. 49401027 198503 1 003 '

SAMARINDA, 08 JuLr 2019 /

g:‘s.mquﬁnm sHoMs. (@B v (3] va

8 (4

SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN PS5
FXIP UNMUL

NO : 025/UN 17.5/SemNas/III/JUR-PIPS/2019
di berikan kepada

Muhamad Sopyan, M.Pd

sebagal Panitia

Dalam Seminar Nasional Pendidikan limu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan Universitas Mulawarman
dengan Tema “Penguatan Social Studies (IPS) Bagi Kalangan Pendidik™

dilaksanakan di Dekanat Lantai 3 FKIP Universitas Mulawarman
Samarinda, pada tanggal 7 Oktober 2019 (8 JP)}

P
e

S Ay %

S MFK)D Unemd, Penanggung Jawab, Kmuﬁ\i’.\nuh,
\

7 s \

" Prot. Dr, K. Muh. Amir Masrubim, MKes  Dr. Jawatir Pardosd, M.SI Dr. M. Jamil, S.0d., MAP
NIP. 19801027 198503 1 003 NIP, 19640319 199908 1 002 NIP. 197303834 200212100,

SERTIFIKAT

kan kepada

Muhamad Sopyan, §.Pd.,M.Pd.

CASALOKAKSE  FEMNET SAMANMOA BANK (NDONESA banbstumtan



IKATAN DOSEN REPUBLIK INDONESIA (IDR1)
DAERAH ISTIMEWA YOUYAKARTA

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Muhamad Sopyan, S.Pd.,M.Pd.

Atas partisipasinya sebagai Pescrta
Webinar dengan teena “Pemudthan Sektor UMKM dan Partivisate Pasca Pastidens Conid-19°,
yang disddenggarakan oleh thatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Dacrah istimewa Yogvakarta

Yogyakarta, 16 Mel 2000

Cotua Panitia,

»

Andie Travwan, & HAMH

 LEMBAGA PEMELITIAN BAN PENGABOIAN 507N
- KEPRDA MASYARAKAT = & | * ,,%..
Uﬂlﬁﬂm SAH“] IAKM" :@} A—— / o Fopsions :

o De A

Nomor : 52/USI-11/H.17/2020
Dibenikan Kepada :
Muhamad Sopyan, S.Pd.M.Pd.

sebagar
Peserta
4Dalam kegiatan Webinar Sektor Pariwisata

“The Era of NEW NORMAL” Pasca Pandemi Covid - 19
Diselenggarakan pada tanggnl 11 Juni 2020 dengan host

e Ir. Giyatal, M.



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Muhamad Sopyan, S.Pd.,M.Pd.

Sebagai Peserta

TELAH MENGIKUTI KEGIATAN WEBINAR JURUSAN PENDIDIKAN IS FKIP UNMUL
"PEMBUATAN MODUL PRAKTIKUM DI LINGKUNGAN JURUSAN 1P5”
RABU, 7 OKTOBER 2020
VIA ZOOM CLOUD MEETING

BT Sarvean Pendaiion B

rol ot T hon

BERSINERG! 30 MAD!

_
/
paetenianites (1 st

vy ‘mx—..—_r—




SERTIFIKAT
DiberikanKepada:
Muhamad Sopyan, S.Pd., M.Pd
Sebagai:

KETUA. UPT PPL

A/

DRALHJ. TRI WAHYUNINGSIH, M.SI,

INSTRUKTUR PLP-KKN TERINTEGRASI 2019
“ MengahasilkanTenagaPendidikProfesicanal, BerkarakterdanBerwawasanLingkungan™

\ NIP. 19630128 198703 2 002

'\“ MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA
vis CABANG KALIMANTAN TIMUR

SERTIFI

omws&-x‘rmmo .o

datam Disiust Docing yang diselenggarskan 3
cleh Masyarakat Sejarawan Indonsia Cabang Kalimantan T

' " KEBANGKITAN NASIONAL™

“KALIMANTAN TIMUR DALAM SEJARAH

5 Kamnis, 21 Mal 2020 (D10.00 - 1200 WITA D Aplikasi Zoom Mesting

Dunar Loy Natodayam inem -
N \

Momajubsn Pengetahuss Sejarah dan
Publik Sejarah
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CERTIFICATE =
OF APPRECIATION

NO.: 113UN17.5/5E/2019

¥ a _h_AA“"""q’

Proudly
presents to

MUHAMAD SOPYAN

As the speaker of

The Model of History Leaming Based on Multicultural People in Senior High School
of Samarinda City

In the 2nd ESIC (EDUCATIONAL SCIENCES INTERNATIONAL CONFERENCE) organized by
Faculty of Teachers Training & Education of Mulawarman University on 1415 September 2019
In Samarinda, East Kimantan - Indonesia

i

Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes.

Dean Conference Chair

o @ GUTM & % unisa . * LYJ : m AT s v
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SERTIFIKAT

Nomer :1% /PISISN-RT/2019

Sertikhot ini dberhon kepoda
Muhamad Sopyan, S.Pd.,M.Pd.

Atas portisiposinys sebagel PEMAKALAN delem Semings Nowenol
Perkumpulan Prodi Pendiddan Sojorah se-Indonesia (P354)
Podang, 23 April 2019

“PARADIGMA BARU PENDIDIKAN SEJARAH
DI PERGURUAN TINGGI! PADA ERA MILENIAL"

Kotwe P35I Ketwe PISI Sumetera Boror

’ ==
Dr. Abse! M. Hum Dr. » M. Ham Drs. Wohidel Besri, M. Pd
NIP 19691010 200511 1 002 NIP 19710406 199802 2001  NIR 19550522 198402 ) 001

LEMBAGA PEMELITIAN BAN PENGABDIAN s: . 5

PR KEPADA MASYARAKAT - & f;r
=/ UNIVERSITAS SAHID JAKART] AR * B st

s

Nemor : 52/USI)-1 lm'.|7/2’020

Diberikan Kepada :
Muhamad Sopyan, S.Pd.M.Pd.
' sebagat b

Peserta

Dalam kegiatan Webinar Sektot Pariwiuta

“’l'he Era of NEW NORMAL” Pasca Pandemi Covid - 19
Diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2020 dengan host




The Cultural Studies Doctoral Program (S3) Udayana University
in collaboration with Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali

No. 247 /UN 14.2.1.V.22/ PB [ 2029

Ve

This certificate awarded to:

MHutiamad Setyan

s a ﬁv(xn/( '

in the International Seminar on

THE 5™ INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURAL STUDIES, UDAYANA UNIVERSITY

“TOWARDS THE DEVELOPMENT DF TRANS-DISCIPLINARY
RESEARCH COLLABORATION IN THE ERA OF GLOBAL DISRUPTION"

Thursday, August 29th, 2019

Eo.gtoral Program of Cultural Studies g’a:.ulty of Arts, Udayana University
ead, Dgan,

\_\_thgﬁr i LUR Sutjiati Beratha, M.A
- 195909171984032002

Doctoral Program of Cultural Studies - Faculty of Arts - Udayana University
JI. Pulau Nias No, 13 Denpasar Bali, Telp./Fax. (0361) 246 653




Pogrorr Sous 51 Satetea
Aryusan Materatig
FAMAS, U yeenas Mubawormon

SERTIFIKAT

No: B0/UNTZ.7 015 01/99/2020

Diberikan kepada

Muhamad Sopyan, §.Pd. M.Pd.

Sebagai
7 Peserta

dalam webinar dengan tena;
‘Pemodelan Data COVID-19: Teorl, Komputasi dan Aplikasi’

disetenggarakan oleh Program Studi Statistika

FMIPA Universitas Muldlwarman
Samarinda, 2 Juni 2020

Menaetahui, Ketua
NDekian FMIPA Jurusan Matematika Ketun Panitia
R
- \(\‘9",\
e Jp—
D1, Suyitng, 5.7d.. M .5¢ De. Sifriyans S Pd., M Si
NIP 18821123 2008%2 2 005

 1dris Mandang, M. S
19711008-129802 1 001 NIP 19641115 198010 1 00



SERTIFIKAT
SITI MARFUAH, M. Pd



R MENDELEY

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

IS AWARDED TO

Siti Marfuah

FOR TAKING PART IN
A MENDELEY PRESENTATION

HOSTED BY MENDELEY ADVISOR

Misbah & Muhammad Azmi @

ON August 29, 2020

We hereby recognize that the holder actively participated in a Mendeley
presentation session organized by the named Mendeley Advisor. This has
enabled the holder to better understand Mendeley and therefore improve

their research workflow.

gl

Jan Reichelt
Co-founder & President

MOV MENDELEY.COM

Mendedey Lid., 30d Floor, AlphaBets Bodlding, 14-18 Finshary Square, London, KOC2A 1BR United Kingdom



Certificate 1D:
SZNMNY-CED000210

SERTIFIKAT

No. 281/UN17.5/PP/2020

DIBERIKAN KEPADA:

Siti Marfuah

sebagai PESERTA dalam Pelatihan Penulisan Karya limiah yang diselenggarakan FKIP

Universitas Mulawarman pada 24 Oktober 2020 via Zoom

E. nﬂ.m Prof. Dr. H Muh. Amir Masruhim, M.Kes.

Dekan FRIP Universitas Mulawarman

Made for free with Certify'em




SERTIFIKAT

UMMI HAFILDA HAKIM, M. Pd



SERTIFIKAT =

Nomor DI.03/316/SETJEN DPR RI/10/2020 N

diberikan kepada MUSEUM DPR RI

Ummi Hafilda Hakim

atas partisipasinya sebagai PESERTA
dalam kegiatan
BEDAH BUKU DARING SESI Il
SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
JILID 11 DAN IlI: “UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
1950-1960" & “WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966"

yang diselenggarakan pada Kamis, 15 Oktober 2020
oleh Bidang Arsip dan Museum, Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR Rl



©

Pusat Peneditian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayasan

SERTIFIKAT

9971/H2/KP/2020

diberikan kepada
Ummi Hafilda Hakim

sebagai Peserta
Diskusi Kebijakan Tematik

Penguatan Pembelajaran

JALUR REMPAH

untuk Mendukung Pengusulan Warisan Dunia ke UNESCO

Jakarta, 2 Oktober 2020
...I/ 1:.:: Penelitian Kebijakan
erbukuan, Kemendikbud
/

g AN

_ Zamjani Ph.D.




atas partisipasinya sebagai PESERTA
dalam kegiatan:

Workshop Standar Kurikulum
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Hotel Bumi Senyiur,
Samarinda, 3 Mei 2018

‘ bstaid Yusuf, M.Si
Ketua LPPPM Universitas Mulawarman Direktur mww«.xciv.c 108 Unmul

Prof. Dr. Ir. Aqus Sulistyo Budi, M.Agr Dr'S
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This certificate is awarded to

§ 272 ¢ %“ \w.%»

in recognition of your invaluable contribution as session facilitator
at the Live Truly Asia Information Seminar

LOCAL COMMITTEE PRESIDENT

AIESEC in Io nz z::... mm‘m,\A

DC>OI MINH TRI
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SK JABATAN DOSEN
PRODI PENDIDIKAN SEJARAH
FKIP UNIVERSITAS
MULAWARMAN



Menimbang

Mengingat

Memperhatikan : a.

Lampiran SK Jabatan Dr. Jamil, S. Pd, M. AP.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Nomor : 1167/J17/KP/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

. bahwa dalam pengisian formasi yang lowong dilingkungan Departemen Pendidikan

Nasional tahun anggaran 2002 dipandang periu mengangkat yang namanya tersebut
dalam dicatum pertama pertama Keputusan ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam
masa percobaan ;

o0

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ;
2.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ; Nomor 97 tahun 2000 ; Nomor 98 tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001 ;

2000 ;

Keputusan Presiden Rl Nomor 102 tahun 2001 ; Nomor 228/M/tahun 2001 ;
Keputusan Kepala BKN Nomor 10 tahun 2001 ;

Keputusan Mendikbud Nomor 201/P/1999 tanggal 18 Agustus 1999 ;

Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 65/Kep/M.PAN/10/2001, tanggal 30 Oktober
2001 ;

Surat Kepala BKN Nomor : 0117/P.NIP-13/11/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 :

Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor : 55424/A2/KP/2003 tanggal 10 Maret 2003 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA . Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil :
Nama : Jamil, S.Pd.
NIP : 132 300 824
Tempat, Tanggal Lahir . Buttue, 14 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Sarjana Tahun 1999
Golongan Ruang : i/a
Masa Kerja Golongan : 00 Tahun 00 Bulan
Gaiji Pokok . 80% x Rp. 760.800 = Rp. 608.640
Tugas dan Unit Kerja : Tenaga Pengajar Fkip Unmul
KEDUA . Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya ;
Ditetapkan di : SAMARINDA
Tembusan ~,NPada Tanggal : 28 Desember 2002

DA WN

Kepala BKN di Jakarta ;

Kepala KPKN di Samarinda ;

Kepala Kanreg BKN Wilayah VIII di Banjarmasin ;
Direktur Jenderal Dikti Depdiknas di Jakarta ;
Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta ;
Dekan Fkip Unmul di Samarinda ;

N entri Pendidikan Nasional
o Universitas Mulawarman




Lampiran SK Pengangkatan Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah

I&EMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 - 732870

Laman : http://www.unmul.ac.id, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2436 /SK/2019
TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS PROGRAM STUDI
DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2019 -~ 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Keputusan Deckan Fakultas Keguruan
dan Ilmu  Pendidikan Universitas Mulawarman
Nomor 262/UN17.5/KP/2019 telah ditetapkan
Pemberhentian Ketua, Sekretaris Program Studi dan
Pengangkatan Koordinator Program Studi di Lingkungan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mulawarman Periode 2019-2023;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mulawarman Nomor 1434/UN17.5/DL/2019 tanggal 04
November 2019, perihal Usulan Penerbitan Keputusan
Rektor;

c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur
dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 200S tentang Guru dan
Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen;

S. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi; *

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas
Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 51/KMK.05/2009
tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada
Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-
2022;

11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran,
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor
1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mulawarman Periode Tahun 2019 - 2023;

13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS PROGRAM STUDI DAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN
TAHUN 2019 - 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ketua, Sekretaris Program
Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom
2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) sebagaimana terdapat pada
lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan
disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya
selama bertugas.

KEDUA : Mengangkat Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas
Keguruan dan [lmu Pendidikan Universitas Mulawarman Masa
Jabatan Tahun 2019-2023, yang namanya tercantum pada
kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana
terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KETIGA : Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Masa Jabatan
Tahun 2019-2023 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman
melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Illmu Pendidikan
Universitas Mulawarman.

KEEMPAT  : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan
ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun
Anggaran 2019, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Mulawarman.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai
dengan 30 Oktober 2023.

KEENAM : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor
Universitas Mulawarman yang bertentangan dinyatakan tidak
berlaku.

KETUJUH : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

96212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2436 /SK/2019

TANGGAL 14 NOVEMBER 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS PROGRAM STUDI
DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN
TAHUN 2019 - 2023

DIBERHENTIKAN DIANGKAT DALAM

NO NAMA/NIP/PANGKAT/GOL DALAM JABATAN JABATAN
1 2 4 4
1 | Dr. Sugeng, M.Pd Ketua Program Studi -
19581005 198503 1 003 Pendidikan
Pembina TK. I/IV/b Matematika
2 | Dr. Usfandi Haryaka, M.Pd Sekretaris Program -
TOIENNENA 1INV 157 1 NS g as En .ae. -sa.




15. | Dr. Desy Rusmawaty, S.Pd., M.A Sekretaris Program -
19791219 200501 2 002 Studi Pendidikan
Penata Muda/Ill/a Bahasa Inggris
16. | Dr. H. Budi Rahardjo, M.S Ketua Program Studi | Koordinator Program
19580923 198601 1 002 Pendidikan Anak Usia Studi Pendidikan
Pembina/IV/a Dini Anak Usia Dini
17. | Dr. Malpaleni Satriana, S.Pd., M.Pd Sekretaris Program -
19810912 201504 2 001 Studi Pendidikan
Penata Muda Tingkat I/11[/d Anak Usia Dini
18. | Dr. Suryaningsi, S.Pd. M.H Ketua Program Studi -
19711211 200604 2 001 PKN
Penata/Ill/c
19. | Dra. Marwiah, M.Pd Sekretaris Program | Koordinator Program
19620104 198703 2 001 Studi PKN Studi PKN
Pembina TK. I/IV/b
20. | Noor Ellyawati, S.Pd. M.M Ketua Program Studi | Koordinator Program
19740129 200212 2 001 Pendidkan Ekonomi Studi Pendidkan
Penata/Ill/c Ekonomi
21. | Dr. Sestuningsih Margi Rahayu, M.Pd Ketua Program Studi -
19591008 198503 2 001 Bimbingan Konseling
Pembina TK. 1/IV/b
22. | Rury Muslifar, S.Pd., M.Pd Sekretaris Program | Koordinator Program
19821114 200604 2 003 Studi Bimbingan Studi Bimbingan
Penata/lll/c Konseling Konseling
23, | Dr. Mohammad llyas, M.Pd Ketua Program Studi | Koordinator Program
19581010 198501 1 001 PGSD Studi PGSD
Penata Tingkat I/1I1/d
24. | Iksam, S.Pd., M.Pd Sekretaris Program -
19610820 198703 1 003 Studi PGSD
Penata/lll/c
25. | Nurjamal, S.Pd., M.Pd Ketua Program Studi -
19760507 200501 1 003 Pendidikan Jasmani
Penata Muda Tingkat 1/11I/b Kesehatan dan
Rekreasi
26, | Muhammad Ramii Buhari, S.Pd., M.Pd Sekretaris Program -
19760324 200501 1 002 Studi Pendidikan
Penata/Ill/c Jasmani Kesehatan
dan Rekreasi
27. | Dr. Jupri, M.Pd - Koordinator Program
19660404 199412 1 002 Studi Pendidikan
Penata Tingkat [/I1I/d Jasmani Kesehatan
dan Rekreasi
28. | Drs. Riyadi, M.Si. Ketua Program Studi | Koordinator Program
19561205 198403 1 001 Pendidikan Luar Studi Pendidikan
Pembina/IV/a Sekolah Luar Sekolah
29. | Drs. Albert Richart Singal, M.Si Sekretaris Program -
19570302 198601 1 001 Studi Pendidikan Luar
Penata Tingkat 1/111/d Sekolah
30. | Dr. Iya’ Setyasih, S.Pd., M.Pd Ketua Program Studi | Koordinator Program
19800229 200604 2 003 Pendidikan Geografi Studi Pendidikan
Penata Muda Tingkat 1/11I/b Geografi
31. | Drs. M. Khairul Ali Hanif, M.Pd Sekretaris Program -
19551003 198601 1 001 Studi Pendidikan
Penata Tingkat [/111/d Geografi
32. | Dr. Jamil, S.Pd., M.Si Ketua Program Studi | Koordinator Program
19730314 200212 1 002 Pendidikan Sejarah Studi Pendidikan
Pembina/lV/a Sejarah
33. | Muhammad Sopyan, S.Pd., M.Pd &

19860322 201903 1 004
Penata Muda Tingkat [/I1I/b

Sekretaris Program
Studi Pendidikan
Sejarah




Lampiran SK Jabatan Muhammad Azmi, M. Pd

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 514/UN17/KP/2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini selama
masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 memenuhi syarat dan dipandang
cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani
untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim
Penguiji Kesehatan Nomor 440.41393-TPK.RSUD.A.W.S.2020 tanggal 18 Desember
2020;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan Golongan Il dengan STTPL Nomor 00035092/LATSAR CPNS
111/4012/017/LAN-LAN/2020 tanggal 07 Desember 2020;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 jo Nomor 15 Tahun 2019;

. Peraturan Pemerintah Nomar 88 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002;

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;

. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;

. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo
Nomor 26 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018:

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.

Mengingat

NOO A WN =

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Kesatu . Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Muhammad Azmi, S.Pd., M.Pd.

NIP : 199010082019031015

Tempat, dan tanggal lahir : Banjarmasin, 8 Oktober 1990

Pangkat / golongan ruang . Penata Muda Tingkat I/ Ili/b

Masa kerja golongan : 1 Tahun 10 Bulan

Gaji pokok . Rp. 2.688.500,-

Jabatan/Unit Kerja . Dosen/Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan
Universitas Mulawarman

Kedua . Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Ketiga . Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

ASLI: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Desember 2020

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta; & @\\

. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jaka Vg >

. Kepala KPPN di Samarinda; %‘; 7

. Kepala PT. Taspen di Samarinda; >

. Dekan Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan
Universitas Mulawarman di Samarinda.

JRRektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan.fo

abwN

. Abdunnur, M"Si
2/19670308199203100




Lampiran SK Jabatan Sainal A, M. Pd.

iy . =}

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat Rektorar Kamipus Gurung Ksua Ji Kuam Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax, (0581) 747475 - 732870 Sarannda 75114
Emall rextorat@uninul ac (6 Websis  Attp:vaey unmul 2. id

Mdriim ing

Mengingat

KEPUTESAN
REKTOR UNIVERSITAS MUT AW ARMAN
NOMOR ; \F4 KP2018

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TET AP NON PNS
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIK AN
UNIVERSITAN MULAWARMAYN

REKTOR UNIVERSITAS ATULAWARMAN

i surt seputusan Dekan Fakulae Keguruan dsn By Pendidikon Liniversitas

Mulisaeman  Nomay 9390N 125K P20 8 tsngeal 23 Agustus 2018 wentang
PENBabENatiT Dosen Non BNS Fakullas Keanrian dan lama Pendidkan Universitas
Mulisarmian,

B, bzhiwa dalam rungas Selarcaran proses sehear smengaiar pada Fekulios Keguraas dun
Tt Peadidikan Universiis Mulinwarsan, saka & panding perlu untuh miengangkat
Dower: Tetap Non PNS .

L

balwa  mereka yang pemunya tereaswn dalem fampiran Swrat Kepuiesan in
dipancang memenuhl svarst unk dingker sebugal Dosen Tetap Nun PNS paua
Fakulies Keguruan dan Hime Peroidizan Universize Mulssanman:

A b sehununaes densas haat ok Gan e diatis perlu ditciaplan sunt keputusan
Rekvor Loy ersitas Mulascoman:

L. Undang-Undare Namor 20 Uahun 2003 tentang Sistem Pendidixan Nisiona! |

2. Undang=LUndune Nomar 14 Tahie 2003 wrtang Gury das Doser -

3. Undung-Tindang Nomar 12 Taliun 2002 entane Peadidikan Tingei

4. Uscang-lndang Nomar 3 Tubur 2014 tertung Apsirazur Sipil Negara

£ Peditusin Pemerintah Nomaor 37 Talun 2006 teniang Dosen ;

6. Peraturae Pemerintah Nomor 4 Faiun 2014 teatang Pespgeloliisn dan Penyelengearaan
Pandidikan Tingei:

7. Penituran Presiden Nomer (4 lahen 2014 tentang - Kedudukan, Tugas, Fuigsi
Rementerian  Negara serta Susunan Organisusi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Remerterian Negars ;

8 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahup 2313 tentung Kementerian Riser, Feknolog, dan
Pendidikan Tinggi:

2. Kenutgsan Presiden Nomer 65 Tahun 1963 tentang Pendiriun Universitas Mulawarman:

10 Parutiran Menteri Riset. Teknologi. dan Penduikan Finggy Nomor 9 Tahun 2013
tenfang Orpanisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:

|1 Peraturan Mendikbud Nozzor 84 Tahun 2013 tentang Penganghaisn Dosen Tetap Non
Pegawai Negeri Sipil Puda Pergyruan Tingg! Negeri dan Dosen Tetp Pada Perguruan

HIRRE SWUSLE,






12, Pecaturan Mennsickdiktt. Nomor 98 Tahun 20106 Tentang Pemberian Kuasa dan
Dylegasi Wewenang Pelaksanuem Kegitar Administrasi Kepesawainn Kepady Pejabet
Tertentu d Lingkungan Kemenristerdiku:

13 Keputussn Mendiknas Nomor 04102004 wnang Statuta Universitis Muliswarman;

ol l\cpul ssan Miemeri Keuangan RE Nomor $18MKUS 2009 tentomg Standar Biava
Flmam

15. Keputusan Mendikbud Semor 205/MPK A KP2014 tenting Henganghutan Rekior
Liversits Mulawarmar Periode Tahun 2014-2018:

16 Keputisan Rektar Universitas Mulawarman Nomor 95/8K:2018 tentang Standar Gaji
dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN ;
Menslapkan  (KEPUTUSAN  REKTOR  UNIVERSITAS  MULAWARMAN  TENTANG

PENGANGRATAN DOSEN TELAP NON PNS PADA FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN ;

Pertama ¢ Mengangsat Soudars vang nsed resnium dalam Kolom 2 dengan Jentjong pendidican
sehagaimana tereantum pada Koom 2 dengar beasaran honorarium sshagaimana tercantam
dalai Kol 5 sebagal Dosen leisp Non PNS pikla Fakaias K..gq.ruun daz llma
Pandidikan Loiversiss Nidawazias .

Kedua © Biayu yang timbu akibal dikeluarkennya Saras Neputisan i dibeaankan padi Angearan
DIPA BT Fakulis Keguruan das iy Perdidihan Uriversias. Mulawamman Tahun
Angzgavir 2018,

Kdtiga i oagpuiusan ini berkiku werhitung muloi tangea! | Seprember 200 5.d. 31 Desember 2018 -

Keempm + Kepatusan lni berluku sejak tanggal clitapsan dengan Ketentiar apabila dikemudian hari

o terdapst kekeliruan dalam Keputusin iniaka diviuh dor diserbik: sebagaimans mestinya:
Asti Kepimsan - dberikan kepada yvang bersanghuzan ustek dikersbui dan dilaksanakan

sebags mnng mesting
Siteapkan & Samarinda
Pada Tasggal 19 Septamber 2018
\
Masjaya, M.Si,
2311991031024

fembusan :

. Mearistekdikti di Jakaria; )

2 Sekjen Kemenristekdikti di Jukarm:

3 Kepata KPPN di Samarinda,

4 Dekan FKIP Unoversitas Muiawarman;

5

Bendaharg DIPA BLU FKIP Universitas Mulowarman.






Lampiran SK Jabatan Dosen. Muhamad Sopyan, M. Pd

Menimbang : a.

Mengingat

NN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 516/UN17/KP/2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini selama
masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 memenuhi syarat dan dipandang
cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani

untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim
Penguji Kesehatan Nomor 440.41381-TPK RSUD.A W.S.2020 tanggal 18 Desember
2020;

. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan Golongan Il dengan STTPL Nomor 00035095/LATSAR CPNS
11/4012/017/LAN-LAN/2020 tanggal 07 Desember 2020;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 jo Nomor 15 Tahun 2019;
. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002;
. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009,

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018;

. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo
8.
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT KP/2018;

Nomor 26 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018:

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama ¢ Muhamad Sopyan, S.Pd., M.Pd.

NIP  198603222019031004

Tempat, dan tanggal lahir . Lombok Timur, 22 Maret 1986

Pangkat / golongan ruang : Penata Muda Tingkat I/ lli/b

Masa kerja golongan ¢ 1 Tahun 10 Bulan

Gaji pokok . Rp. 2688500,

Jabatan/Unit Kerja . Dosen/Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan

Universitas Mulawarman

Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah

sesual dengan peraturan perundang-undangan;

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

ASLI: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

Tembusan :

b WN

. Kepala BKN di Jakarta;

. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jalfria;

. Kepala KPPN di Samarinda;

. Kepala PT. Taspen di Samarinda;

. Dekan Fakultas Keguruan dan limu Penglidi
Universitas Mulawarman di Samarinda.

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Desember 2020

&0 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
shi-Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuanganf?




Lampiran SK. Jabatan Dosen Siti Marfuah, M. Pd.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat Rektorar Karipus Gunung Ksua Ji Kuar Ketak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fay. (0541) 747475 - 732870 Samannda 75114
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KEPUTUSAN
RERTOR UNIVERSIIAS MU AW ARMAN
NOMOR : V354 KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TE'T AP NON PNS
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIK AN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MTULAWARMAN

Surad - seputusan Dekan Fakulas Keguruan dsn Emy Pendidikar Liniversitas
Mukesaemns  Nowgay 9390N 125K P20 )8 lsngwal 23 Agustus 2018 wentang
Pengalgsat Dosen Non BNS Fakultes Keanraan dan Lima Pendidikan Universitas
Mulsarmian,

Sdnim bving

*

B, bzhwa dalam rangas Seldrcaran proses sehear mengaiar pada Fekubos Kegurans dun

Tt Peadidikan Univessiis Muliwarssan, =aka d panding perlu untuh engangkat
Dower: Tetap Non PNS .

¢. buhwa Tereka yang namasya tercaawan dilum fampiian Swar Kepuicsan i
dipancang memenubl svarat uniik diangker sebugal Dosen Tetap Non PNS paua
Fakultss Keguruan dan Hime Penoidican Universize Mulosanman:

Ao bahan sehunusaws densas hanal e Gan o dlatis perlu ditctaploan suru keputusan
Rektor Ly esitas Mujascoman:

Vengingat L Undang-Undarse Namor 20 Uahun 2003 tentang Sistem Pendidixan Nasiopa! |

2. Undang=LUndang Nomer 14 Tahae 2003 wertang Citiry dan Dosen ;

3. Undung-Tindang Nomor 12 Tabn 2002 tenhing Pendidikan Tingei

4. Usvang-Undang Nomar S Tabur 2014 tertang Apuratar Stpil Negaray

£ Peritusin Pemerintan Nomaor 37 Talun 2006 tensang PDosen ©

6. Peretarae Pemerintah Nomor 4 Faiun 2014 eatang Pespgelolusn dan Peqyelenggaraan
Pandidikan Tingei:

7. Peniluran Prisiden Nomer (4 Lahen 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fuyigsi
Rementeriun  Negara serta Susunan Organisus, Fugas, can Fungsi Eselon |
Nemerterian Negars ;

8 Peraturan Presiden Nomor 13 Lahup 2315 tentng Kemenierian Riser, Feknolog, dan
Pendidian Tinggi:

2. Kepuresan Presiden Nomor 635 Tahun 1963 tentang Pendiriun Universitas Mulawarman:

10. Pevatiran Menteri Riset. Teknologi. dan Fendidikan Finggi Nomor 9 Tabun 2003
tentang Orpanisast dan Tate Kerja Universitas Mulawarman:

11 Peraturan Mendikbud Nozor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkalsn Dosen Tetap Non
Pegawal Negeri Sipil Puda Perguruan Tingai Negeri dan Dosen Tewp Pada Perguruan

HRRE SWUSLE,




12 Pecaturan Menristekdiksi Nomor 98 Tahur 2016 Tenwng Pemberan Kuasa dan
Dylegasi Wewenang Pelaksanuam Kegitar Administrasi Kepesawainn Kepads Pejabit
Tertentu & Lingkungan Kemenristekdiku:

13 Keputussn Mendiknas Nomor O41/072000 wnang Statua Universitos Mulisvarman;

5 kcput ssan Viemeri Kevangan RE Nomor $1SMKUS 2008 entomg Standar Biava
LRI RN

15 Keputusan Mendikbud Somor 205 MPK A= KP2014 tenting Penganghotan Rektor
Luiversitas Mulawarmar Perinde Tahun 20142018

16, Keputisan Rektar Universitas Mulawarman Nomor 95/8K:2018 tentang Standar Gafi
dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN ;

Menstapkan  (KEPUTUSAN  REKTOR  UNIVERSITAS  MULAWARMAN  TENTANG
PENGANGRATAN DOSEN TELAP NON PNS PADA FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN ;

Pertsma ¢ Mengangsat Soudase yang naey tresnum dalam kol 2 dengan Jenjong pendidican
sehzgaimana tercantum pada Koiom 2 Jcngaz Basaran honorarium sehagaimana tercantam
datat Kolom § sebagsl Dosen leigp Non PNS pida Fakaias K.g%ruxm das Il
Pondistikan Lrniyersieas Nidaw annas -

Keaua © Biayn yang timby axihal dikeluaskennya Saras Neputesan i dibedankay pade Anggaran
DIPA BIT Fakulies Keguruen das L Perdidikan Universitas. Mulawamman Tahun
Anzgarir 2008,

Kuniga ¢ agpuiusan ini berlaku rerhiting muloi tangea! | September 20 5.d. 31 Desember 2018 -
Keempu ¢ Kepuusan ini berluku sejak tangyal cltetapsan dengan Setentulr apabila dikemudian hur

terdapit Rekelirudn dalam Keputusan iniakan divtuh dor diserbak: sebagaimans mestinya:
Asti Kepomisan  d berikan kepada vang bersarghusan ustek diketsbui dan dilaksanakan
sehagaimnna mesting:

Siteapkan 1 Samarinda
Pada Tasggal 13 Sepramber 2018

Masjaya, M,S1,
2311991031024 f'
fembusan :

Mearistekdikti i Jakarta;

Sekjen Kemenristekdiku di Jukara:
Kepata KPPN di 8amarinda,

Dekan FKIP Universilas Muiaswarman;
Bendahars DIPA BLU FKIP Universitas Mulawacman.

R AP B R






Lampiran SK. Jabatan Dosen Ummi Hafilda Hakim, M. Pd.,
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
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Alamat Rektorar Karipus Gunung Ksua Ji Kuare Kotsk Pos 1068
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Emall rextorat@unimul ac ic Websis | Attp:iweny unmul 26, id

Mdim hing

Mengingat

e

d

R e N

8
9.
10

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MU AW ARMAN
NOMOR V354 KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TET AP NON PNS
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIK AN
UNIVERSITAN MULAWARMAYN

REKTOR UNIVERSUTAS ATULAWARMAN

Sural - seputusan Dekan Fakultas Keguruan den Emu Pendidikun  Universitas
Mulisaeman  Nowmey 9390N12.5KP20 18 tsigwal 23 Agustus 2018 entang
PERgaRRatE Dosen Non BNS Fakules Keanruan dan Lma Pendidikan Universitas

Mulps genian,

hzliwa dalam rungas Seldncaran proses dehear srengaiar pada Fekulias Keguraars dun
Tt Peadidiban Universits Mulinwarsan, waka & pamding perlu untuh mienganekal
Dower: Tetap Non PNS ¢ .

balwa  mereka yang pamunya tereaswn Jdalem fampiran Surat Kepuiesan in
dipancang memenuhl svarst umk cingker sebugal Dasen JTerp Non PNS pava
Fakuliss Keguruan dan Hine Peroidizan Universizs Mulssanman:

b schunusaos densas bt ok dn o diats perlu ditciaplan sunt keputusan
Rektor Ly ersitas Mujascoman:

Undang-Undare Namor 20 Lahun 2003 tentang Sistem Pendidixan Nusional |

Undang=Londane Nomor 14 Talue 2003 wrtang Citiry dan Dosen ;

Undung-Tindang Nomor 12 Takn 2072 tenhing Pendidikan Tinggi |

Usgang-Undand Nomar 3 Tabure 2014 wertang Apardtar Sipil Negarg

Petituin Pemerintan Nomar 37 Talun 2006 teniang Dosen ;

Peraturae Pemerirtah Nomor < Faiun 2014 weatang Pesgeloliin dan Penyelengearaan

Pandidikan Tingei:

Perluran Presiden Nomer (4 lahen 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fuugsi

Rementeriun  Negara serta Susunan Organisusi, Fugas, can Fungsi Eselon |

Remerterian Negars ;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2315 tentung Kementerian Riser, Feknologr, dan

Penddidian Tinggi:

Kenutesan Presiden Nomeoy 63 Taliin 1963 tentang Pendiriun Universitas Mulawarnan:

Pautiran Menieri Riset. Teknologi. dan Penduikan Finggi Nomor 9 Tahun 2013

tentane Oreanisast dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,

Peraturan Mendikbud Nozor 84 Tahun 2013 tentang Penganghaisn Dosen Tetap Non

Peeawal Negeri Sipil Puda Perguruan Tingai Negeri dan Dosen Tewp Pada Perguruan
IR SWUStE,



12 Pecauran Menrisickdikii Nomor 98 Tahue 2016 Tentang Pemberan Kuasa dan
Dylegasi Wewenang Pelaksanuem Kegitar Administrasi Kepesawaion Kepady Pejabet
Tertentu 4 Lingkungan Kemenristehdiki:

13 Keputussn Mendiknas Nomor 041072009 wnang Statuta Universitss Mulisvarman;

B Keputasan Mentesi Keuangan RENomor $1EMKUS 2009 tentong Standar Biayvy
LR R T

15. Keputusan Mendikbud Semor 205MPK A KP2014 tenting Fenganghotan Rektor
Liversits Mulawarmar Perinde Tahun 201 4-2018:

16, Keputisan Rektor Universitas Mulawarmas Nomor 95/8K:2018 tentang Standar Gafi
dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN ;

Menstapkan  CKEPUTUSAN  REKTOR  UNIVERSITAS  MULAWARMAN  TENTANG
PENGANGRATAN DOSEN TELAP NON PNS PADA FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARNMAN ;

Pertama P Mengangsat Seudare yang ased resnon dalam Kol 2 dengan Jenjong pendidikan
sehzgaimana tercantum pada Kooom 2 dengan bataran honorarium sshagaimana tercantam
datant Kol § sehagal Dosen leisp Non PNS pikda Fakaias K'.:g\,’rum das lmu
PondiddiKan Lol orsitss Nolaws arsas

Keaua * Biayy yang timby agibal dikeluaskennyd Suras Neputesan i ditedankay pady Angzaran
DIPA BLU Fakultes Kegorugs das B Perdidikan Universitas Mulawaman  Tahun
Anzptiur 2008,

Ketgo i oaopuiusan ini berkiku werhiting muloi tangesl | Seprember 200 5.d. 31 Desember 2018 -
Keempm ¢ Kepausan ol berluku sejak tanggal cletapsan dengan Ketentugr apabila dikemudian hur

terdapit nekelirudn dalam keputusan invakar divtuah dor diserbak: sebagaimans mestinya:
Asti Kepomsan - d berikan kepada yang bersanghuean ustek diketabui dan dilaksanakan
sehaga mnna mesting i

el

Sitesaskan ¢ Samarinda
Pada Tasggal 1 September 2018

Tembusan :

Mearistekdikti di Jakarta;

Sekjen Kemenristexdikt di Jukarma:
Kepata KPPN di 8amarinda,

Dekan FKIP Un versitas Muiasvarman;
Bendahars DIPA BLU FKIP Universitas Mulawacman.

N e 1D -
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PERATURAN REKTOR
Nomor 17 Tahun 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KAMPUS MERDEKA
DAN MERDEKA BELAJAR

UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA



KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
karena penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan
Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
Tahun Akademik 2020/2021 ini dapat diselesaikan guna menyempurnakan
Peraturan Akademik Tahun 2018 /2019 setelah memperhatikan dan mengkaji semua
tuntutan penjaminan mutu yang terus meningkat di lingkungan Universitas
Mulawarman.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada para narasumber, Tim
Revisi yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan seluruh Wakil Dekan
Fakultas/ Asisten Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Mulawarman.

Terimakasih juga disampaikan kepada Komisi Pengembangan Pendidikan
Senat Universitas Mulawarman yang melakukan pembahasan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun
2018/2019. Selain itu juga disampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Pendukung
yang dalam hal ini adalah Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kabag
Akademik beserta seluruh stafnya.

Sebagai sebuah peraturan Universitas, Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik
2020/2021 ini telah ditetapkan oleh Peraturan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor 17 Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020 dan telah melalui pengesahan
pada Rapat Pleno Senat Universitas Mulawarman.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian
kepada Masyarakat adalah peraturan yang sangat dinamis sehingga jika di
kemudian hari Universitas Mulawarman mengalami perkembangan baik internal
maupun eksternal maka peraturan in dapat dan harus direvisi kembali.

Samarinda, 28 Desember 2020
Rektor,

Prof. Dr.H.Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024
i
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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor :17 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KAMPUS MERDEKA DAN

Menimbang a.

Mengingat 1.

MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan perguruan tinggi di bidang
akademik terkait penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Mulawarman, maka
perlu disusun Peraturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Mulawarman;

. bahwa evaluasi dan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas

Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Universitas Mulawarman telah dibahas dan disetujui oleh Senat Universitas
Mulawarman yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Senat
Universitas Mulawarman tertanggal 23 Desember 2020;

Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan
Peraturan Rektor Universitas Mulawarman yang mengacu pada ketentuan
akademik kampus merdeka dan merdeka belajar;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas
Mulawarman tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran,
Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka
Merdeka Belajar.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

PPendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia;

. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas

Mulawarman;



9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau
Lembaga lain di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 109 Tahun 2013
tentang Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kera Statuta Universitas
Mulawarman;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59
Tahun 2018, tentang ljazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar,
Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor
611/M/KPT.KP/2018 tanggal 11 Oktober, Tahun 2018 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 160/Menhut-I1I1/2004 tanggal 4
Juni 2004 tentang Penenunjukkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
seluas + 20.271 (dua puluh ribu duaratus tujuh puluh satu) hektar pada
Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas
Mulawarman;



20. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor
232/B/HK/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 Tentang Nama Program Studi
pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KAMPUS MERDEKA DAN
MERDEKA BELAJAR

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1)
(2)
3)
(4)
®)
6)

(10)

Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Universitas adalah Universitas Mulawarman dan disingkat Unmul;

Rektor adalah Rektor Universitas Mulawarman,;

Dekan adalah pimpinan fakultas yang berada di lingkungan Unmul berdasarkan
Organisasi dan Tata Kerja Unmul;

Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana di lingkungan Unmul
berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unmul;

Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan/satuan struktural pada Universitas yang
mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan Pendidikan vokasi, Akademik (S1, S2
dan S3 monodisiplin), Profesi dan Spesialis atau profesional yang memiliki fungsi
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan yang mengkoordinasikan aspek
akademik untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) multidisiplin dan
melaksanakan penjaminan mutu;

Pendidikan akademik merupakan proses pembelajaran pada Program Sarjana dan/atau
Program Pascasatjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang
ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pendidikan profesi merupakan peningkatan keahlian setelah Program Sarjana yang
menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian
khusus;

Pendidikan Spesialis merupakan lanjutan dari program profesi dokter, setelah seorang
dokter menyelesaikan program profesi, lolos Uji Kompetensi Mahasiswa Program
Profesi Dokter, dan menjalani internsip di bawah Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia;



(1)

(12)

(13)

17)

(18)

(23)

(24)

(25)

Pendidikan vokasi merupakan proses pembelajaran pada Program Diploma sampai
dengan program Doktor terapan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan
keahlian terapan tertentu;

Jurusan adalah himpunan sumberdaya pendukung Program Studi dalam 1 (satu)
rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi,
pendidikan akademik, dan pendidikan profesi;

Minat Studi merupakan bagian kegiatan pendidikan dan pembelajaran dari Program
Studi yang mengarah pada peminatan khusus tertentu;

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan program studi;

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah jam kegiatan baik berupa belajar di kelas, praktik
kerja (magang), proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha,
studi/proyek independen, proyek kemanusian dan kegiatan mengajar di daerah
terpencil;

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas wutama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain,
pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, operator dan tenaga lainya yang
menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di Universitas
Mulawarman;

Pembelajaran di Program Studi adalah proses pembelajaran yang diampu oleh Dosen
dalam Program Studi secara mandiri di Universitas Mulawarman;

Pembelajaran di luar Program Studi dalam PT adalah proses pembelajaran yang
diampu oleh dosen Program Studi lain di Universitas Mulawarman;

Pembelajaran di luar PT adalah proses pembelajaran dalam Program Studi yang sama
pada Perguruan Tinggi Berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada
Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran pada lembaga non Perguruan
Tinggi;

Magang merupakan kegiatan pembelajaran aplikatif atau praktik di sebuah
perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun
perusahaan rintisan (startup);

Proyek di desa merupakan kegiatan proyek sosial untuk membantu masyarakat di
pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan
lainnya;

Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan yang memberikan peluang mahasiswa untuk
mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri,
berdasarkan perjanjian kerjasama antar universitas yang sudah disetujui Unmul;
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(26)

(27)

(28)

(33)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

Penelitian merupakan kegiatan penelitian akademik, baik sains maupun sosial
humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti;

Wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan
produktif secara mandiri yang dibuktikan dengan adanya proses kegiatan, produk
yang dihasilkan, atau transaksi konsumen;

Studi/Proyek independen merupakan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan
ipteks berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan
mahasiswa lain;

Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi
kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri;
Mengajar di sekolah merupakan kegiatan peningkatan keterampilan mahasiswa
selama beberapa bulan di sekolah dasar, menengah, maupun atas;

Penyelesaian Sarjana adalah program pendidikan alih jalur/jenjang setelah
menyelesaikan Program Vokasi ke Program Pendidikan Akademik (S1);

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat
SNMPTN adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Unmul
berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa di bawah
koordinasi Panitia Nasional;

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN
adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh Unmul di bawah
koordinasi Panitia Pusat, berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper
based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing), atau kombinasi
hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa;

Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SMMPTN
adalah proses penerimaan mahasiswa baru untuk memasuki Perguruan Tinggi Negeri
dengan pola ujian tulis dan ujian keterampilan khusus atau bentuk seleksi lainnya
yang ditetapkan bagi Program Studi tertentu, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana
SMMPTN berdasarkan Surat Keputusan Rektor;

Seleksi Program Kerjasama adalah proses penerimaan mahasiswa baru sebagai bagian
dari jalur mandiri didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan
diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepahaman atau sejenisnya antara Unmul dengan
mitra tertentu;

Seleksi Program Khusus adalah proses penerimaan mahasiswa baru Universitas
Mulawarman dalam kerangka program Nasional;

Cuti akademik adalah status mahasiswa secara formal tidak mengikuti kegiatan
akademik selama 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester yang tetap dihitung
sebagai masa studi mahasiswa;

Uang Kuliah yang selanjutnya disingkat UK adalah jumlah biaya pendidikan yang
besarnya ditentukan berdasarkan seluruh pembiayaan selama melaksanakan studi di
Unmul;

Mahasiswa pindahan/transfer adalah penerimaan mahasiswa pada semester > 3
dari Perguruan Tinggi Negeri lain yang setara atau lebih baik Akreditasi Program
Studinya ke Unmul atau sebaliknya;
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(40)

(41)

(42)

(43)
(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(52)

(53)

Mahasiswa Transfer Kredit adalah kegiatan pembelajaran dengan mengambil mata
kuliah di luar Unmul atau sebaliknya yang sesuai dengan Kurikulum Program
Studinya;

Mahasiswa credit earning adalah kegiatan pembelajaran dengan mengambil mata
kuliah di luar Unmul atau sebaliknya yang tidak ada di Kurikulum Program Studinya;
Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang mencapai predikat juara pada bidang
akademik atau ipteks di tingkat nasional atau internasional, mampu berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris/asing, bersikap positif,
serta berjiwa Pancasila;

Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa;

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar;

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen Program Studi yang ditugaskan untuk
membantu mahasiswa Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana untuk
mengembangkan potensi akademiknya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan
dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan;

Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah penyelenggaraan
pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi
mahasiswa, beban kerja dosen, hasil studi dan beban penyelenggaraan program;
Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan
belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses
pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas
keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program
studi;

Semester adalah satuan waktu terkecil yang menyatakan lama penyelenggaraan suatu
program pendidikan setara dengan 18 (delapan belas) minggu kerja yang meliputi 16
(enam belas) minggu kegiatan pendididikan efektif dan sisanya untuk kegiatan evaluasi
dan minggu tenang (pekan teduh);

Semester Antara yang selanjutnya disingkat SA adalah pelaksanaan perkuliahan
jenjang Vokasi dan Sarjana (S1) yang dilakukan di antara semester genap dan semester
gasal untuk remediasi dan percepatan;

Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemampuan belajar
atau kemampuan akademik mahasiswa yang didasarkan pada nilai bobot rata-rata
pada semester tertentu;

Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil perhitungan
rata-rata IP seluruh semester yang digunakan sebagai ukuran kemampuan akademik
mahasiswa selama masa studi di Unmul;

Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar
mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester;

Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen yang berisikan
nilai kumulatif mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada setiap semester dan
indeks prestasinya;
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(54)

(55)

(56)

(59)

(60)

(61)

(63)

(64)

(65)

(66)

Praktik Kerja Lapangan atau Pengenalan Lapangan Persekolahan, Pengalaman Belajar
Lapangan, Praktik Pengalaman Lapangan atau yang selanjutnya disingkat
PKL/PLP/PBL/PPL adalah kegiatan yang dilakukan di lapangan selama periode
tertentu untuk menjadikan para mahasiswa lebih memahami bidang studinya;

Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan
pembelajaran dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa bagi masyarakat secara
terstruktur di luar kampus Unmul;

Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil-hasil serangkaian kegiatan
praktik untuk memperoleh keahlian dan pemecahan masalah tertentu dengan
menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut;

Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian yang menggambarkan suatu
fenomena ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana;

Tesis adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian untuk menggambarkan suatu fenomena ilmu
pengetahuan secara komprehensif, merumuskan hipotesis berdasarkan teori dan
menghasilkan jawaban dari hipotesis tersebut, dengan faktor peubah 3 - 4 buah;
Disertasi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian berdasarkan teori yang disusun
dalam hipotesis dengan faktor peubah minimal 5 buah yang dapat menolak atau
membantah teori yang sudah ada dan berupaya menyusun teori baru;

Yudisium adalah prosesi pemberian predikat kelulusan yang diberikan kepada seorang
mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Vokasi, Sarjana, Profesi, dan
Pascasarjana; setelah melalui proses belajarmengajar di lingkungan Unmul;

Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana adalah upacara khusus
penyerahan ijazah yang dilaksanakan oleh Unmul kepada lulusan yang telah
menyelesaikan studinya;

[jazah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan/ atau penyelesaian
suatu jenjang pendidikan tinggi sesudah lulus ujian yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi;

Surat Keterangan Pendamping ljazah selanjutnya disebut SKPI adalah dokumen yang
memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan
gergelar;

Transkrip Akademik adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah
ditempuh dan lulus, bobot SKS, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester
pertama sampai dengan semester akhir dan indeks prestasi;

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan
kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;

Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses
pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna
memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana
pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen
secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
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(67)

(68)

(73)

(74)

(75)

(77)

78)

(79)

CPL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang diperoleh dari internalisasi sikap,
pengetahuan, keterampilan, dan akumulasi pengalaman kerja;

Pola Ilmiah Pokok, yang selanjutnya disingkat PIP adalah warna keilmuan yang
dikembangkan pada suatu perguruan tinggi yang didasarkan pada potensi yang khas
pada wilayah perguruan tinggi tersebut berdiri;

Pola Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman adalah “Hutan Tropis Lembab dan
Lingkungannya”;

Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang bukan Warga Negara Indonesia;

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada
jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar
Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada
perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang
sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat
LP2M adalah unit kerja Unmul yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan,
memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya
disingkat LP3M adalah wunit kerja Unmul yang mempunyai tugas untuk
mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu dan
pengembangan pendidikan;

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Dunia industri dan dunia kerja dalam dokumen ini selanjutnya disebut IDUKA.
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BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berasaskan:

a.

—

0 o o0 T

Kebenaran ilmiah;
Penalaran;
Kejujuran;

. Keadilan;

Manfaat;
Kebajikan;
Tanggung jawab;
Kebinekaan; dan
Keterjangkauan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dengan adanya peraturan ini adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi di bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian,

dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis kampus merdeka dan merdeka belajar

Pasal 4

Peraturan ini bertujuan agar:

a.

berkembangnya potensi Mahasiswa dalam suasana kampus merdeka dan merdeka
belajar agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten,
dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau
Teknologi berbasis Hutan Tropis Lembab dan lingkungannya untuk memenuhi
kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;

dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan
bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
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d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya
Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan Kkesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di Kawasan Kalimantan Timur.
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(1)

(1)
(2)

(3)

(4)

BAB III
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Bagian Kesatu
Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Minat Studi

Pasal 5

Fakultas memiliki kewenangan untuk melaksanakan administrasi pendidikan Sarjana,
Vokasi, Profesi dan Pascasarjana dalam sebuah divisi yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
tinggi;

Fakultas mendelegasikan wewenang kepada jurusan dalam hal pengorganisasian
administrasi pendidikan Sarjana, Vokasi, Profesi dan Pascasarjana dalam 1 (satu) rumpun
disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 6

Program Studi berperan mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
mengimplementasikan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Minat Studi merupakan bagian dari Program Studi yang memiliki sks mata kuliah pilihan
bidang minat tertentu tidak lebih dari 30% sks Kurikulum Program Studi.

Bagian Kedua
Jenjang Studi, Beban Studi, dan Masa Studi Program Pendidikan

Paragraf 1
Jenjang Studi

Pasal 7

Unmul menyelenggarakan program Pendidikan vokasi (Diploma), Pendidikan akademik
(Sarjana, Magister, dan Doktor), Pendidikan profesi, dan Pendidikan spesialis.

Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;

Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian
khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu;
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(5) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori
dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan

(6) Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai
filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Paragraf 2
Beban Studi dan Masa Studi

Pasal 8

Beban studi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa dalam masa studi yang ditetapkan untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Beban Studi dan Masa Studi Mahasiswa

Beban Masa Studi

Jenjang Studi | Studi | Minimum |Maksimum Keterangan

(sks) | (Semester) | (Semester)
D3 >108 6 10 - Beban studi maksimum mahasiswa

— ditetapkan oleh masing-masing Prodi,
D4 S1 > 144 8 14 - Masa studi dapat ditempuh lebih cepat

’ - dari waktu minimum sepanjang
. memenuhi semua persyaratan yang
Profesi 224 4 6 telah ditetapkan
Magister, - Masa studi untuk Program Profesi,
Magister, > 136 4 8 Spesialis, dapat disesuaikan dengan
Spesialis N ketentuan konsorsium atau konsil yang
2 terkait.
Doktor >42 6 14
Bagian Ketiga

Proses Penerimaan Mahasiswa

Paragraf 1
Kewenangan dan Cara Penerimaan Mahasiswa

Pasal 9

(1) Penerimaan mahasiswa adalah kewenangan Rektor.
(2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana Unmul dilaksanakan melalui 5 (lima) jalur,
yaitu:
a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
c. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN);
d. Seleksi Program Kerjasama, Program Khusus dan Program Prestasi;
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e. Jalur Pindahan/Transfer dan Jalur Penyelesaian Sarjana.

(3) Penerimaan mahasiswa baru Program Vokasi, Profesi, Spesialis serta Pascasarjana waktu
pendaftarannya disesuaikan dengan kalender akademik;

(4) Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Vokasi, Profesi, Spesialis serta
Pascasarjana dilakukan oleh Tim yang diusulkan oleh Dekan/Direktur kepada Rektor.

(5) Jumlah mahasiswa baru yang diterima disesuaikan dengan daya tampung masing-
masing program studi yang ditetapkan berdasarkan kecukupan rasio dosen/mahasiswa,
ketersediaan dukungan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar,
produktifitas kelulusan, dan akreditasi.

(6) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam seleksi disahkan oleh Rektor.

Paragraf 2
Persyaratan Umum Calon Mahasiswa

Pasal 10

(1) Berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Calon mahasiswa berkewarganegaraan asing persyaratannya secara terinci diatur dalam
pasal 31.

(3) Mendaftarkan diri dan melengkapi dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Masuk
Perguruan Tinggi Negeri sesuai masing-masing jalur penerimaan.

(4) Mengikuti seleksi masuk calon mahasiswa melalui sistem yang telah ditetapkan.

(5) Tidak pernah dikeluarkan (drop out) dari program studi di lingkungan Unmul dan/atau
tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa tidak aktif dengan tunggakan kewajiban
administratif.

Paragraf 3
Penerimaan Mahasiswa Program Vokasi dan Sarjana

Pasal 11

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses penerimaan harus menempuh prosedur
sebagai berikut:
a. Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya
berdasarkan ketetapan Rektor;
b. Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
c. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi
dan Manajemen;
d. Menyerahkan semua dokumen yang dipersyaratkan pada saat mendaftar ulang; dan
e. Menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kesanggupan mematuhi
aturan dan membayar uang kuliah yang telah ditetapkan.
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Paragraf 4
Penerimaan Mahasiswa Program Profesi

Pasal 12

Penyelenggaraan pendaftaran penerimaan calon mahasiswa Program Profesi, dilaksanakan
oleh BAK dan dikoordinasikan dengan Fakultas.

Pasal 13

Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa Program Profesi adalah sebagai berikut:

a.
b.

Mengisi formulir pendaftaran secara daring;

Memiliki ljazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) dari bidang ilmu yang
sesuai dengan Program Profesi yang dipilih; dan

Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh program studi di lingkungan
Unmul.

Pasal 14

(1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi dilakukan oleh BAK dan Tim yang
ditetapkan oleh Rektor;
(2) Program Pendidikan Profesi Dokter dan Profesi Dokter Gigi adalah program pendidikan

lanjutan dari Sarjana Kedokteran dan Sarjana Kedokteran Gigi, sehingga peserta tidak

dipersyaratkan mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru program profesi;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung

jawab kepada Rektor.

Pasal 15

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Profesi terdiri atas:

a.

b.

Lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa;

Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya
berdasarkan ketetapan Rektor;

Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi

dan Manajemen;

Menyerahkan copy ljazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) yang telah
dilegalisir, dari bidang ilmu yang sesuai dengan Program Profesi yang dipilih;

Lulus TPA yang diselenggarakan oleh Unmul;

. Lulus Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT) atau TOEFL Prediction

yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 425; dan

. Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.
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Paragraf 5
Penerimaan Mahasiswa Program Magister

Pasal 16

Penyelenggaraan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program Magister, dilaksanakan oleh
BAK dan dikoordinasikan dengan Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 17

Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa Program Magister terdiri atas:

a.
b.

Membayar uang pendaftaran calon mahasiswa Program Magister;

Mengisi formulir pendaftaran secara daring dan menyerahkan formulir pendaftaran
ke panitia penerimaan calon mahasiswa baru;

Memiliki ljazah Sarjana (S1) dan transkrip akademik (S1) dengan IPK > 3,00; untuk calon
dengan IPK < 3,00 harus dilengkapi dengan keterangan pengalaman 2 (dua) tahun di
bidang kerjanya;

. Menyerahkan biodata terbaru;

Menyerahkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang Dosen/atasan di tempat kerja
calon mahasiswa;

f. Mengajukan rencana awal penelitian untuk mengarahkan pembimbingan;

Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Studi pada Fakultas/
Pascasarjana.

Pasal 18

(1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dilakukan oleh BAK dan Tim

yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Seleksi dilakukan dengan metode wawancara dan validasi dokumen persyaratan

penerimaan mahasiswa baru Program Magister;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, BAK dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 19

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Magister adalah sebagai berikut:

a.
b.

Luslus seleksi penerimaan calon mahasiswa;

Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya
berdasarkan ketetapan Rektor;

Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi

dan Manajemen;

Menyerahkan copy ljazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) yang telah
dilegalisir;

Lulus ujian Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Unmul;
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Lulus Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT) atau TOEFL Prediction
yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 475;

h. Terdapat kesesuaian antara minat studi yang diambil pada Program Studi dengan latar

i.

belakang pendidikan calon mahasiswa; bila tidak sesuai dipersyaratkan mengikuti
matrikulasi; dan
Melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Paragraf 6
Penerimaan Mahasiswa Program Doktor

Pasal 20

Penyelenggaraan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program Doktor, dilaksanakan oleh

BAK dan dikoordinasikan dengan Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 21

Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa Program Doktor terdiri atas:

a.

b.

Membayar uang pendaftaran calon mahasiswa Program Doktor;

Mengisi formulir pendaftaran secara daring dan menyerahkan formulir pendaftaran
ke panitia penerimaan calon mahasiswa baru;

Memiliki [jazah dan transkrip akademik Sarjana (S51) dan Magister (52) dari bidang ilmu
yang sesuai dengan program studi yang dipilih di Unmul;

. Memiliki transkrip akademik Magister (52) dengan IPK = 3,25; untuk calon mahasiswa

dengan IPK < 3,25 harus didukung dengan publikasi minimal pada jurnal nasional 54
atau pengalaman 2 (dua) tahun di bidang kerjanya;

e. Menyerahkan biodata terbaru;

Menyerahkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang Guru Besar/atasan di tempat
kerja calon mahasiswa;

Menyerahkan rencana singkat penelitian disertasi yang diminati (300-500 kata),
memuat alasan yang tepat, manfaat, kajian ringkas, dengan sumber literatur mutakhir;
Melengkapi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 22

Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Doktor dilakukan oleh BAK dan Tim yang
ditetapkan oleh Rektor.
Seleksi dilakukan dengan metode wawancara dan validasi dokumen persyaratan

penerimaan mahasiswa baru Program Doktor;

Dalam melaksanakan tugasnya, BAK dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 23

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Doktor adalah sebagai berikut:

a.

Luslus seleksi penerimaan calon mahasiswa;
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b. Membayar Uang Kuliah (UK) dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya
berdasarkan ketetapan Rektor;

c. Melakukan registrasi secara daring dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

d. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir untuk Sistem Informasi
dan Manajemen;

e. Menyerahkan copy ljazah dan Transkrip Akademik Program Sarjana (S1) dan Program
Magister (S2) yang telah dilegalisir;

f. Lulus ujian Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Unmul;

g. Lulus Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT) atau TOEFL Prediction
yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 525;

f. Menyerahkan surat pernyataan sanggup membayar uang kuliah (UK) yang telah
ditetapkan;

g. Menyerahkan surat izin tugas belajar dari instansi tempat pelamar bekerja yang berisi
tentang keterangan pembebasan dari tugasnya selama masa studi;

i. Menyerahkan surat rekomendasi 2 (dua) orang Guru Besar beserta alamat kontaknya;
dan

j- Melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Mahasiswa baru Program Doktor yang berasal dari Program Magister tidak sebidang

diwajibkan menempuh matrikulasi.

Paragraf 7
Penerimaan Mahasiswa Transfer dan Penyelesaian Sarjana

Pasal 26

Penerimaan Mahasiswa Transfer mempertimbangkan akreditasi dan formasi pada program

studi yang dituju.

Calon Mahasiswa Transfer wajib mengajukan permohonan kepada Rektor dengan

melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Surat keterangan pindah dari Rektor Perguruan Tinggi Negeri asal;

b. Fotokopi transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh Wakil Dekan/Ketua Bidang
Akademik Perguruan Tinggi Negeri asal; dan

c. Surat keterangan kondite mahasiswa dan status kemahasiswaan dari Rektor Perguruan
Tinggi asal atau pejabat berwenang yang ditunjuk.

Permohonan transfer mahasiswa dapat dipertimbangkan apabila mahasiswa transfer

berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang relevan dengan jenjang

dan program pendidikan yang sama, serta terakreditasi minimal sama dengan akreditasi

program studi tujuan di lingkungan Unmul.

Transfer mahasiswa diijinkan bagi mahasiswa yang akan menempuh semester III (telah

lulus = 36 sksdengan IPK > 3,00) atau semester V (telah lulus > 72 sks dengan IPK > 3,00).

Pengakuan Kredit mata kuliah yang telah ditempuh di Program Studi asal oleh Program

Studi yang dituju di Universitas Mulawarman.
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Mahasiswa transfer yang diterima wajib mengikuti persyaratan kurikulum yang berlaku
pada Program Studi di lingkungan Unmul.

Transfer mahasiswa dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan Rektor secara
tertulis setelah memperhatikan rekomendasi Dekan.

Transfer mahasiswa antar Fakultas, Jurusan, dan Program Studi di lingkungan Unmul
tidak diperkenankan.

Pasal 27

Mahasiswa aktif Unmul karena pertimbangan dan/atau sebab-sebab tertentu dapat

mengajukan permohonan pindah dari Unmul;

Calon mahasiswa pindahan dari Unmul mengajukan permohonan kepada Rektor dengan

melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Fotokopi transkrip akademik minimal 2 semester yang telah dilegalisir oleh Wakil
Dekan/Wakil Direktur yang membidangi akademik;

b. Surat keterangan kondite mahasiswa dan status kemahasiswaan dari Dekan atau
pejabat berwenang yang ditunjuk; dan

c. Bukti pembayaran UK untuk semua semester yang sudah ditempuh di Unmul.

Kepindahan mahasiswa Unmul dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan

Rektor secara tertulis setelah memperhatikan rekomendasi Dekan/Direktur

Pascasarjana.

Mahasiswa pindahan dari Unmul ke Perguruan Tinggi di luar Unmul tidak dapat pindah

kembali ke lingkungan Unmul.

Pasal 28

Penerimaan Mahasiswa Penyelesaian Sarjana mempertimbangkan akreditasi program
studi pada saat yang bersangkutan lulus dan formasi program studi yang dituju.

Calon mahasiswa Penyelesaian Sarjana adalah lulusan Program Vokasi suatu Perguruan
Tinggi Negeri dari bidang ilmu yang sama atau relevan dengan Program Studi Sarjana
(51) yang dituju di Unmul.

Akreditasi program studi asal minimal sama dengan program studi yang dituju.

Calon mahasiswa Penyelesaian Sarjana mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran,
dengan melampirkan:

a. Foto copy ijazah dan transkrip akademik Program Vokasi dengan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) > 3,00 yang telah dilegalisir;

Status kelulusan Program Vokasi terdaftar di PDDIKTI;

Bukti pembayaran pendaftaran;

. Surat pernyataan sanggup berperilaku dan bermoral baik;

Surat pernyataan sanggup membayar UK yang telah ditetapkan; dan

Bagi pegawai suatu instansi negeri/swasta harus memiliki IPK > 2,50 dan

T

menyerahkan Surat ljin Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang.
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Pasal 29

Penerimaan mahasiswa penyelesaian sarjana untuk lulusan D3 tanpa pengalaman kerja
maksimal 3 (tiga) tahun terakhir setelah kelulusan;

Penerimaan mahasiswa penyelesaian sarjana untuk lulusan D3 yang telah berkerja tidak
dibatasi tahun kelulusan;

Penerimaan mahasiswa penyelesaian sarjana/pindahan mempertimbangkan penilaian
akreditasi yang akan dipertahankan/ditingkatkan.

Masa studi maksimum bagi mahasiswa pindahan/transfer dan penyelesaian sarjana
disesuaikan dengan masa studi maksimum di Unmul dengan memperhitungkan masa
studi yang telah dijalani di Perguruan Tinggi asal.

Paragraf 8

Penerimaan Mahasiswa Program Kerjasama, Program Khusus, Program Prestasi dan

Mahasiswa Asing

Pasal 30

Penerimaan mahasiswa baru melalui Program Kerjasama, Program Khusus dan Program
Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Rektor.

1)
2)

Pasal 31

Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa dan menempuh pendidikan di Unmul.

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan bergelar pada jenjang sarjana (S1),

Magister (52) dan Doktor (S3) dan pendidikan non gelar seperti program Bahasa

Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), magang (Internship) dengan jangka waktu

minimal 1 bulan, program bersama dalam penyelesaian tugas akhir (sandwitch), program

perolehan atau alih kredit (Credit earning/transfer) yaitu mahasiswa asing yang
mengambil atau tranfer mata kuliah di Unmul baik untuk program internasional

(berbahasa inggris) maupun program reguler (berbahasa indonesia).

Calon mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di Unmul harus memenuhi

persyaratan dan prosedur permohonan serta berhasil dalam seleksi penerimaan

mahasiswa asing yang diadakan secara mandiri oleh Tim Seleksi di tingkat

Universitas/Fakultas/Program Studi yang bekerja sama dengan Kantor UPT. Layanan

Internasional sebagai Fasilitator penerimaan mahasiswa asing.

Persyaratan umum bagi calon mahasiswa asing yang akan melanjutkan pendidikan di

Unmul adalah sebagai berikut:

a. Lulusan sederajat SLTA dan memiliki ijazah atau lulusan sederajat Sarjana atau
Magister dan memiliki ijazah dengan indeks prestasi kumulatif yang memenuhi
persyaratan program studi di Unmul.

b. Khusus bagi mahasiswa transfer, harus memiliki transkrip dari perguruan tinggi
asalnya yang telah terakreditasi/terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan asalnya.
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c. Untuk melanjutkan studi di program internasional (berbahasa Inggris) di Unmul,
calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris dengan
nilai minimal TOEFL 500 atau IELTS 6.0, kecuali bahasa pengantar pendidikan
sebelumnya dilakukan dalam Bahasa Inggris.

d. Untuk melanjutkan studi di program reguler Unmul (berbahasa Indonesia), calon
mahasiswa harus memenuhi ujian kemampuan bahasa Indonesia (BIPA) lulus pada
minimal level C1 dan kemampuan bahasa Inggris minimal TOEFL 450 atau IELTS 5.5.
Sertifikat kemampuan bahasa Indonesia diserahkan sebelum perkuliahan tahun ajaran
dimulai dan sertifikat bahasa Inggris diserahkan paling lambat menjelang pendaftaran
ujian akhir (skripsi/thesis/disertasi).

(5) Unmul akan menerbitkan Surat Penerimaan (Letter of Acceptance) melalui UPT.Layanan

Internasonal bagi mahasiswa Asing yang telah lulus seleksi, setelah menerima surat
rekomendasi hasil seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi di tingkat Program
Studi/Fakultas/Universitas.

Unmul melalui UPT. Layanan Internasonal akan mengusulkan penerbitan Surat Ijin
Belajar Mahasiswa Asing ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bagi mahasiswa
asing tersebut, setelah mahasiswa yang bersangkutan tiba di Unmul.

Pasal 32

Warga negara asing yang diterima menjadi mahasiswa pada Program Doktor di lingkungan

Unmul harus dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan memiliki ijin studi dari

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Bagian Keempat
Proses Pembelajaran

Paragraf 1
Persyaratan Mengikuti Kegiatan Pembelajaran

Pasal 33

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran, wajib membayar Uang Kuliah (UK),
registrasi/herregistrasi dan mengisi KRS secara daring pada setiap awal semester sesuai
dengan kalender akademik yang berlaku.

KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi pada setiap awal semester oleh
mahasiswa dan Penasehat Akademik (PA) memberikan persetujuan secara daring dan
manual terhadap mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester.

Pembayaran dan pengembalian bukti bayar UK dilayani oleh bank yang ditunjuk oleh
Unmul.

Penundaan pembayaran UK hanya berlaku setelah mendapat persetujuan Rektor Unmul
dan atas usulan Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Penundaan pembayaran UK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua)
semester setelah disetujui.
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Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikategorikan sebagai mahasiswa tidak aktif.

Mahasiswa tidak aktif paling lama dua (2) semester dapat melanjutkan pendidikan dengan
melunasi semua tunggakan UK dan memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi
mahasiswa.

Paragraf 2
Kewajiban Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 34

Setiap mahasiswa pada seluruh jenjang studi di Unmul yang terdaftar dalam Sistem
Informasi Akademik (SIA) Unmul wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang
sah diterbitkan oleh Unmul atau bekerjasama dengan Mitra Unmul.

Seluruh kegiatan pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik pada seluruh unit
kerja di lingkungan Unmul wajib mensyaratkan kepemilikan KTM Unmul dan sekaligus
sebagai identitas resmi yang wajib ditunjukkan dalam segala urusan di Unmul.

KTM Unmul berlaku selama masa studi dan selama mahasiswa terdaftar aktif dalam SIA
atau sesuai dengan waktu yang tertuang dalam KTM dan diaktivasi pada saat melakukan
pembayaran UK.

Pada saat KTM belum dapat diterbitkan dan ada kondisi terpaksa, Unmul dapat
menerbitkan Surat Keterangan Tanda Mahasiswa (SKTM) yang bersifat sementara
hingga KTM sesungguhnya terbit.

SKTM yang bersifat sementara berlaku selama-lamanya dalam 2 (dua) semester dan tidak
dapat dimohonkan lagi untuk kedua kalinya.

Pemalsuan KTM yang diterbitkan oleh Unmul maupun yang bekerjasama dengan mitra
untuk digunakan dalam rangka persyaratan kelulusan/wisuda ataupun tujuan lainnya,
merupakan pelanggaran akademik yang dapat dikenai sanksi ringan hingga berat sesuai
ketentuan yang berlaku atau melalui keputusan rapat Senat Unmul.

Paragraf 3
Pengambilan Beban Studi

Pasal 35

Jumlah SKS maksimum yang boleh diambil mahasiswa jenjang Program Vokasi dan
Sarjana (S1) untuk semester berikutnya disesuaikan dengan Indeks Prestasi (IP) Semester
sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah SKS yang Boleh Diambil Mahasiswa
Jenjang Program Vokasi dan Sarjana (S1)

IP-Semester Sebelumnya | Jumlah SKS Maksimum
IP <1,50 12
1,50 <IP < 2,00 15
2,00 <IP <250 18
2,50 <1P < 3,00 21
IP > 3,00 24
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(2) Mahasiswa baru Program Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana wajib mengambil

©)

seluruh beban studi/beban studi wajib minimal pada Semester I.

Bobot kredit mata kuliah yang wajib diambil seorang mahasiswa program sarjana (S1) per
semester paling sedikit 12 (dua belas) SKS, kecuali mereka yang dalam tahap
penyelesaian pendidikan.

Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah
tercantum dalam KRS daring dengan persetujuan dosen PA.

Waktu untuk mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah disediakan
selama 2 (dua) minggu pertama dalam semester berjalan.

Mahasiswa yang mengambil cuti akademik, pengambilan mata kuliah dan penentuan
jumlah sks semester berikutnya didasarkan pada IP-semester terakhir sebelum cuti.
Mahasiswa yang tidak mengisi KRS, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.
Bagian Akademik Fakultas mengeluarkan daftar tetap nama mahasiswa paling lambat 2
(dua) minggu setelah perkuliahan dimulai sesuai kalender akademik.

Mahasiswa yang diakui sebagai peserta mata kuliah adalah mahasiswa yang namanya
tercatum dalam daftar tetap peserta mata kuliah.

Paragraf 4
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 36

Penyelenggaraan pendidikan di Unmul menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
Setiap mata kuliah mempunyai bobot satuan kredit semester (sks) tertentu sebagai fungsi
waktu dan kegiatan per minggu dalam satu semester.

Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per

semester yang dijabarkan sebagai berikut:

a. 1 sks perkuliahan, responsi, atau tutorial meliputi 50 menit tatap muka, 60 menit
kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri;

b. 1 sks seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis meliputi 100 menit tatap
muka dan 70 menit kegiatan mandiri;

c. 1 sks praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk-bentuk pembelajaran lain yang
sejenis meliputi 170 menit per minggu per semester.

Mata kuliah yang ditempuh pada suatu semester tidak lulus, maka mata kuliah tersebut

harus menjadi prioritas untuk diperbaiki pada kesempatan pertama Semester Gasal atau

Genap berikutnya atau semester antara.
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Paragraf 5
Pembimbingan Akademik

Pasal 37

Pembimbingan akademik dilakukan oleh PA yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur
Pascasarjana, atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan dikuatkan dengan
SK Rektor.

Persyaratan PA adalah Dosen Tetap Unmul dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya
Asisten Ahli.

Setiap PA bertugas memantau perkembangan studi mahasiswa sejak semester awal
hingga mahasiswa dinyatakan lulus.

Dosen PA dalam memantau perkembangan studi mahasiswa, dapat melakukan pertemuan
terjadwal dengan mahasiswa bimbingannya, untuk mendiskusikan hambatan-hambatan
yang ditemui selama perkuliahan dan membuat perencanaan kuliah.

Jika PA tidak dapat melaksanakan tugasnya tepat waktu, maka tugasnya digantikan oleh
Koordinator Program Studi.

PA yang berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan akan diganti oleh ketua
jurusan/koordinator prodi dan ditetapkan oleh Dekan.

Paragraf 6
Kurikulum Program Studi

Pasal 38

Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Program Studi,

bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang.

Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran

lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran,

Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga

Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan

Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:

a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI);

b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;

¢. Mengacu pada Pola IImiah Pokok (PIP) Unmul; dan

d. Mengacu pada kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian

pembelajaran lulusan Program Studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta

ditetapkan dalam sks.

Pemberlakuan perubahan kurikulum dilaksanakan dengan prinsip Ekuivalensi.

Kurikulum ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Mahasiswa berhak mendapatkan dokumen kurikulum pada awal pendidikannya di

suatu Program Studi.
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Paragraf 7
Materi, Cara Penyampaian, dan Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 39

Materi pembelajaran dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun oleh Tim
Pengampu mata kuliah dengan mempertimbangkan masukan dosen lain sebelum
semester berjalan dan diserahkan ke Program Studi dalam bentuk RPS;

Peninjauan Materi pembelajaran dan RPS dilakukan dengan pertimbangan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mahasiswa berhak mendapatkan RPS untuk setiap mata kuliah pada awal semester.

Pasal 40

Materi pembelajaran disampaikan melalui satu metode atau lebih dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran.

Pembelajaran dapat berbentuk kuliah/pembelajaran luring (offline), pembelajaran daring
(online) maksimal 40% dari total pertemuan, responsi dan tutorial (modul), seminar,
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bentuk pembelajaran
berupa penelitian, perancangan atau pengembangan; dan pengabdian kepada
masyarakat.

Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tabel 3 tentang
Metode dan Ranah Pembelajaran:

Tabel 3. Metode dan Ranah Pembelajaran

Ranah Pembelajaran

Metode
Pembelajaran

Pengetahuan (P), | Sikap Nilai (S), | Keterampilan (K),
Kognitif Afektif Psikomotorik

<

Diskusi kelas
Curah pendapat

Diskusi kelompok

Ceramah
Studi kasus

Kunjungan silang

L |2 |||l 2| <

Demonstrasi

Bermain peran

Drama/sandiwara

2L |22 |2 |2 |2 |2 |<2|<|<2

Permainan

Penugasan

Simulasi

Praktik laboratorium

Praktik lapangan
Ujicoba

2L | 2| 2| 2| <
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Ranah Pembelajaran
Metode
Pembelajaran Pengetahuan (P), | Sikap Nilai (S), | Keterampilan (K),
Kognitif Afektif Psikomotorik

Daring (online) \/ \ V
Problem Based Learning l

Project Based Learning \/ \ \
Bed Site Teaching v \/ N
Lainnya \/ \ \

Setiap Pengampu/Tim Pengampu mata kuliah wajib menyusun bahan ajar yang dapat
berupa Buku Ajar, Diktat, atau bentuk bahan ajar lainnya.

Pasal 41

Mahasiswa berhak mendapatkan seluruh materi pembelajaran dari rencana
pembelajaran mata kuliah dalam satu semester.

Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran dalam bentuk perkuliahan, responsi,
atau tutorial lebih dari 20 (dua puluh) persen dari jumlah pertemuan kelas dalam satu
semester dapat dinyatakan gagal dan mendapat nilai E.

Mahasiswa berprestasi tingkat nasional/internasional dapat diberikan dispensasi atas
persetujuan dosen pengampu mata kuliah dan diketahui oleh Dekan.

Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik
studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penyuluhan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis secara penuh 100 (seratus)
persen dari suatu mata kuliah dalam satu semester dinyatakan gagal dan mendapat nilai
E.

Kuliah untuk jenjang program yang berbeda tidak diperkenankan untuk disatukan, kecuali
bagi mereka yang diwajibkan mengambil beberapa mata kuliah tambahan di Program
Sarjana (S1) atau Program Magister (S2).

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik.

Program Studi mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan
mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.

Mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah yang disertai praktikum karena
kuliah dan

praktikum, kecuali telah dinyatakan lulus praktikum yang dinyatakan dalam bentuk

mendapat nilai huruf E, diwajibkan untuk sepenuhnya mengikuti
Surat Keterangan Lulus Praktikum.

Mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar Program Studinya di dalam atau di
luar Universitas Mulawarman, mengacu dalam juknis terpisah.
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Paragraf 8
Pelaksanaan Semester Antara

Pasal 42

(1) Semester Antara (SA) dilaksanakan oleh Fakultas sesuai dengan kebutuhan masing-

masing.

(2) Jumlah tatap muka mata kuliah pada SA harus sama dengan jumlah tatap muka mata

kuliah yang bersangkutan dalam semester regular yang diselenggarakan paling sedikit

dalam waktu 8 (delapan) minggu.

(3) Kesempatan untuk mengikuti perkuliahan SA diberikan kepada mahasiswa yang telah

menempuh minimal 2 (dua) semester untuk memperbaiki nilai C, D dan E dari mata

kuliah yang pernah ditempuh ujiannya.

(4) SA suatu mata kuliah dapat dilaksanakan apabila jumlah pesertanya mencapai minimal

10 (sepuluh) orang mahasiswa atau sesuai dengan kebijakan pada masing-masing

Fakultas.

() Mata kuliah yang dilengkapi praktikum dapat diprogramkan oleh mahasiswa yang

telah dinyatakan lulus praktikum pada semester reguler.
(6) Beban belajar mahasiswa pada SA paling banyak 9 (sembilan) sks.
(7) Persyaratan pendaftaran SA adalah sebagai berikut:

a. Mengisi KRS SA;

b. Menyerahkan bukti pembayaran SA; dan

c. KHS semester reguler yang memuat mata kuliah yang akan ditempuh pada SA.
(8) Perkuliahan dan ujian SA dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik.

(9) Daftar peserta dan mata kuliah yang akan diberikan dalam SA harus direncanakan dan

diusulkan oleh Fakultas kepada Rektor ¢/q BAK.

(10) IP SA tidak dapat dipergunakan oleh mahasiswa sebagai dasar pengambilan sks semester

berikutnya, tetapi dapat dipergunakan untuk perhitungan IPK pada akhir masa studi.

(11) Biaya yang dibebankan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan SA ditetapkan

berdasarkan Keputusan Rektor.
(12) Nilai SA diberikan kepada mahasiswa paling tinggi adalah nilai B (70).

Paragraf 9
Izin dan Cuti Akademik

Pasal 43

(1) Mahasiswa yang meninggalkan pendidikan kurang dari satu semester karena sakit

atau berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, harus mengajukan

pemberitahuan kepada Koordinator Program Studi (KPS) dengan melampirkan bukti

yang sah untuk penerbitan surat izin kuliah/praktikum/ ujian susulan yang disampaikan

kepada Dosen Pengampu mata kuliah/praktikum.

(2) Izin kuliah diberikan maksimal 20 (dua puluh) persen dari pertemuan setiap mata

kuliah yang terealisasi dalam satu semester.
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Izin praktikum diberikan maksimal 2 (dua) kali dari setiap mata praktikum dengan
diwajibkan melaksanakan praktikum susulan untuk setiap acara praktikum yang tidak
diikuti selama izin.

Pasal 44

Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit atau berhalangan dengan
alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan paling lama 2 (dua) semester dengan
ketentuan lama masa cuti akademik diperhitungkan dalam masa studi.

Surat permohonan cuti akademik diketahui oleh pimpinan Fakultas/Pascasarjana
kemudian diajukan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.

Selama cuti akademik mahasiswa tidak diwajibkan membayar Uang Kuliah (UK).
Permohonan cuti diajukan paling lambat 2 (dua) minggu awal perkuliahan pada semester
berjalan.

Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menempuh dua semester, kecuali
untuk kondisi darurat yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan
perkuliahan.

Apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi ulang dan tidak mengajukan cuti
akademik, maka yang bersangkutan dinyatakan non-aktif dan masa selama non-aktif
diperhitungkan dalam masa studi.

Bagian Kelima
Evaluasi Proses Pembelajaran

Paragraf 1
Penentuan Prestasi Angka Mutu, Nilai Huruf, dan Nilai Bobot

Pasal 45

Penentuan prestasi untuk seorang mahasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata
kuliah ditentukan berdasarkan hasil kuis, ujian, praktikum, dan/atau tugas lain yang
mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Penentuan prestasi suatu mata kuliah dinyatakan dengan:

a. Angka mutu;

b. Nilai huruf;

c. Nilai bobot.

Pasal 46

Angka mutu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a
mempunyai rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Penentuan nilai huruf mata kuliah dan nilai bobot ditentukan berdasarkan klasifikasi
angka mutu sebagai berikut:
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Tabel 4. Nilai Bobot Mata kuliah Berdasarkan Angka Mutu

Angka Mutu (AM) Nilai Bobot (NB) Nilai Huruf (NH)

0<AM <40 0,0 E
40 < AM <50 1,0
50 < AM <60 1,5 P
60 < AM <65 2,0
65 < AM <70 2,5 ¢
70 < AM <75 3,0
75< AM <80 3,5 b

80< AM <100 4,0 A

Pasal 47

Mata kuliah yang mempunyai angka mutu rata-rata <60 (lebih kecil dari 60), maka
penentuan nilai hurufnya adalah sebagai berikut:

Diagram untuk ¥ < 60

E D C B

I I I
1,5SB X +25B

Gambear 1. Penentuan Nilai Huruf Mata kuliah dengan Angka Mutu Rata-rata < 60

a. Nilai huruf B: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih besar
atau sama dengan angka mutu rata-rata ditambah (+) dua simpangan baku (2 SB).

b. Nilai huruf C: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih besar
atau sama dengan angka mutu rata-rata akan tetapi lebih kecil dari angka mutu rata-
rata ditambah (+) dua simpangan baku (2 SB).

c. Nilai huruf D: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih kecil dari
angka mutu rata-rata, tetapi lebih besar dari angka mutu rata-rata dikurang (-) satu
setengah simpangan baku (1,5 SB).

d. Nilai huruf E: diberikan kepada mereka yang mempunyai angka mutu lebih kecil dari
angka mutu rata-rata dikurang (-) satu setengah simpangan baku (1,5 SB).

Paragraf 2
Pemberian Nilai Mata Kuliah

Pasal 48

(1) Setiap mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa dalam satu semester wajib diberi
nilai.
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(2)

Pemberian nilai mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada
salah satu skema berikut ini:

Tabel 5. Acuan Persentase Pemberian Nilai Mutu

Kognitif Psikomotorik
I 20 40 20 10 10
II 30 40 20 10
111 45 45 10
vV 40 50 10
\Y 30 40 20 10
VI 40 50 10
VII 50 10 30 10
VIII 60 30 10

®)

Untuk mata kuliah yang dilengkapi praktikum atau tugas-tugas lain sesuai RPS, maka
apabila seorang mahasiswa tidak lulus praktikum atau tidak menyelesaikan tugas-tugas
lain yang dimaksud, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus mata kuliah
yang bersangkutan.

Pasal 49

Dosen Pengampu Mata Kuliah (DPMK) dan Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah
(TDPMK) wajib menentukan satu di antara Skema Penilaian mata kuliah yang diampu
seperti ditetapkan pada Pasal 48 Ayat (2);

DPMK wajib memasukkan nilai melalui portal akademik/Sistem Informasi Akademik
(SIA) sesuai dengan Skema Penilaian yang telah dipilih dan menyerahkan Daftar Hadir
Ujian mata kuliah yang diasuhnya ke Sub-Bagian Akademik Fakultas paling lambat satu
minggu setelah masa ujian berakhir;

Anggota TDPMK wajib memasukan nilai yang menjadi bagian tanggungjawabnya
masing-masing melalui portal akademik/Sistem Informasi Akademik (SIA) sesuai
dengan Skema Penilaian yang telah disepakati oleh TDPMK, dan anggota TDPMK yang
melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS) bertanggungjawab menyerahkan Daftar
Hadir Ujian mata kuliah ke Sub-Bagian Akademik Fakultas paling lambat satu minggu
setelah masa ujian berakhir;

Jika nilai akhir suatu mata kuliah belum dimasukkan melalui portal akademik oleh
DPMK ataupun TDPMK sampai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) dan (3), maka Wakil Dekan Fakultas/Wakil Direktur
Pascasarjana berwenang memberikan nilai 70 (B) kepada semua mahasiswa peserta mata
kuliah tersebut dengan memperhatikan realisasi pelaksanaan rencana pembelajaran.
Hasil evaluasi masing-masing komponen penilaian setiap mata kuliah sesuai dengan

Skema Penilaian yang dipilih dapat diketahui oleh peserta kuliah melalui Portal
Akademik.
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Pasal 50

Perbaikan angka mutu suatu mata kuliah harus tercantum dalam KHS.

Sub-Bagian Akademik Fakultas memvalidasi nilai akhir mata kuliah melalui validasi
tahap pertama dan validasi tahap kedua dengan rentang waktu maksimal 5 (lima) hari
kerja.

Mahasiswa berhak mengajukan keberatan atas nilai akhir yang diperoleh kepada Dosen
Pengampu mata kuliah dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dosen Pengampu berhak dan berkewajiban melakukan verifikasi dan revisi nilai
mahasiswa yang mengajukan keberatan dan menyampaikan hasilnya kepada Koordinator
TDPMK dan Koordinator TDPMK meneruskan ke Sub-Bagian Akademik Fakultas.
Setelah validasi tahap akhir nilai akhir mata kuliah tidak dapat direvisi oleh siapapun.
Fakultas menerbitkan KHS semester sesuai dengan kalender akademik Unmul.

Pasal 51

Mahasiswa Pascasarjana yang memiliki angka mutu < 70 dapat diberikan ujian perbaikan
untuk mencapai angka mutu maksimal 70 yang hanya dapat dilaksanakan 1 (satu)
kali pada semester yang sama.

Pelaksanaan ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Dosen Pengampu mata kuliah yang bersangkutan dengan surat pengantar dari
Koordinator Program Studi.

Paragraf 3
Indeks Prestasi (IP)

Pasal 52

Penilaian keberhasilan akademik mahasiswa didasarkan pada nilai bobot rata-rata atau
Indeks Prestasi (IP).
Indeks Prestasi dibedakan atas Indeks Prestasi Semester (IP-Semester) dan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK).
IP-Semester dan IPK dihitung dari mata kuliah yang tertulis dalam KRS, kecuali untuk
mata kuliah yang termasuk dalam kelompok kegiatan akhir akademik yang belum
memiliki nilai.
IP Semester dan IPK ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

=1 Ki X N;

mn Kl

i=1

IP =

Keterangan:
N = Nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;
K

n

Besar sks masing-masing mata kuliah;

Jumlah mata kuliah yang telah ditempuh.
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Contoh Perhitungan IP adalah seperti ilustrasi berikut ini: Apabila seorang mahasiswa
yang telah menempuh 3 semester dengan perincian mata kuliah dengan bobot kredit
(sks) dan angka mutu yang diperoleh seperti disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Mata kuliah dengan Bobot Kredit (SKS) dan Angka Mutu Seorang
Mahasiswa

Mata | Bobot | Angka | Nilai Nilai
Semester | Kuliah | Kredit | Mutu | Bobot Huruf
A 3 85 4,00 A
I B 2 77 3,50 B
C 3 68 2,50 C
D 4 72 3,00 B
I E 3 50 1,50 D
F 4 25 0,00 E
G 3 83 4,00 A
H 4 69 2,50 C
- I 3 75 3,50 B
] 4 57 1,50 D
K 3 82 4,00 A
IP Semester I = (3><4,oo)+(2><83,50)+(3><2,5) _ 26:0 ~ 331
IP Semester I = (X300+(BX150)+(4X0,00)+(3x4,00) _ 2850 _ 2,04
14 14
IP Semester [[[= (X29+(3X350)+(4x1,5)+(3x4,00) _ 3850 _ 2.27
14 14
IP Kumulatif = 2850+2850+3850 _ 9550 _ 265
8+14+14 36
Paragraf 4

(1)
2)

Evaluasi Keberhasilan Studi

Pasal 53

Jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus dan IPK dipakai sebagai dasar evaluasi
keberhasilan studi seorang mahasiswa Program Vokasi dan Sarjana;

Evaluasi Keberhasilan Studi mahasiswa dilakukan di Fakultas pada akhir tahun
pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, dan akhir masa studi maksimal Program
Vokasi dan Sarjana.

Evaluasi Keberhasilan Studi minimal mahasiswa pada akhir tahun pertama, akhir
tahun kedua, dan akhir tahun ketiga dilakukan oleh Fakultas untuk menentukan seorang
mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi bila memenubhi syarat sebagai berikut:
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Tabel 7. Syarat Evaluasi Kemajuan Studi Minimal Mahasiswa

. Jenjang
Evaluasi

Vokasi (D3) Sarjana (S1)
Akhir Tahun SKS :24 SKS :24
Pertama IPK :2,00 IPK :2,00
Akhir Tahun SKS :48 SKS :48
Kedua IPK :2,00 IPK :2,00
Akhir Tahun SKS :72
Ketiga IPK :2,00

Mahasiswa yang gagal memenuhi persyaratan kemajuan studi minimal sebagaimana
dipersyaratkan pada ayat (3) diberikan 3 (tiga) pilihan, yaitu:

a. Mengundurkan diri secara sukarela;

b. Mengajukan permohonan pindah ke perguruan tinggi lain;

c. Diberhentikan.

Mahasiswa tidak aktif selama 3 (tiga) semester berturut-turut dikeluarkan dari Unmul.
Apabila masa studi maksimal yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi maka
mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan dari Unmul.

Hasil Evaluasi Keberhasilan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan
kepada Rektor.

Pasal 54

Persyaratan kelulusan Program Vokasi adalah sebagai berikut:

a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program
Studi yang bersangkutan dengan IPK > 2,00 tanpa nilai huruf E;

b. Lulus Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT) atau TOEFL Prediction
yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 400;

c. Telah lulus ujian tugas akhir; dan

d. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing.

Persyaratan kelulusan Program Sarjana adalah sebagai berikut:

a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program
Studi bersangkutan dengan IPK > 2,00 tanpa nilai huruf E;

b. Lulus Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT) atau TOEFL Prediction
yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 425;

c. Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan dan telah
disetujui oleh Pembimbing;

d. Telah lulus ujian skripsi; dan

e. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing,.

Pasal 55

Evaluasi Keberhasilan Studi mahasiswa Profesi ditetapkan dan dilaksanakan oleh
Fakultas.
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(2) Persyaratan kelulusan Program Profesi adalah sebagai berikut:

a.

Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi
bersangkutan dengan nilai huruf minimal B;

IPK = 3,00;

Lulus Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT) atau TOEFL prediction
yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 450;

. Lulus ujian kompetensi profesi; dan

Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.

Pasal 56

Evaluasi Keberhasilan Studi mahasiswa Pascasarjana ditetapkan dan dilaksanakan oleh

Fakultas atau Pascasarjana.

Apabila masa studi maksimal yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi maka

mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan dari Unmul.

Hasil Evaluasi Keberhasilan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Rektor.
Persyaratan kelulusan Program Magister (S2) adalah sebagai berikut:

a.

e.

f.

Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi
bersangkutan dengan nilai huruf minimal C;

IPK = 3,00;

Lulus Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT) atau TOEFL Prediction
yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 475;

. Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional

terakreditasi atau diterima untuk dipublikasikan di jurnal internasional;
Lulus ujian tesis; dan
Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/ Pascasarjana.

Persyaratan kelulusan Program Doktor adalah sebagai berikut:

a.

Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi
yang bersangkutan dengan nilai huruf minimal B;

IPK > 3,25;

Lulus Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT) atau TOEFL prediction
yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal >525;

. Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah

internasional yang bereputasi dan diakui oleh Kemenristekdikti;

e. Lulus ujian terbuka disertasi; dan

Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/ Pascasarjana.
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Bagian Keenam
Bentuk-bentuk Kegiatan Akhir Akademik

Pasal 57

Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa
Pendidikan Vokasi adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Laporan Tugas Akhir.
Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa
Pendidikan Akademik Program Sarjana (S1) adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN), Seminar,
dan Skripsi.

Bentuk-bentuk kegiatan akademik lainnya yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa
Pendidikan Akademik Program Sarjana (S1) yang ditetapkan oleh Fakultas masing-
masing antara lain Program Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL)/ (PLP)/Magang/Pengalaman Belajar Lapangan (PBL).

Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap Pendidikan
Profesi adalah Laporan Praktik Kerja dan Ujian Kompetensi Profesi.

Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap Program
Spesialis adalah Ujian Kompetensi dan Tugas Akhir Spesial.

Bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa
Pendidikan Akademik Program Magister (52) adalah Seminar/Konferensi Nasional dan
Tesis.

Bentuk-bentuk kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa
Pendidikan Akademik Program Doktor (S3) adalah seminar/konferensi Internasional,
dan Disertasi.

Paragraf 1
English Proficiency Test (EPT) Universitas Mulawarman

Pasal 58

English Proficiency Test (EPT) atau Kemampuan Berbahasa Inggris dapat dibuktikan
melalui test yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Unmul, baik dalam bentuk
Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT) ataupun Test of English as a
Foreign Language (TOEFL) Prediction, yang dapat dilakukan secara luring dan/atau dalam
kondisi tertentu dapat diselenggarakan secara daring.

MU-EPT adalah model test kemampuan Bahasa Inggris yang dikembangkan oleh
Universitas Mulawarman sendiri dengan menyesuaikan kondisi peserta didik dan tetap
memperhatikan kesetaraan kualitas test dengan TOEFL, tetapi hanya untuk keperluan
internal atau persyaratan kelulusan mahasiswa Universitas Mulawarman.

TOEFL Prediction adalah model test yang secara substansi merujuk kepada TOEFL yang
berlaku di dunia internasional, akan tetapi utamanya hanya digunakan untuk kebutuhan
pemenuhan persyaratan kelulusan mahasiswa Universitas Mulawarman atau kebutuhan
tertentu yang dimungkinkan lainnya.

Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dari institusi bereputasi/terpercaya di luar UPT
Bahasa Unmul dimungkinkan untuk mendapatkan pengakuan atau penyetaraan
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penilaian dari UPT Bahasa Unmul sepanjang memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan.

Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris yang diterbitkan dari UPT Bahasa Unmul
berlaku selama masa studi mahasiswa pada satu jenjang studi tertentu.

Sehubungan dengan Butir (5) di atas, maka diharapkan kepada seluruh Fakultas dan
Program Pascasarjana untuk meminta mahasiswanya melaksanakan EPT di UPT Bahasa
Unmul sejak awal Semester yang ditempuh agar dapat menyelesaikan studinya tepat
waktu.

Sertifikat kemampuan Berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh instansi lainnya yang
telah diakui oleh UPT Bahasa Unmul hanya berlaku sesuai masa yang tertera dalam
Sertifikat atau masa berlakunya secara umum.

Pemalsuan skor dan/atau sertifikat EPT/English Proficiendy Test, baik yang diterbitkan
oleh UPT Bahasa Unmul maupun instansi lainnya, untuk digunakan dalam rangka
persyaratan penerimaan mahasiswa atau kelulusan/wisuda, merupakan pelanggaran
akademik yang dapat dikenai sanksi ringan hingga berat.

Pengenaan sanksi dalam Butir (8) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unmul atau
berdasarkan hasil keputusan Senat Universitas Mulawarman, atau jika tidak ada pilihan
lainnya dapat diproses melalui jalur hukum.

(10) Seluruh persyaratan untuk penetapan sertifikat institusi lain yang dapat diakui,

persyaratan untuk verifikasi dan validasi ataupun Standard Operasional Prosedur (SOP)
yang dibutuhkan lebih lanjut disiapkan oleh UPT Bahasa Unmul dan diusulkan ke/guna
mendapatkan keputusan dari Rektor Universitas Mulawarman.

(11) Mahasiswa yang mengikuti program berdasarkan Rekognisi Pembelajaran Lampau

(1)

2)

1)

(RPL) di lingkungan Universitas Mulawarman dan/atau menghadapi kondisi tertentu
yang sangat mendesak dapat dibebaskan/diringankan/ditunda sepanjang mengajukan
permohonan dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Universitas.

Paragraf 2
Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Magang dan
Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)

Pasal 59

Mahasiswa yang boleh mengikuti kegiatan PKL/PPL adalah mahasiswa yang telah
menempuh sekurang-kurangnya 75 SKS dari total SKS tanpa nilai huruf E dengan > IPK
2,00.

Panduan pelaksanaan PKL/PPL, Magang dan PBL diatur dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pasal 60
KKN diselenggarakan oleh LP2M.
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KKN dapat dilaksanakan pada lokasi yang sama/berdekatan dengan PKL/PPL secara
berurutan untuk mahasiswa yang memprogramkan kegiatan tersebut secara bersamaan.
KKN dengan beban 3 SKS merupakan mata kuliah yang menjadi salah satu syarat
Program Sarjana.

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan KKN adalah mahasiswa yang telah menempuh
mata kuliah 2110 SKS termasuk mata kuliah yang sedang ditempuh pada semester
berjalan, dengan mata kuliah yang telah ditempuh mempunyai IPK >2,00.

Panduan pelaksanaan KKN diatur dalam Keputusan Rektor.

Panduan pelaksanaan KKN yang bersamaan dengan PKL/PPL diatur dalam Keputusan
Rektor.

Fakultas dapat menyelenggarakan bentuk-bentuk kegiatan lain yang disetarakan dengan
KKN, dengan nama yang sama (KKN) atau nama lainnya.

Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan KKN harus selalu dikoordinasikan dengan
LP2M.

Bentuk-bentuk kegiatan lain yang diselenggarakan Kementerian/lembaga atau instansi
lainnya memungkinkan untuk disetarakan dengan KKN dengan memenuhi persyaratan
tertentu.

Ketentuan mengenai penyetaraan kegiatan atau program mahasiswa menjadi KKN diatur
dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 4
Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 61

Tujuan utama menyusun Tugas Akhir adalah melatih mahasiswa jenjang Program Vokasi
dalam membuat tinjauan pustaka, melakukan pengamatan, dan menulis laporan yang
bersifat ilmiah.

Tugas Akhir disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Tugas Akhir
yang berlaku pada Fakultas di lingkungan Unmul.

Syarat mahasiswa boleh menyusun Tugas Akhir adalah setelah memenuhi > 75% dari
total sks, tanpa nilai E dengan IPK >2,00.

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mengajukan judul rencana Tugas Akhir kepada Koordinator Program Studi.

Pasal 62

Tugas Akhir dibimbing oleh 1 (satu) dosen pembimbing.

Pembimbing Tugas Akhir diusulkan oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi
kepada Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pembimbing Tugas Akhir bertanggung jawab atas bobot dan mutu Tugas Akhir.
Persyaratan dan kewenangan seorang Dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir diatur
seperti pada Pasal 70.
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Pasal 63

Tujuan utama menyusun skripsi adalah untuk melatih mahasiswa Program Sarjana
membuat tinjauan pustaka, merencanakan penelitian, melakukan pengamatan dan
pengumpulkan data, menganalisis data, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah.
Skripsi disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Skripsi yang berlaku
pada Fakultas di lingkungan Unmul.

Mahasiswa Program Sarjana dapat mengusulkan judul rencana penelitian Skripsi pada
awal semester VI dan telah lulus 275% dari total SKS dengan IPK = 2,00, serta memenuhi
persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mengajukan judul rencana penelitian Skripsi kepada Koordinator Program Studi.

Pasal 64

Skripsi dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) Dosen Pembimbing, dengan ketentuan
Pembimbing I adalah Dosen Jurusan/Program Studi dan Pembimbing II dapat berasal
dari luar Program Studi di lingkungan Unmul yang memenubhi syarat

Pembimbing Skripsi diusulkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi kepada
Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pembimbing Skripsi bertanggung jawab atas bobot dan mutu Skripsi.

Persyaratan dan kewenangan seorang Dosen sebagai Pembimbing Skripsi diatur seperti
pada Pasal 70.

Pasal 65

Tujuan utama menyusun tesis adalah mengaplikasikan konsep-konsep keilmuan sesuai
dengan disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam;

Tesis disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Tesis yang berlaku pada
Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unmul.

Mahasiswa Program Magister dapat mengusulkan judul rencana penelitian dan calon
pembimbing kepada Koordinator Program Studi setelah menempuh minimal 1 (satu)
semester dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 66

Tesis dibimbing oleh 2 (dua) Dosen Pembimbing dengan ketentuan Pembimbing I adalah
dosen Program Studi dan Pembimbing II dapat berasal dari luar Program Studi yang
memenuhi syarat.

Pembimbing Tesis diusulkan oleh Koordinator Program Studi kepada Dekan/Direktur
Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.

Pembimbing Tesis bertanggung jawab atas bobot dan mutu Tesis.

Persyaratan dan kewenangan seorang dosen sebagai Pembimbing Tesis diatur seperti pada
Pasal 70.
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Pasal 67

Tujuan utama menyusun disertasi adalah mengembangkan konsep-konsep keilmuan
sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam dan fokus.

Disertasi disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Disertasi yang
berlaku pada Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unmul.

Mahasiswa Program Doktor mengusulkan judul rencana penelitian dan calon Promotor
Utama dan Co-Promotor kepada Koordinator Program Studi paling lambat pada akhir
semester pertama.

Pasal 68

Disertasi dibimbing oleh 3 (tiga) orang Promotor dengan ketentuan 1 (satu) orang
Promotor Utama adalah dosen Program Studi dan 2 (dua) orang Co-Promotor dapat
berasal dari luar Program Studi yang memenubhi syarat.

Promotor untuk Program Doktor (S3) diusulkan oleh Koordinator Program Studi
kepada Dekan/ Direktur Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.

Promotor bertanggung jawab atas bobot dan mutu Disertasi.

Pasal 69

Promotor Utama bertanggung jawab atas proses pembimbingan mahasiswa untuk
menyusun Disertasi dan tidak dibenarkan untuk menyerahkan proses pembimbingan
sepenuhnya Co-Promotor I, atau Co-Promotor IL

Co-Promotor wajib membantu dan mendukung tugas Promotor Utama dalam
upaya mewujudkan Disertasi yang memiliki bobot dan mutu tinggi. Apabila terdapat
perbedaan pendapat, Tim Promotor dapat saling berkoordinasi.

Paragraf 5
Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan
Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 70

Syarat, kewenangan dan tanggungjawab Pembimbing dan Promotor sesuai dengan ketentuan
pada Tabel 8.

Tabel 8. Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan
Pembuatan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

No Jabatan Pendidikan Tugas Akhlr/ Tesis | Disertasi
Skripsi

. . Magister M - -
1. Asisten Ahli Doktor M B .
Magister M - -
2 Lektor Doktor M M B
Magister M - -

3. Lektor Kepala Doktor M M B/ M
4. Guru Besar Doktor M M M
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Keterangan:

M
B
M*

= Melaksanakan tugas secara mandiri

= Membantu melaksanakan tugas

= Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya
ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain (Buku
dan/atau KI) yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat Unmul.

Paragraf 6
Kewajiban dan Kewenangan Jurusan/Program Studi Dalam
Proses Pembimbingan

Pasal 71

Jurusan/Program Studi wajib memantau dan mendokumentasikan keberlanjutan kegiatan
konsultasi melalui Dosen Pembimbing setiap 3 (tiga) bulan.

Jurusan/Program Studi wajib untuk mengadakan rapat Dosen Pembimbing setiap 3
(tiga) bulan guna menindaklanjuti hasil-hasil pemantauan.

Jurusan/Program Studi berwenang untuk mengusul penggantian pembimbing apabila
pembimbing dan mahasiswa tidak melakukan konsultasi TA/Skripsi/Tesis/Disertasi
minimal 3 (tiga) bulan.

Dalam hal mahasiswa yang sudah mendapat pembimbing/promotor tidak segera
melakukan konsultasi bimbingan, maka Jurusan/Program Studi harus memberikan
peringatan dan memberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan/ketentuan di fakultas/
pascasarjana;

Fakultas/Pascasarjana dapat melakukan penggantian Dosen Pembimbing/Promotor
Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi berdasarkan usulan Jurusan/ Program Studi.

Paragraf 7
Seminar dan Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 72

Penilaian Tugas Akhir dilakukan dalam bentuk seminar dan sidang ujian Tugas Akhir.
Seminar Tugas Akhir dilaksanakan 1 (satu) kali yaitu seminar proposal yang dihadiri oleh
Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan peserta sesuai ketentuan masing-masing Fakultas.
Ujian Tugas Akhir dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang penguji yang terdiri atas satu orang
Dosen Pembimbing dan dua orang Dosen Penguji.

Proporsi penilaian ujian Tugas Akhir adalah 60% untuk Pembimbing dan 40% untuk Dosen
Penguji.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedure (SOP) di tingkat Fakultas.

Pasal 73

Penilaian Skripsi dilakukan dalam bentuk seminar dan sidang ujian skripsi.
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Seminar Skripsi dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu seminar proposal dan seminar hasil yang
dihadiri oleh Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan peserta sesuai ketentuan masing-
masing Fakultas.

Ujian Skripsi dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang penguji yang terdiri atas satu orang
Dosen Pembimbing dan dua orang Dosen Penguji.

Proporsi penilaian ujian Skripsi adalah 60% untuk Pembimbing dan 40% untuk Dosen
Penguji.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Skripsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedure (SOP) di tingkat Fakultas.

Pasal 74

Ujian Tesis dihadiri minimal 4 (empat) orang Penguji dan ujian Disertasi dihadiri
minimal 5 (lima) orang Penguji.

Kedudukan Pembimbing adalah sebagai penguji dalam ujian Tesis.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Tesis dan Disertasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedure (SOP) di tingkat
Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 75

Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi diadakan untuk mengevaluasi
kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan karya ilmiahnya dan pengetahuan
keilmuan yang dipelajari.

Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi dapat dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Pembimbing/Promotor dan telah memenuhi semua persyaratan
administrasi akademik lain yang ditentukan.

Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi wajib diadakan secara formal, terjadwal,
dan dalam ruang sidang tertutup.

Ujian Terbuka wajib dilaksanakan bagi mahasiswa Program Doktor setelah dinyatakan
lulus pada ujian tertutup.

Paragraf 8
Keabsahan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 76

Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang telah diujikan dapat diterima

apabila memenuhi persyaratan berikut:

a. Formatnya sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku pada Fakultas/Program
Profesi/Pascasarjana di lingkungan Unmul; dan

b. Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Perbaikan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang telah diujikan wajib

diselesaikan maksimal 2 (dua) bulan setelah ujian.

Mahasiswa yang terlambat menyelesaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), kelulusan ujiannya dibatalkan dan wajib menempuh ujian kembali.
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Setiap Skripsi, Tesis, dan Disertasi wajib disertai:

a. Lembar pernyataan keaslian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi; dan

b. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing/Promotor dan Dekan
Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.

c. Telah dinyatakan mempunyai hasil uji plagiat menggunakan plagiarism checker
(Authenticate, Turnitin, atau Grammarly) dengan tingkat kesamaan dengan pustaka
lain sesuai dengan Surat Edaran Rektor Nomor 3183/UN17/DT/2019 tentang SOP
Validasi Artikel dan Karya Ilmiah Mahasiswa.

Bagian Ketujuh
Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan

Paragraf 1
Tata Tertib Umum

Pasal 77

Sivitas akademika wajib bertingkah laku sopan di lingkungan kampus Unmul.

Sivitas akademika wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan
Unmul.

Sivitas akademika wajib menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan dan kebersihan serta
menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kampus baik secara individu maupun
kelompok.

Sivitas akademika yang akan melakukan kegiatan di lingkungan fakultas di luar jam kerja
kantor wajib mendapat izin tertulis dari pimpinan Fakultas, sedangkan untuk kegiatan
di luar Fakultas tapi masih di lingkungan kampus Unmul atau di luar kampus wajib
mendapat izin tertulis dari pimpinan Universitas.

Pimpinan Universitas hanya akan memberikan izin kegiatan di luar kampus bagi sivitas
akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang telah diprogramkan secara
institusional dan aktivitas kemahasiswaan yang tidak melibatkan mahasiswa baru, baik
dalam rangka aktivitas minat, bakat, penalaran, maupun kesejahteraan mahasiswa;
Pimpinan Universitas melarang aktivitas kemahasiswaan di luar kampus dengan bentuk
kaderisasi, outbond, latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa, pengenalan
lapangan, temu alumni, dan lainnya dengan pelibatan mahasiswa baru (Semester I dan
IT) sebagai peserta;

Kegiatan di dalam kampus akan diijinkan dari pukul 07.30 hingga pukul 22.00 WITA.
Sivitas akademika tidak diperkenankan mengenakan sandal, celana robek, rok mini, celana
pendek, berambut gondrong bagi laki-laki, berdandan/berpenampilan tidak layak/
berlebihan pada jam kerja di dalam lingkungan kampus, terkecuali untuk kepentingan
ekspresi dan penciptaan karakter dalam seni.

Sivitas akademika harus bersikap sopan dan santun serta saling menghormati terhadap
sesama mahasiswa, staf administrasi, Dosen, dan pimpinan Perguruan Tinggi.
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(10) Sivitas akademika dilarang melakukan penghinaan, terhadap mahasiswa, tenaga

kependidikan, Dosen dan/atau pimpinan lembaga Perguruan Tinggi.

(11) Sivitas akademika dilarang melakukan perbuatan tercela/asusila yang mencemarkan

nama baik Universitas.

(12) Sivitas akademika dilarang melakukan ancaman, teror, intimidasi, korupsi, kolusi,

nepotisme, minum minuman keras, menganggu kehidupan kampus dan proses belajar
mengajar, memakai dan mengedar narkoba, membawa dan mempergunakan senjata tajam,
memeras, berkelahi, menipu, merusak, mencuri, berjudi, menggelapkan, dan
menyalahgunakan fasilitas kampus dan/atau melakukan tindak pidana lainnya.

(13) Mahasiswa dilarang memalsukan data akademik, tanda tangan Dosen, dan tanda tangan

pejabat dan/atau dosen di lingkungan Unmul.

(14) Mahasiswa dilarang memanipulasi data Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi atau

Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

(15) Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan pengaturan nilai mata kuliah,

manipulasi data, dan jual beli Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Paragraf 2
Tata Tertib Perkuliahan dan Praktikum

Pasal 78

Perkuliahan dan praktikum wajib dilaksanakan di kampus Unmul atau di tempat lain yang
disetujui oleh Rektor / Dekan / Direktur Pascasarjana.

Kuliah dan praktikum serta kegiatan lainnya dalam program pendidikan dilakukan
sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor Unmul.

Jadwal kuliah dan praktikum serta kegiatan program Pendidikan ditetapkan oleh masing-
masing Fakultas dan Pascasarjana dengan berpedoman pada kalender akademik Unmul.
Dosen dan mahasiswa harus hadir di tempat kegiatan perkuliahan, praktikum, atau
kegiatan program pendidikan lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum
kegiatan dilaksanakan.

Dosen dan mahasiswa wajib mengisi atau menanda-tangani daftar hadir setiap
mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan kegiatan pendidikan lainnya.

Paragraf 3
Tata Tertib Ujian Mata Kuliah

Pasal 79

Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian mata kuliah adalah untuk mengukur:

a. Pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang telah
disajikan selama satu semester;

b. Pencapaian sasaran pembelajaran yang disajikan oleh Dosen Pengasuh mata kuliah
tertentu; dan

c. Pemberian nilai hasil belajar kepada mahasiswa peserta mata kuliah.
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Ujian mata kuliah dilaksanakan di kampus Unmul atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Fakultas/Pascasarjana sesuai kalender akademik.

Mahasiswa peserta ujian mata kuliah wajib membawa KRS dan jika mahasiswa tidak
membawa KRS maka tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah.

Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir sesuai dengan nama yang tercantum.
Mahasiswa wajib berlaku sopan kepada pengawas ujian dan menjaga ketertiban serta
ketenangan selama ujian berlangsung.

Mahasiswa dilarang mengerjakan ujian atas nama orang lain.

Dosen Pengampu dan Pengawas Ujian wajib hadir saat pelaksanaan ujian,
menandatangani daftar hadir, dan mengisi berita acara ujian.

Mahasiswa yang tidak ikut ujian dengan alasan sakit atau musibah atau menjalankan
ibadah harus memperoleh Surat Keterangan Dokter atau surat keterangan lain dan
diserahkan kepada Koordinator Program Studi.

Pada pelaksanaan Ujian Mata Kuliah secara daring, ketidak ikutan/kegagalan
penyelesaian keikutsertaan dalam ujian akibat gangguan teknis yang dialami, harus
dapat dibuktikan dan diterima oleh Dosen mata kuliah.

(10) Koordinator Program Studi dapat meminta dosen mata kuliah untuk memberi

kesempatan ujian susulan bagi mahasiswa yang dimaksud pada ayat (8) sebelum batas
waktu memasukan nilai akhir sesuai dengan kalender akademik.

Bagian Kedelapan
Hak Lulusan Vokasi, Sarjana, Profesi, Pascasarjana

Pasal 80

Setiap lulusan Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Mulawarman berhak
mendapatkan Jjazah, Gelar, dan Transkrip Akademik,

Khusus bagi lulusan Sarjana disamping hak yang diperoleh pada butir (1) juga berhak
mendapatkan Surat Keterangan Pendamping ljazah (SKPI).

Setiap lulusan Profesi berhak mendapatkan Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi,

[jazah ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dan Rektor, serta
diserahkan saat pelaksanaan Wisuda

Gelar sesuai dengan jenjang studi dan bidang keahlian sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan tercantum di dalam ljazah atau Sertifikat

Transkrip Akademik dan SKPI ditandatangani oleh Wakil Pimpinan Fakultas/Program
Pascasarjana Bidang Akademik (atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan) dan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana, serta diserahkan pada
saat Yudisium
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Bagian Kesembilan

Yudisium dan Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan

Pascasarjana

Paragraf 1

Yudisium Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana

Pasal 81

Yudisium Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana, dilaksanakan di Fakultas

masing-masing dan untuk Program Pascasarjana yang lintas bidang ilmu dilaksanakan

oleh Pascasarjana.

Yudisium sebagaimana pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) kali setahun atau disesuaikan

dengan frekuensi wisuda.

Predikat kelulusan terdiri atas 4 (empat) tingkat yaitu Cukup, Memuaskan, Sangat

Memuaskan, dan Dengan Pujian (Cum Laude), yang dinyatakan pada ijazah dan transkrip

akademik lulusan.
IPK sebagai dasar
sebagai berikut:
a. IPK 2,00 - 2,75
b. IPK 2,76 - 3,00
c. IPK 3,01 -3,50
d. IPK > 3,50

IPK sebagai dasar
Magister, Magister
berikut:

a. IPK 3,00 - 3,50
b. IPK 3,51 - 3,75
c. IPK>3,75

penentuan predikat kelulusan Program Vokasi dan Sarjana adalah

: Cukup;

: Memuaskan;

: Sangat Memuaskan

: Dengan Pujian (Cum Laude), jika mahasiswa dapat menyelesaikan masa

studi tidak melampaui n + 1 semester (n = 2 semester untuk D1, n =
4 semester untuk D2, n = 6 semester untuk D3, n = 8 semester untuk
D4 dan Sarjana), tidak pernah mengulang mata kuliah dan tanpa nilai
C, semua mata kuliah ditempuh di Unmul, dan memperoleh
sertifikat Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT)
atau TOEFL Prediction yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul, serta
dan tidak pernah mendapat hukuman atas pelanggaran etika di
Unmul selama menjadi mahasiswa.

penentuan predikat kelulusan untuk Program Profesi, Spesialis,
Terapan, Doktor, dan Program Doktor Terapan adalah sebagai

: Memuaskan;
: Sangat Memuaskan;
: Dengan Pujian (Cum Laude), jika mahasiswa tidak pernah mengulang

mata kuliah dan tanpa nilai C, dan dapat menyelesaikan masa studi
tidak melampaui n + 1 semester {n = 4 semester (atau sesuai bidang
keahlian) untuk Profesi, Spesialis, Magister, Magister Terapan, n = 6
semester untuk Doktor dan Doktor Terapan}, dan memperoleh
sertifikat Mulawarman University English Proficiency Test (MU-EPT)
atau TOEFL Prediction yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul, serta
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tidak pernah mendapat hukuman atas pelanggaran etika di Unmul
selama menjadi mahasiswa.
Data kelulusan dalam setiap Yudisium pada setiap periode wisuda diserahkan oleh
fakultas ke BAK paling lambat 2 (dua) minggu sebelum wisuda guna proses lebih lanjut.

Paragraf 2
Sumpah Profesi

Pasal 82

Sumpah Profesi dilaksanakan oleh Fakultas yang menyelenggarakan Program Profesi
sebelum wisuda berdasarkan kesepakatan dengan Asosiasi Profesi.

Persyaratan dan Prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Fakultas.

Paragraf 3
Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana

Pasal 83

Peserta Wisuda wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas
Mulawarman dan diumumkan secara detil dalam bentuk Standard Operational Prosedur
(SOP)

Wisuda dilaksanakan secara luring, dan dalam kondisi yang memaksa dapat
dilaksanakan secara daring atau kombinasi luring dan daring.

Upacara wisuda dapat dihadiri oleh keluarga besar Unmul dan undangan.

Para wisudawan/wati dan Anggota Senat Unmul mengenakan busana akademik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, undangan lainnya sebagai tertera dalam undangan.
Pendaftaran untuk ikut dalam wisuda diterima oleh BAK paling lambat 2 (dua) minggu
sebelum acara wisuda.

Wisuda diselenggarakan 4 (empat) kali setahun yaitu Maret, Juni, September,
Desember dan bilamana perlu dilaksanakan wisuda tambahan yang waktunya akan
ditentukan oleh Rektor.

Lulusan yang tidak mengikuti wisuda pada kesempatan pertama dapat mengikuti wisuda
pada kesempatan berikutnya.

Setiap wisudawan/wati yang telah mengikuti wisuda akan mendapatkan Ijazah atau
Sertifikat sebagimana ketentuan yang berlaku.

Lulusan yang tidak mengikuti wisuda karena alasan yang dapat dipertanggung- jawabkan
dapat memperoleh ijazah dan sertifikat di BAK setelah memenuhi persyaratan
administrasi wisuda serta mengajukan permohonan kepada Rektor.

(10) Disamping ljazah yang ditulis dalam Bahasa Indonsia, ljazah berbahasa Inggris hanya

diberikan kepada lulusan yang memiliki sertifikat MU-EPT/TOEFL Prediction yang
memenuhi persyaratan skor minimal kelulusan sesuai jenjang studi dan diakui oleh UPT
Bahasa Unmul.

(11) Wisudawan/wati terbaik jenjang studi Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana untuk tingkat

universitas di setiap wisuda diajukan calonnya oleh masing-masing fakultas dan oleh

universitas dipilih salah satu yang tertinggi kinerjanya berdasarkan pertimbangan kriteria,

sebagai berikut:

a. DPredikat tertinggi yang diraih pada setiap jenjang pendidikan (diutamakan “Dengan
Pujian” /cum-laude).
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b. Masa penyelesaian studi tercepat pada setiap jenjang pendidikan; dan
c. Diutamakan yang memiliki karya ilmiah (a.l. artikel, produk inovatif, HKI) berkualitas
(dengan pembuktian karyanya oleh fakultas/ pascasarjana).

Bagian Kesepuluh

Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping ljazah Program

Tab

Sarjana

Paragraf 1
Transkrip Akademik

Pasal 84

Transkrip Akademik berisi seluruh kegiatan perkuliahan, magang, tugas dan juga
kegiatan yang disetarakan (yang diakui sebagai Mata kuliah) yang diikuti selama masa
studi (Semester Satu hingga Semester Akhir) serta memiliki Satuan Kredit Semester (sks).
Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam Program Studi/di luar Program Studi
atau bahkan di kampus lainnya dan/atau lokasi magang dalam kerangka Program
Kampus Merdeka - Merdeka Belajar.

Transkrip Akademik berisi seluruh nama mata kuliah/kegiatan yang ditempuh/diikuti,
bobot sks, dan Nilai yang diperoleh serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Paragraf 2
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 85

Surat Keterangan Pendamping ljazah (SKPI) diberikan kepada semua lulusan Program
Sarjana dan vokasi dengan mencantumkan capaian/prestasi dalam aktivitas
kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra kurikuler serta pendidikan non-
formal.

SKPI juga menguraikan kualifikasi dari lulusan sesuai dengan KKNI (Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia) dalam menempuh pendidikan di Universitas
Mulawarman.

SKPI yang diterbitkan oleh Fakultas masing-masing minimal berisi beberapa butir wajib
sebagai tertera pada Tabel di bawah ini:

el 9. Butir-butir Minimal yang Harus Ada dalam SKPI yang Diterbitkan oleh Fakultas di
Lingkungan Universitas Mulawarman

No. Butir No. Butir No. Butir
1. | Nomor SKPI 7. | Nama Lengkap 13. | Program Pendidikan
Pemilik SKPI Tinggi
2. | Nomor Jjazah 8. | Tempat dan Tanggal | 14. | Capaian pembelajaran
Nasional Lahir Pemilik SKPI lulusan program studi
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No. Butir No. Butir No. Butir
sesuai kompetensi

lulusan secara naratif

3. | Logo Perguruan 9. | Nomor Pokok 15. | Peringkat kompetensi
Tinggi Mahasiswa kerja sesuai KKNI
4. | Nama Perguruan 10. | Tanggal, bulan, tahun | 16. | Bahasa Pengantar
Tinggi masuk, dan kelulusan Kuliah
5. | Status Akreditasi 11. | Gelar yang diberikan | 17. | Sistem Penilaian
beserta singkatan
6. | Nama Program Studi | 12. | Jenis pendidikan 18 | Jenis dan Jenjang
(akademik, vokasi) Pendidikan Lanjutan

Catatan: SKPI dapat saja mencantumkan informasi tambahan tentang prestasi akademik
mahasiswa yang belum/tidak dicantumkan dalam Transkrip Akademik

Bagian Kesebelas
Sebutan dan Gelar Lulusan

Pasal 86

(1) Penulisan sebutan lulusan Program Vokasi untuk Program Diploma III ialah Ahli Madya
(A.Md.). Sebutan gelar Vokasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku.

(2) Penulisan gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar
yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., disertai singkatan nama kelompok
bidang keahlian atau disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(3) Penulisan gelar Profesi dan Spesialis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku.

(4) Penulisan gelar akademik Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas
gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M., disertai singkatan nama
kelompok bidang keahlian atau disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku.

(5) Penulisan gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar
yang bersangkutan disingkat Dr., disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian
atau disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(6) Sebutan dan Gelar yang diberikan kepada lulusan Unmul ditetapkan dengan Keputusan
Rektor dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan
gelar yang tercantum dalam Ijazah.

53



BAB IV

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penelitian

Paragraf 1
Ruang Lingkup Penelitian

Pasal 87

Ruang lingkup Penelitian di lingkungan Unmul mengacu pada standar hasil, isi, proses,
penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan penelitian, serta standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian.

Paragraf 2
Hasil Penelitian

Pasal 88

minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya
saing bangsa.

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dayasaing bangsa.

Setiap Program Studi harus memiliki standar hasil penelitian yang merupakan kriteria

Hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan

Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan

budaya akademik.

ketentuan peraturan di Unmul.

Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak

membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara

diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan

untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
Dalam keterkaitan penelitian dengan pendidikan, maka setiap kegiatan penelitian harus
didorong untuk melibatkan minimal 1 (satu) orang mahasiswa.
Setiap kegiatan penelitian Mahasiswa harus didampingi minimal satu dosen
pembimbing dari Unmul.

Dalam keterkaitan penelitian dengan luaran hasil penelitian, maka setiap penelitian

harus mampu menghasilkan luaran dalam bentuk artikel ilmiah dimuat di

jurnal/prosiding, keynote/invited speaker dalam temu ilmiah, visiting lecturer

54



©)

(10)

internasional, Kekayaan Intelektual (KI), atau buku/book chapter (ISBN).

Penelitian yang dilakukan mahasiswa harus mampu menghasilkan luaran, untuk
mahasiswa S1 minimal dalam bentuk publikasi di Repository Unmul, mahasiswa S2 di
jurnal nasional terakreditasi, dan mahasiswa S3 di jurnal internasional bereputasi.
Dalam keterkaitan penelitian dengan luaran hasil penelitian, maka setiap Program Studi
harus mampu menghasilkan luaran hasil penelitian minimal 10 buah dalam satu tahun.

Paragraf 3
Isi Penelitian

Pasal 89

Setiap Program Studi harus menyusun standar isi penelitian yang merupakan kriteria
minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian
terapan.

Penelitian yang dilakukan harus mempunyai kandungan isi dengan semaksimal
mungkin mengakomodir Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul sesuai tingkat keeratan
dengan program studinya.

Pasal 90

Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau
penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat
baru.

Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat,
dunia usaha, dan/atau industri.

Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan
nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan
mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Paragraf 4
Proses Penelitian

Pasal 91

Fakultas/Pascasarjana menyusun peta jalan (roadmap) penelitian dengan mengacu pada
Rencana Induk Penelitian Universitas Mulawarman.

Penelitian yang dilakukan di setiap Program Studi mengikuti peta jalan penelitian yang
ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.

Setiap Program Studi harus menyusun standar proses penelitian yang merupakan kriteria
minimal yang meliputi kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan.

Proses penelitian yang dilakukan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Proses penelitian yang dilakukan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
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Paragraf 5
Penilaian Penelitian

Pasal 92

Setiap Program Studi harus memiliki standar penilaian penelitian yang merupakan
kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan arahan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unmul dengan prinsip penilaian
paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi,
dan standar proses penelitian.

Penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel,
dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil
penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di lingkungan Unmul.

Paragraf 6
Peneliti

Pasal 93

Setiap Program Studi harus memiliki standar peneliti yang merupakan kriteria minimal
peneliti yang meliputi kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Peneliti di lingkungan Unmul wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode
penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan
dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan
hasil penelitian.

Profesionalisme peneliti di lingkungan Unmul harus dapat ditunjukkan oleh kesesuaian
bidang keilmuan dengan tema penelitiannya.

Unmul wajib mengupayakan sumberdaya dosen peneliti yang mencukupi dengan
kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

Paragraf 7
Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 94

Setiap Program Studi harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang
merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang
kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Unmul wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi penelitian paling
sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk
proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana yang disediakan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Unmul
seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan dan lain-lain minimal harus
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mencapai 40% dari semua kegiatan penelitian di lingkungan Unmul.

Pelayanan penelitian dengan sarana prasarana milik Unmul harus mengutamakan
kepentingan sivitas akademika UNMUL dengan tarif layanan lebih rendah/ringan
dibanding tarif layanan umum.

Paragraf 8
Pengelolaan Penelitian

Pasal 95

Setiap Program Studi harus menyusun standar pengelolaan penelitian yang merupakan
kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian harus bersesuaian dengan Rencana Induk Penelitian Unmul.
Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh seluruh Fakultas/Pascasarjana di lingkungan
Unmul berkoordinasi dengan LP2M.

Penelitian secara mandiri dapat dikelola oleh peneliti secara mandiri.

LP2M membentuk unit pusat data khusus yang bertugas mengelolaan data penelitian
dan hasil penelitian dari sivitas akademika Unmul baik yang bersumber dari dana
pemerintah, perusahaan/industri, maupun kerjasama baik dari dalam maupun luar
negeri.

Pasal 96

LP2M wajib menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai rencana strategis
penelitian Unmul, memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,
penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), memberikan
penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, serta melaporkan kegiatan penelitian yang
dikelolanya.

LP3M berkoordinasi dengan LP2M wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pengelolaan penelitian, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem
penjaminan mutu internal penelitian.

Paragraf 9
Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 97

Unmul menyediakan dana penelitian dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi
dan mengupayakan pendanaan dari pemerintah, kerjasama di dalam maupun luar
negeri, atau dana masyarakat guna membiayai perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil-hasil
penelitian.

Persentase pagu dana penelitian adalah >10% total dana penelitian yang tersedia.
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Pasal 98

Unmul wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen
penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi
hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif
Kekayaan Intelektual (KI).

Bagian Kedua
Pengabdian Kepada Masyarakat

Paragraf 1
Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 99

Ruang lingkup Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) mengacu pada standar hasil, isi,
proses, penilaian, pelaksana, sarana dan prasarana, pengelolaan PPM, serta standar
pendanaan dan pembiayaan PPM.

Paragraf 2
Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 100

(1) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan olehUnmul adalah:

a. LP2M Unmul menyusun Program PPM yang berorientasi pada upaya penyelesaian
masalah yang dihadapi oleh masyarakat;

b. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian
sivitas akademik yang relevan dengan bermitra dengan institusi mitra yang relevan;

c. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat
guna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk program PPM dapat
menghasilkan publikasi ilmiah;

e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk program PPM dapat
memperkaya sumber-sumber belajar perkuliahan dan menghasilkan bahan ajar;

f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghasilkan modul-modul
pelatihan untuk program PPM.

(2) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil
pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian
sivitas akademik yang relevan;
b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
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c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atauBahan ajar atau modul
pelatihan untuk pengayaan sumber-sumber belajar.

Paragraf 3
Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 101

Setiap Program Studi harus menyusun standar isi PPM yang merupakan kriteria
minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PPM.

PPM yang dilakukan harus mempunyai kandungan isi dengan semaksimal mungkin
mengakomodir Pola IImiah Pokok (PIP) Unmul sesuai tingkat keeratan dengan program
studinya.

Kedalaman dan keluasan materi PPM bersumber dari hasil penelitian atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

PPM yang dilakukan meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat
pengguna.

PPM yang dilakukan dapat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam rangka memberdayakan masyarakat.

PPM yang dilakukan dapat berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan
dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

PPM yang dilakukan dapat berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial,
dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,
dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

PPM yang dilakukan dapat berupa Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan
langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Paragraf 4
Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 102

Fakultas/Pascasarjana menyusun peta jalan PPM dengan mengacu pada Rencana Induk
PPM Universitas Mulawarman.

PPM yang dilakukan di setiap Program Studi mengikuti peta jalan PPM yang ditetapkan
oleh Fakultas/Pascasarjana.

Setiap Program Studi harus menyusun standar proses PPM yang merupakan kriteria
minimal yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Kegiatan PPM berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat; atau
pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan PPM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
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Kegiatan PPM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai satu diantara bentuk
pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta
memenuhi ketentuan dan peraturan di lingkungan Unmul.

Kegiatan PPM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Paragraf 5
Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 103

Setiap Program Studi harus menyusun standar penilaian PPM yang merupakan kriteria
minimal penilaian terhadap proses dan hasil PPM.

Penilaian proses dan hasil PPM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian
paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus
memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PPM.
Kriteria minimal penilaian hasil PPM meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya
perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan
sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di
masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber-sumber belajar
dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan
rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan,
akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian
kinerja hasil PPM.

Paragraf 6
Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 104

Setiap Program Studi harus menyusun standar pelaksana PPM yang merupakan kriteria
minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PPM.

Pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan
bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PPM.

Profesionalisme pelaksana PPM di lingkungan Unmul harus dapat ditunjukkan oleh
kesesuaian bidang keilmuan dengan tema PPM.

Paragraf 7
Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 105

Setiap Program Studi harus menyusun standar sarana dan prasarana PPM yang
merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang
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proses PPM.

Unmul wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi PPM yang terkait
dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Unmul dan area
sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana PPM yang disediakan harus dapat dimanfaatkan juga untuk
proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Paragraf 8
Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 106

Setiap Program Studi harus menyusun standar pengelolaan PPM yang merupakan
kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan PPM.

Pengelolaan PPM harus bersesuaian dengan Rencana Induk PPM Unmul.

Pengelolaan PPM dilaksanakan oleh seluruh Fakultas/Pascasarjana di lingkungan
Unmul berkoordinasi dengan LP2M.

PPM mandiri dapat dikelola oleh pelaksana PPM secara mandiri.

Pasal 107

Unmul sebagai lembaga pendidikan tinggi wajib:

(1)
2)

Menyusun dan mengembangkan rencana program PPM sesuai dengan rencana strategis
PPM Unmul melalui LP2M Unmul.

Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu
internal kegiatan PPM melalui LP2M Unmul.

Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPM melalui LP2M Unmul.

Melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil PPM melalui
LP2M Unmul.

Memberikan penghargaan kepada pelaksana PPM yang berprestasi.

Mendayagunakan sarana dan prasarana PPM pada lembaga lain melalui kerja sama.
Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana
dan prasarana PPM melalui LP2M Unmul.

Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PPM yang dikelolanya ke Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi melalui LP2M Unmul

Paragraf 9
Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 108

Unmul menyediakan dana PPM dari anggaran PPM internal perguruan tinggi dan
mengupayakan pendanaan dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di
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dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

(2) Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan hasil serta peningkatan kapasitas pelaksana
PPM.

(3) Persentase pagu dana PPM adalah >10% total dana PPM yang tersedia.

62



(1)

2)

BABV
SISTEM PENUNJANG PENDIDIKAN, PELAKSANAAN
KAMPUS MERDEKA, DAN KODE ETIK ILMIAH

Bagian Kesatu
Sarana Pendidikan Fisik

Paragraf 1
Ruang Kuliah, Laboratorium, Bengkel, Studio, Teaching Industry, dan Perpustakaan

Pasal 109

Pendirian dan Pengelolaan Ruang Kuliah, Laboratorium, Bengkel, Studio, dan Teaching
Industry, dilakukan oleh Fakultas sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang menunjang
pencapaian Standar Kompetensi Lulusan atas persetujuan Rektor.

Laboratorium termasuk, namun tidak terbatas, di dalamnya adalah Laboratorium
Pendidikan, Laboratorium Riset, Laboratorium Sosial, Laboratorium Lapangan, Desa
Binaan, Hutan Pendidikan dan Penelitian, Bank mini, dan Lembaga Bantuan Hukum.
Perizinan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang
memanfaatkan Ruang Kuliah, Praktikum, Bengkel, Studio, Laboratorium, dan Teaching
Industry diajukan kepada Fakultas atau pengelola yang ditetapkan oleh Rektor.

Untuk kepentingan dokumentasi, surat-menyurat sebagaimana dimaksud di ayat (3)
disampaikan dengan tembusan kepada Fakultas dan Wakil Rektor Bidang Umum, SDM
dan Keuangan.

Pasal 110

Layanan Kepustakaan bagi seluruh dosen dan mahasiswa Universitas Mulawaman
diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan, sebagai unsur penunjang akademik/sumber
belajar di tingkat universitas, baik dalam bentuk terbitan/cetakan maupun digital.
Guna menunjang tugas pokok dan fungsinya serta memberi akses yang lebih besar bagi
seluruh dosen dan mahasiswa khususnya berkaitan dengan bidang keahlian tertentu,
maka UPT Perpustakaan berkoordinasi dengan dan memfasilitasi fungsi perpustakaan
pembantu yang berada di fakultas, program pascasarjana atau unit kerja/sumber belajar
lainnya.

Agar dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan dan memaksimalkan pelayanan
kepustakaan, maka setiap dosen dan mahasiswa diminta untuk mendaftarkan diri
sebagai anggota perpustakaan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UPT
Perpustakaan.

Setiap karya ilmiah (antara lain: artikel jurnal, buku ilmiah, dan lainnya) dan/atau tugas
akhir studi (antara lain: skripsi, tesis, disertasi dan lainnya) yang dihasilkan oleh dosen
dan mahasiswa Universitas Mulawarman wajib diserahkan minimal 1 (satu) kopi untuk
dokumentasi UPT Perpustakaan serta agar dapat dimanfaatkan lebih luas, baik oleh
anggota perpustakaan, maupun masyarakat yang memerlukan.

Setiap pendaftar/calon peserta wisuda Universitas Mulawarman dipersyaratkan untuk:
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a. menyerahkan 1 (satu) eksemplar kopi dari tugas akhirnya dalam bentuk digital untuk
S1, bentuk digital dan cetak untuk S2 dan S3, kepada pihak Perpustakaan Universitas
Mulawarman, untuk file digital pdf diunggah secara mandiri oleh mahasiswa.

b. menyumbang 1 (satu) buah buku, baik dalam bentuk cetak atau digital, guna
menambah koleksi pustaka Perpustakaan Universitas Mulawarman.

c. memperoleh bukti bebas pinjaman pustaka dari Perpustakaan Universitas
Mulawarman.

Seluruh pelayanan UPT Perpustakaan kepada dosen dan mahasiswa sebagai anggota

perpustakaan dapat/bisa dilakukan/dijangkau secara luring (langsung di kampus)

ataupun daring (dari manapun yang terjangkau oleh internet).

Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan lebih lanjut disiapkan oleh

UPT Perpustakaan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Paragraf 2
UPT, Laboratorium Terpadu, Science Learning Center, dan ICT Center

Pasal 111

Penetapan dan Pengelolaan UPT, Laboratorium Terpadu, Science Learning Center, danICT
Center dilakukan oleh Universitas berdasarkan persetujuan Rektor.

UPT yang dimaksud dalam ayat (1) diatur di dalam dokumen Organisasi Tata Kelola
(OTK) Unmul.

Perizinan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang
memanfaatkan UPT, Laboratorium Terpadu, Science Learning Center, dan ICT Center
diajukan kepada pengelola.

Untuk kepentingan dokumentasi, surat-menyurat sebagaimana dimaksud di ayat (3)
disampaikan dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan
Keuangan.

Paragraf 3
Layanan Penalaran Minat dan Bakat, Kesejahteraan, Bimbingan Karir dan
Kewirausahaan, Bantuan Hukum, dan Komisi Etika Penelitian.

Pasal 112

Universitas menetapkan dan menyediakan layanan penalaran minat dan bakat,
kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa, dan kesehatan), bimbingan karir dan
kewirausahaan, bantuan hukum, dan Komisi Etika Penelitian melalui keputusan Rektor.
Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dapat memanfaatkan layanan sebagaimana
yang disebutkan dalam ayat (1).
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Bagian Kedua
Sarana Pendidikan Non-Fisik

Paragraf 1
Sistem Informasi Akademik

Pasal 113

Administrasi pendidikan Unmul menggunakan Sistem Informasi Akademik (SIA) berbasis
jaringan (web) yang dilaksanakan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
Unmul.

Dalam melaksanakan kegiatannya BAK berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan
Fakultas/Pascasarjana/Program Studi.

Pedoman Pelaksanaan SIA ditetapkan dalam sebuah petunjuk teknis yang tidak
terpisahkan dari peraturan akademik ini.

Paragraf 2
Sistem Pembelajaran Daring dan Pembelajaran Jarak Jauh

Pasal 114

Administrasi pembelajaran daring menggunakan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) dan
Pembelajaran Jarak Jauh (P]]) berbasis jaringan (web) yang dilaksanakan oleh fakultas-
fakultas dan Program Pascasarjana.

Koordinator Pengelola SPADA dan PJJ adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
Unmul.

Tim Teknis Pengelola SPADA dan PJJ diangkat dari BAK, perwakilan Fakultas/Pascasarjana,
dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TTK) Unmul.

Dalam melaksanakan pengelolaannya, BAK berkoordinasi dan/atau bekerjasama
dengan Fakultas/Pascasarjana/Program Studi.

Penjamian mutu pengelolaan SPADA dan PJJ adalah LP3M.

Pelaksanaan SPADA dan P]J ditetapkan dalam sebuah petunjuk teknis yang tidak
terpisahkan dari peraturan akademik ini.

Paragraf 3
Sistem Informasi, Dokumentasi dan Tracer Study

Pasal 115

Sistem Informasi yang digunakan sebagai sumber informasi dan dokumentasi terdiri dari
sistem informasi internal di Unmul dan sistem informasi eksternal yang dikelola oleh
Unmul yang terdiri, namun tidak terbatas, atas Sistem Informasi Akademik (SIA), Sistem
Informasi Perencanaan dan Biaya Anggaran (SIMRBA), Sistem Keuangan (SIMKEU),
Sistem Informasi Kinerja (SIMKINERJA), Sistem Informasi Angka Kredit (SIAKAD),
Sistem Informasi Database Administrasi Kepegawaian (SIDAK), Sistem Informasi
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Sumberdaya Terintegrasi (SISTER), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI),
Science and Technology Index (SINTA), Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (SIMLITABMAS), Sistem Informasi Manajemen Inovasi (SIMANIS),
Sistem Informasi Pemeringkatan Mahasiswa (SIMKATMAWA), Sistem Informasi
Kerjasama (SIMKERMA), dan Sistem Tracer Study.

Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diatur melalui keputusan
Rektor dengan tugas pokok mempublikasikan informasi publik melalui website
universitas.

Fungsi PPID dibantu oleh kelompok kerja yang berfungsi mengelola sistem informasi
internal di Unmul dan sistem informasi eksternal sebagaimana disebutkan di ayat (1)
diatur melalui keputusan Rektor.

Informasi, dokumentasi dan Tracer Study sebagaimana disebutkan di ayat (1)
dilaksanakan sebanyak dua kali setiap tahunnya, yakni di bulan Juni dan Desember.
Laporan informasi, dokumentasi dan tracer study disampaikan dalam Rapat Pimpinan
Universitas.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kampus Medeka

Paragraf 1 Ketentuan Merdeka Belajar

Pasal 116

Universitas Mulawarman memfasilitasi mahasiswa melaksanakan merdeka belajar untuk
mengambil SKS di luar program studi paling sedikit 6 SKS dan paling banyak 60 SKS atau
setara dengan 3 semester.

Beban pembelajaran pada program merdeka belajar dalam berbagai bentuk pembelajaran
ditetapkan oleh prodi sesuai dengan kebutuhan untuk memenubhi capaian pembelajaran.
Persetujuan pelaksanaan merdeka belajar dilakukan oleh pembimbing akademik dan
ditetapkan oleh prodi.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan merdeka belajar disampaikan ke PD
Dikti melalui Sistem Informasi Akademik Umul.

Pelaksanaan merdeka belajar secara mendetail ditetapkan dalam sebuah petunjuk teknis
yang tidak terpisahkan dari peraturan akademik ini.

Paragraf 2
Syarat dan Hak Mahasiswa dalam Merdeka Belajar

Pasal 117

Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar adalah mahasiswa aktif dan terdaftar di
PDDikti serta berasal dari prodi yang telah terakreditasi minimal baik.

Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar minimal telah duduk di semester empat
(4), memperoleh 60 SKS, dan memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,0 tanpa huruf
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mutu E.

Pelaksanaan medeka belajar oleh mahasiswa di luar prodi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berbentuk:

Magang atau praktik kerja

Proyek di desa

Mengajar di sekolah

. Pertukaran pelajar

Penelitian atau riset

Kegiatan wirausaha

Studi atau proyek independen

S

Proyek kemanusiaan

Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar mendapatkan rekognisi berupa
sertifikat dan/atau pengakuan angka kredit, dan dicantumkan dalam Surat Keterangan
Pendamping Ijasah.

Paragraf 3

Pertukaran Mahasiswa, Program Kembaran, Gelar Ganda, Gelar Bersama, Alih Kredit,

@

@

Perolehan Angka Kredit, dan Prestasi Mahasiswa

Pasal 118

Pelaksanaan pertukaran mahasiswa dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan
antara mata kuliah yang dipertukarkan atas persetujuan antar prodi yang
menyelenggarakan.

Pelaksanaan Program Kembaran (twining program), Gelar Ganda (double degree), atau
Gelar Bersama (joint degree) dilakukan dengan memperhatikan mata kuliah yang
dikerjasamakan dan/atau dipertukarkan atas sepengetahuan prodi yang sepakat
melaksanakan program Gelar Ganda dan/atau Gelar Bersama, mendapatkan penetapan
oleh Rektor, dan diajukan kepada Menteri.

Prestasi dan/atau hasil karya mahasiswa yang diakui secara nasional atau internasional
dapat dihargai sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi.

Rekognisi dan ekuivalensi terhadap mata kuliah yang diambil dalam program
Pertukaran Mahasiswa, Program Kembaran, Gelar Ganda, Gelar Bersama, Alih Kredit
(credit transfer), dan/atau Perolehan Angka Kredit (credit earning) ditetapkan oleh
program studi.

Paragraf 4
Standar, Kualifikasi, dan Hak Cuti Dosen dalam Kampus Merdeka

Pasal 119

Standar dosen dan praktisi merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi lulusan
berdasarkan KKNI.
Ketentuan yang mengatur dalam pelaksanaan merdeka belajar dituangkan dalam
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petunjuk teknis merdeka belajar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan ini.

Dosen Pembimbing di Unmul harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

a. pada Program Diploma atau Program Sarjana:

1. paling rendah bergelar magister atau magister terapan dalam bidang yang sesuai
dengan program studi yang diselenggarakan oleh Program Diploma atau Program
Sarjana; atau

2. memiliki sertifikat kompetensi yang setara dengan jenjang 8 menurut Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia atau memiliki pengalaman kerja di IDUKA;

b. pada program magister atau program doktor:

1. bergelar doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sesuai dengan program
studi yang diselenggarakan oleh Program Magister atau Program Doktor; atau

2. memiliki sertifikat kompetensi yang setara dengan jenjang 9 menurut Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia atau memiliki pengalaman kerja di IDUKA;

Penyetaraan kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan
ayat (2) huruf b angka 2, serta dosen dengan pengalaman kerja tertentu di IDUKA,
dilakukan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Dosen dapat mengambil cuti untuk studi dan penelitian (sabbatical leave) dengan
ketentuan:

a. telah memiliki gelar akademik doktor dan jabatan akademik paling rendah Lektor

Kepala;

b. dibebaskan dari tugas dan kewajiban sebagai dosen tetap di perguruan tingginya;
berlangsung paling lama 6 (enam) bulan;

a o

. luaran berupa hasil kerja selama cuti untuk studi dan penelitian (sabbatical leave) dapat
diakui dalam penilaian angka kredit;

e. tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan

lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta

maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen.

Paragraf 5
Kerjasama Akademik

Pasal 122

Kerja sama dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dengan:
a. IDUKA;

b. Organisasi profesi;

c. Satuan/lembaga pendidikan; dalam dan luar negeri.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mensinkronisasi input,
proses, output, yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA dan penyerapan lulusan.
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat membentuk forum yang mendukung
pelaksanaan kerjasama dan pengembangan pendidikan.

Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meliputi:

a. pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan IDUKA;

b. pemanfaatan praktisi, teknisi atau profesional dari IDUKA sebagai pendidik atau
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teknisi untuk pembelajaran;

Magang dan PKL bagi peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
. penyerapan lulusan oleh IDUKA;

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

sertifikasi kompetensi bagi lulusan;

penyusunan bahan standar sarana dan prasarana;

S Qe O a0

pemanfaatan sarana dan prasarana IDUKA untuk pembelajaran;

-

penyusunan standar dan akreditasi lembaga berbasis kebutuhan IDUKA;
ikatan dinas bagi peserta didik;

—

k. pengembangan laboratorium, sarana, dan prasarana untuk Pembelajaran Industri di
satuan pendidikan;

.

penelitian terapan dan hilirisasi hasil penelitian;
m. produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa;

s

gelar bersama, gelar ganda, transfer kredit, penelitian bersama, dan publikasi bersama,
pertukaran mahasiswa, dosen dan/atau pakar;

o. pertukaran informasi kebutuhan tenaga kerja;

p. bentuk-bentuk lain yang mendukung kualitas pendidikan vokasi.

Payung Kerjasama (Memorandum of Understanding) ditandatangani oleh Universitas dan
Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Fakultas atau Lembaga.

Kerjasama diatur dalam Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman
sebagaimana tertuang di dalam peraturan rektor.

Bagian Keempat
Kode Etik Ilmiah

Pasal 123

Kode Etik Ilmiah diatur dalam Pedoman Etika Sivitas Akademika Universitas Mulawarman

sebagaimana tertuang di dalam peraturan rektor.
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BAB VI
KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 124

Ketentuan mengenai jenis dan bentuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan di
Unmul merujuk pada Pedoman Etika Sivitas Akademika Unmul.

Pasal 125

Ketentuan mengenai jenis dan bentuk sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Unmul berikut
prosedur penetapan sanksinya merujuk pada Pedoman Etika Sivitas Akademika Unmul
dan/atau jika belum tersedia sanksi atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan didasarkan
pada keputusan hasil rapat/sidang Senat di tingkat Fakultas/Universitas.
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 126

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan
Unmul wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat pada awal
Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 127

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 128

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditetapkan di Samarinda
pada Tanggal 28 Desember 2020

Rektor,

Prof. Dr.H.Masjaya, MSi.
NIP. 19621231 199103 1 024
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